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SECANGKIR KOFI

{Sebuah Kata Pengantar)
Kopl merupakan minuman yang bereita rasa Heggl weik, kkhas dan
pend iRl il teynendisd Yana menahakar dalar tatawan mﬂ;ﬂﬂrﬂhﬁ ki,
Oleh banyjak pewelitian diyaieind
Mewmiliil Rhasit tersendil yang menyehatikan.
Secara filosofi opl adalah cerndi hidup
Yrng menyajian dud rasa Jang nikmat; Manis daw Pahit
dalaw, wakiu yawng bersamann
Daw begitula Hidup, jadi mengapa kita banpak mengelh.
Daw bagl perulis bersann dengaw secangleir lopl badloh
Yang setia menewanl malavwe panjang, bejuang, wenyelesalian skeripsi bni
Kala prowg terlelap dolam wiwplnga
Alhamddulillahi Rabbil Alamin! Kepada Dia dari segala dia, Dia yang tak
terbatas dalam keterbatasan kita, Dia yang sempurna dalam ketidaksempurnaan kita,
kepada-Mu kucurahkan segenap rasa syukur atas rahmat-Mu yang begitu indah,
Engkau hadirkan dalam garis takdir kehidupan ini. Dengan belas kasih-Mu, aku tegar
dalam menghadapi setiap rintangan yang menghalangi jalan untuk menyatu dengan-
Mu, Engkau yang Maha Memiliki Ilmu. Dengan pertolongan-Mu, melalui perjalanan
yvang panjang dan melelabkan akhirnya proses belajar di Program Studi Strata I,

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin berhasil penulis

selesaikan.

Kuasa waktu telah menggariskan batasan-batasannya tentang arti scbuah
kehidupan, tentang hidup yang terus berlalu dan berproses dalam dimensinya. Dian
karena waktn pula maka harus ada awal dan ada akhir. Pada akhimya, episode
penutup dari rangkaian perjalanan panjang dan melelahkan di kampus merah ini
sampai pada titik akhir. Dalam kenangan yang tersimpang di dalam permainan waktu,
banyak lembar sejarah yang terukir di kampus merah kebanggaan banyak orang ini



(tapi jujur saat ini aku bingung pada sisi mananyakah kampus ini memiliki
kebanggaan). Saat pertama kali mengginjakan kaki di institusi yang diharapkan
sebagai tempat meretasnya rahim peradaban yang mencerdaskan dengan manusia
intelektualnya, kulangkahkan kaki bersama dengan ribuan langkah kaki lainnya
dengan perasaan penuh kemenangan bercampur kebanggaan, terbayang sebuah
mimpi dalam satu cita-cita, menjadi orang sukses. Perjalanan wakiu kemudian
mengajarkan banyak hal kepada penulis; tentang kebanggaan yang sirna oleh budaya
anarkis, oleh orang-orang semu yang memenuhi kampus dan tentang segalanya yang
menyadarkan penulis bahwa mimpi itu tidak selalu berakhir dengan indah, Banyak
harapan yang berbenturan denpgan kekecewaan dan selalu saja menuntut sikap
kompromistis,. Katanya dalam hidup ini kadang kita dituntut banyak untuk berdamai
dengan kenyataan.

Telah kuhabiskan separuh hidupku di kampus ini untuk sebuah tujuan,
belajar menjadi manusia yang seutuhnya. Pada sisi lain, ketika proses pembelajaran
berlangsung di ruang-ruang kelas, kutemukan diriku tak lebih dari sesosok tubuh
vang diproyeksikan untuk menjadi sebuah mesin pekerja kapitalis yang serba instan
sesuai dengan kebutuban pasar, jauh dari karakter sebuah dunia pendidikan yang
mengedepankan nilai intelektualitas dan moralitas sebagai syarat mutlak untuk
menjadi manusia seutuhriya. Mungkin tak salah jika kukatakan kalau nama besar
kampus ini telah berhasil menipu/membius puluhan ribu orang untuk masuk disini,
uwmamaqmmmdahdmmiahxmhaayakmmtamnﬁsﬂm dari kampus
ini dengan kering kerontong dari spirit intelektulitas, keluar dengan keadaan persis
seperti gambaran lirik lagu “sarjana muda-nya” Iwan Fals.



Di tengah kehidupan bermasyarakat, sudah menjadi kehendak sejarah yang
menasbihkan dirinya ke dalam sebuah pentas dan narasi kehidupan berbangsa dan
bernegara yang tak pernah lepas dari sebuah skenario kepentingan yang pada
akhirnya akan semakin membiaskan makna dan hakikat dari nilai perjuangan yang
pemnah ada di negeri ini. Dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam tatanan
masyarakat dan pemerintahan kita telah menempatkan dirinya pada dua garis yang
seolah tak akan pernah bertemu. Ketika gerakan reformasi terjadi pada tahun 1998,
segenap elemen masyarakat pun sepertinya menyadari akan banyaknya ketimpangan
dan kekurangan yang telah terjadi pada bangsa dan negara Indonesia, dan kita pun
kemudian ramai-ramai berbicara, membicarakan sebuah bentuk, sebuah tatanan yang
dapat membawa bangsa dan negara ini kelvar dari krisisi multidimensi dengan
kondisi masyarakatnya yang 5-.:jahh:ri Impian akan lahirmya sebuah tatanan
‘Indonesia Baru® dengan Masyarakat Madaninya (Civil Sociary), atau dengan Tata
Kelolah Pemerintahan yang Baik (good governance), yang berakar dari perjuangan |
gerakan roformasi beberapa tahun silam tentu menjadi impian kita semua. Akan
tetapi pada situasi seperti sekarang ini, semuanya terjadi dalam posisi yang serba
absurd. Reformasi pemerintahan dengan beberapa agenda perubahannya sangat
mengecawakan masyarakat.

Otonomi daerah, sebagai salah satu implementasi atau bagian dari reformasi
pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir ini juga banyak mendapat sorotan dari
masyaraka;t, karena ditengarai telah menyimpang dari cita-cita reformasi.
Pemerintahan daersh dianggap kurang memperhatikan kesejateraan masyarakatnya
yang ditandai lewat serangkaian kebijakan dan program pembangunannya yang tidak
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kehendak sejarah. Mundurnya Soeharto dari kursi
kepresidenan Republik Indonesia, mengantarkan bangsa Indonesia ke era reformasi
dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di bidang pemerintahan,
reformasi ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999
tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kehadiran kedua
undang-undang ini membawa nuansa baru pemerintahan yang berparadigma
desentralistik, menggantikan nuansa lama yang cenderung sentralistik. Sistem
desentralisasi diterapkan secara utuh pada tingkat kabupaten dan kota. Penerapan
sistern ini sangat menarik, sebagai hasil optimal dari kesepakatan untuk mengatasi
silang pendapat mengenai bentuk pemerintahan Daerah yang Iep:al bagi negara

Indonesia yang menganut sistem negara keasatuan.

Dalam perkembangannya pemberlakuan UU No, 22 tahun 1999 dan UU No.
25 Tahun 1999 memberikan efek yang luar biasa terhadap dinamika pemerintahan
Indonesia. Tuntutan perubahan dan perkembangan wacana reformasi yang semakin
cepat di tengah-tengah masyarakat, mengharuskan pemerintah banyak n:uﬂnkukun-
transformasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan seperti merombak ataupun

mengeluarkan peraturan baru demi kelangsungan reformasi pemerintahan.



Bertolak dari dinamika pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah yang
mengalami perkembangan yang cepat maka pemerintah kemudian mengubah
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah
dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga mengubah peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah dari Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang No.
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Dengan perubahan kedua UU ini diharapkan agar dimensi reformasi pemerintahan
vang sedang berjalan tidak hanya sekedar perubahan format lembaga semata, akan
tetapi juga mencakup pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung
berjalannya lembaga publik pemerintahan secara ekonomis, efesien, efektif, dan
transparan serta akuntabel sehingga cita-cita reformasi untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (Good Governance) benar-benar dapat dicapai.

Wacana reformasi yang .br.gitu kuat, juga telah mendorong pemerintah
melakukan transformasi manajemen pemerintahan (popular juga sebagai “The New
Public Management”). Proses transformasi manajemen kepemerintahan ini
dimaksudkan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan tergalinya potensi dan
keanekaragaman daerah serta terciptanya manajemen pemerintahan yang ekonomis,
cfesien, efektif, transparan dan akuntabel sabagai bagian dari prinsip good

Fovernance.,



Transformasi manajemen pemerintahan telah dilakukan seiring dengan
berlangsungnya proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia. Proses tersebut
meliputi  berbagai aspek, mulai dari penataan kelembagaan (Institutional
Arrangement), reformasi kepegawaian (Civil Servant Reform) sampai pada reformasi
pengelolaan keuvangan negara (New Financial Management Reform). Menurut
Sjahruddin Rasul (Sjahruddin Rasul, 2003:1) terdapat beberapa alasan yang menjadi

latar belakang perubahan manajemen pemerintahan saat ini antara lain:

1. Akuntabilitas yang tidak jelas, baik mencakup apa, mengapa, bagaimana,
maupun kepada siapa harus berakuntabilitas;
2. Tujuan dan sasaran-sasaran strategis unit-unit pemerintahan cenderung untuk
ditetapkan secara mengambang (umumnya tidak spesifik dan tidak terukur);
3. Insentif cenderung menciptakan prilaku-prilaku korup, seperti dorongan untuk
menghabiskan seluruh saldo anggaran pada saat-saat akhir periode anggaran;
4, Aset-aset pemerintahan yang dipindahtangankan ke pihak ketiga (privatisasi)
tanpa standar perlakuan yang jelas;
5. Defisit dan akumulasi jumlah hutang yang dikaburkan oleh sistem akuntansi
berbasis kas:
6. Daya respon aparat yang umumnya cenderung lambat dalam menyikapi
perubahan lingkungan.
Salahm:mtanggakpmﬁngdariu‘amfﬂnnasimmﬂjmmptmﬂﬁnmhaudi
Indonesia saat ini yang dimaksudkan untuk menyikapi berbagai permasalahn di atas,

yakni pemerintah melakukan pembaruan sistem pengelolaan keuangan negara yang



ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 ten “ﬁ K o
Keuangan Megara. Semangat pembaruan terutama terlihat dari kamnmm-kﬂmggl
yang terkait dengan asas-asas umum pegelolaan keuangan negara yang berusaha
mengakomodasikannya dengan penyelenggaraan good governance, anlara lain
dengan diperkenalkannya asas akuntabilitas berorientasi hasil (Result Oriented
Accountability) atau yang lebih dikenal dengan akuntabilitas kinerja (Performance

Accontabilty) dan transparansi (Transparency) dalam pengelolaan keuangan negara.

Mamun demikian sebenarnya pada tingkatan pemerintahan daerah sebelum
diberlakukannya UU No.17 Tahun 2003 di atas, penerapan anggaran berbasis kinerja
sudah lebih dahulu diterapkan. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan
Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah (khususnya pada Pasal 20), dan Peraturan Pemerintah No. 108

Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Jika diperhatikan secara mendalam arahan yang diberikan dalam Peraturan
Pemerintah (PP) 105 Tahun 2000 dan PP 108 Tahun 2000, ataupun UL No. 17
Tahun 2003 yang telah disahkan oleh pemerintah sudah sangat baik. Tetapi benarkah
ia dapat mewujudkan pemerintahan daerah yang baik berdasarkan pada prinsip
transparan, akuntabel, ekonomis, efisiensi, dan efektifitas secara sinergis dan
berkesinambungan? Jawabannya tergantung pada bagaimana pemerintah daerah
memahami dan menerapkan formula dan rumusan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah tersebut di. atas. Tindak lanjut dari berbagai penerapan peraturan di atas
dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan keuangan daerah oleh pemerintah daerah.



Saat ini terdapat banyak hal yang dapat dijadikan alat untuk melihat
keseriusan dan ketaatan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip yang
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP), dan Undang-Undang No. 17 Tahun
2003 tersebut, antara lain dapat kita lihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam

setiap tahun anggaran yang ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggunjawaban
pemerintah daersh (gubernur atau bupati) adalah dengan melihat kinerja keuangan
daerahnya melalui perhitungan dan analisis terhadap target dan realisasi dari
penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya

(APBD), baik dari sisi input, output, outcome, impact, dan benefit.

Akan  tetapi Ikemudian timbul permasalahan dalam  penilaian
pertanggungjawaban keuvangan pemerintah daerah saat ini. Sistem perencanaan,
pengelolaan, dan pengawasan terhadap APBD masih dikritik oleh masyarakat karena
banyak terjadi pemborosan dana (Mark Up), kebocoran dana publik/korupsi, dan
program-program yang tidak layak secara ekonomisfinefesiensi. Padahal sistem
angparan kinerja mengharuskan melakukan perencanaan, penyusunan . dan
pelaksanaan anpgaran secara tertib, taat pada aturan, ekonomis, efesien, efektf,
transparan, dan bertanggung jawab (Pasal 4, PP 105 Tahun 2000).

Dengan terdapatnya permasalahan pada aspek perencanaan dan pengelolaan

APBD saat ini, maka implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000



yang dijadikan standar untuk penilaian kinerja kevangan pemerintah daerah terhadap
pencapaian target dan realisasi dari program dan kebijakan baik dalam komponen
pendapatan, komponen belanja, dan komponen pembiayaan menjadi lemah
posisinya. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, schingga
kurang memperhatikan bagaimana proses penganggaran yang dilakukan mulai dari
tahap perencanaan sampai pada tahap penilaian, serta apakah pencapaian realisasi

anggaran telah berlangsung secara ekonomis, efesiensi, dan efekiif.

Dengan terdapatnya kelemahan pada penilaian atau pengukuran kinerja saat
ini yang hanya didasarkan pada target dan realisasi saja untuk mengetahui inpur,
output, dan outcome, maka perlu dipertimbangkan cara lain sebagai bahan
perbandingan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, khususnya pada aspek
finansial (dalam hal ini APBD). Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan untuk
penilaian kinerja tersebut, mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai pada tahap
pelaksanaan anggaran adalah konsep Value For A'I»:fﬂne:,! Jika dilihat secara mendalam
sebenamya konsep value for money bukan sesuatu yang baru, bahkan value for money

merupakan salah satu prinsip penting dari anggaran kinerja dan good governance.

Value for money berarti diterapkannya tiga (3) prinsip dalam proses
penganggaran yaitu ekonomis, efesiensi, dan efektifitas. Ekonomis berkaitan dengan
pemilikan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah kmlatastmentupadaharga
yang paling rendah. Efesiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat dapat
menghasilkan output maksimal dengan jumlah input yang serendah-rendahnya.



Efektifitas berarti penggunaan APBD harus mencapai target atau tujuan kepentingan
publik. Falue for money dalam perencanaan anggaran sangat menekankan pada

penggunaan ‘standar biaya terendah’,

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu unit
pemerintahan dalam lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan juga telah
menerapkan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah dengan bentuk anggaran yang
berbasis kinerja. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melihat
bagaimana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan konsep
pengukuran Falue For Money dalam penyusunan Rancangan Anggaran Satuan Kerja
(RASK) dan pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) serta melakukan
penelitian dan menulis skripsi ini dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan
Belanja Kegiatan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Sekretariat

Daerah Provinsi Sulawesi-Sclatan™.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah
pokok adalah bagaimana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam
menerapkan konsep pengukuran value for money terhadap setiap aktivitas belanjanya,
sehingpa anpgaran yang direncanakan dan digunakan dapat memenuhi prinsip
ekonomis, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana prinsip dan anggaran berbasis
kenerja sesuai dengan tuntutan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000

Tentang Pengelolaan dan Pertanpgungjawaban Keuangan Pemenntah Dacrah.



1.4, Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi masalah pengukuran
kinerja value for money hanya pada 2 (dua) nilai pokok yakni, nilai efesiensi dan
nilai efektivitas. Dengan adanya pembatasan ini maka diasumsikan bahwa seluruh
kegiatan yang telah direalisasikan oleh instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan
diangpap sudah memenuhi unsur nilai ekonomis. Selain itu dalam penelitian in.
Kebijakan dan program kegiatan yang akan diteliti adalah kegiatan dan belanja
operasional dan pemeliharaan dalam Belanja Publik Sekretariat Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan mengingat pentingnya pengelolaan kegiatan dari belanja publik ini
karena terkait secara langsung dengan kebutuhan masyarakat, serta dalam komponen
belanja publik ini belanja operasional dan pemeliharaan memiliki alokasi anggaran

yang cukup tinggi. Fokus penelitian penulis batasi hanya untuk tahun anggaran 2004.
1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.5.1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengukur nilai Falue For Money dari realisasi Kegiatan yang dianggarakan
dari Belanja Operasional dan Pemeliharaan dalam Belanja Publik Setda

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2004.



1.5.2, Kegunaan penelitian ini sebagai berikut ;

1. Sebagai masukan bagi instansi pemerintah daerah dalam hal pengukuran
kinerja dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

9. Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan
memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori
dan aplikatifnya.

3. Sebagai referensi bagi penulis dan pihak lain yang tertarik dengan kajian

mengenai pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah.



BAB II

METODE PENELITIAN
2.1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Metode penelitian lapangan (Field Research) yaitu melakukan langsung di
instansi pemerintahan dalam hal ini melalui Sekretariat Daerah (Setda)
Provinsi Sulawesi Selaian dengan cara wawancara dan kuisioner dengan
pihak-pihak terkait.

2. Metode penelitian kepustakaan (Libray Research) yaitu dengan
mempelajari buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan masalah
yang diangkat dalam penelitian ini.

‘3. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang

berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
2.2. Jenis dan Sumber Data '
Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan
pihak-pihak yang terkait baik dari instansi Setda Provinsi Sulawesi
Selatan maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan

informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini.
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2. Data kuantitatif yaitu berupa realisasi Dokumen Anggaran Satuan Kerja
(DASK) Sekda Provinsi Sulawesi Selatan dan data Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun

anggaran 2004 serta data pendukung lainnya.
Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil
penelitian lapangan (Field Reseach) pada instansi Sekda Provinsi
Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan pihak lain maupun sumber

lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2.3. Metode Analisis

Metode analisis vang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kuantitatif (Descriptive Kuantitative Analysis Method), yaitu dengan
menerapkan konsep pengukuran value for money dalam pengukuran kinerja
keuangan, kemudian menganalisis unsur-unsur value for money yaitu dengan
menghitung tingkat efesiensi dan efektifitas dari realisasi anggaran operasional.

Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pengukuran kinerja value for money
adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara lebih spesifik pengukuran Value For Money
sebagaimana yang disampaikan oleh Mardiasmo (2003:4) dapat dijelaskan dalam

uratan berikut ini:
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a. Pengukuran Efesiensi T
Efesiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara ouipui dan kgﬂyﬁ*ﬁpgé
Semakin besar rasio berarti semakin tinggi nilai efesiensi. o
Efesiensi=  Chulput

Input

Dimana, nilai output merupakan hasil prosentase perhitungan realisasi fisik di
lapangan dari setiap kepiatan yang ada, sedangkan nilai input merupakan jumlah
prosentase antara dana yang digunakan dengan dana yang dianggarkan oleh
pemerintah/Setda.

¢. Pengukuran Efektivitas
Secara sederhana efektifitas dapat diukur dengan memperbandingkan antara

oufcome dan outpui, Semakin tinggi rasio berarti semakin efektif.

Efektifitas = Outcomes
Ouitprut
Dimana, outcomes merupakan penilaian publik / pelanggan terhadap hasil dari
setiap output program pemerintah/Setda. Sedangkan output merupakan penilaian
pemerintah/Sekda terhadap keluaran dari program dan kegiatan yang telah
Dalam penelitian ini juga digunakan kuisioner yang diedarkan kepada
publik/pelanggan (responden) untuk mengetahui nilai ewfcomes dari setiap kegiatan

sebagai dasar untuk mengukur nilai efektivitas kegiatan dari Setda Provinsi Sulawesi
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Selatan dalam tahun angpgaran 2004. Peng

terdiri atas beberapa pilihan jawaban. Setiap

+pose sampling (sampel

“juan/sasaran dari

dalam bentuk kuvantitatif untuk memudahka ~ dari tiap-
Adapun kuisioner yang digunakan seperti pada ls kan
ini menggunakan skala Likert, adalah sebagai beril
Tabel 2.1
Skala Likert
Penilaian Score Interval . ercentase
Sangat puas/berhasil 3 21s/d 25 90 s/d 100
Cukup puas / berhasil 4 16 s/d 20 80 s/d 89,99
Puas / berhasil 3 11 s/d 15 70 s/d 79,99
Kurang puas.l" berhasil 2 6 sd 10 60 s/d 69,99
Tidak puas / berhasil 1 0 sid 5 < 59,99

Sumber: Diclah sendiri berdasarkan Sistem Lakip LAN
Terdapat 5 (lima) pertanyaan yang diajukan dalam kuisioner ini untuk

mengetahui tingkat kepuasan publik/pelanggan dari setiap kegiatan yang dijadikan
sampel kegiatan. Jawaban dari tiap responden selanjutnya diuji validitas dan
reliabilitasnya untuk melihat konsistensi dari responden pada masa yang akan datang
mengenai pertanyaan yang diberikan. Validitas menunjukkan derajat ketepatan antara
data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh
peneliti. Sedangkan reliabilitas menunjukkan derajat konsistensi data dalam interval
wakitu tertentu.

Jumlah responden yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 200 orang
dengan distribusi 10 orang responden perkegiatan, Teknik yang digunakan dalam
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menentukan sampel responden adalah dengan metode purpose sampling (sampel
kuota). Para responden yang dipilih adalah mereka yang menjadi tujuan/sasaran dari
kebijakan dan program kegiatan pemerintah. Penentuan jumlah responden dari tiap-
tiap profesi didasarkan pada pertimbangan tertentu yakni mereka yang diperkirakan
menjadi sasaran utama dari kegiatan yang dijadikan sampel kegiatan.

Dengan demikian karesteristik responden akan berbeda proporsi objeknya
antara satu biro/kegiatan dengan biro/kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan mengingat
pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari beberapa biro yang masing-masing
mempertanggung jawabkan kegiatannya dan juga mempunyai orientasi tujuan dan
sasaran kegiatan vang berbeda pula. Benkut dapat diperlihatkan karasteristik
responden berdasarkan biro/kegiatan di instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan
1. Biro Kesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan yang bertanggung

jawab pada pr;mt:inann kemasyarakatan.
| Tabel 2.2

Karesteristik Responden Untuk Setiap Kegiatan

Prnf&sih Jumlah Persentase (%)
Masyarakat 4 40
Mahasiswa/Pelajar 3 30
Pegawai Negeri 2 1 20
Wiraswasta/Karyawan 1 10

Jumlah 10 100
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2. Biro Ekonomi dan Pembangunan yang bertanggung jawab pada pengembangan
usaha dan investasi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tabel 2.3

Karesteristik Responden Untuk Setiap Kegiatan

Profesi Jumlah Persentase (%)
Wiraswasta/Karyawan 4 40
Masyarakat 3 30
Pegawai Negeri 2 20
Mahasiswa/Pelajar 1 10

Jumlah 10 100

3. Biro Dekonsentrasi, Biro Otonomi Daerah, Biro Humas dan Protokoler, Biro
Hukum dan Organisasi, dan Biro Perlengkapan yang bertanggung jawab pada
kelancaran pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 2.4

Karesteristik Responden Untuk Setiap Kegiatan

Profesi Jumlah Persentase (%)
Pegawai Negeri 4 40
Masyarakat ) S A 30
Mahasiswa/Pelajar 2 _ 20
Wiraswasta/Karyawan 1 10

Jumlah 10 100
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Selanjutnya untuk pengukuran nilai efesiensi dan efektivitas dari setiap
realisasi kegiatan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka digunakan interval
skala. Untuk instansi Pemerintah pengukuran ini sesuai dengan kebijakan masing-
masing instansi pemerintah daerah, tetapi secara umum diatur dalam modul LAKIP.
Adapun skala yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

Tabel 2.5
Interval Skala.

No. Percentase Penilaian
90 s/d 100 Sangat efesien/sangat efektif
80 s/d 8999 | Cukup efesien /cukup efektif
70 s/d 79,99 | Efesien / efektif
60 s/d 69,99 | Kurang efesien /kurang efektif
< 59,99 Tidak efesien /tidak efektif

ol B Bl I o e

Sumber: Diolah sendiri berdasarkan Sister Lakip LAN
Dalam penelitian dari skripsi ini terlebih dahulu ditentukan sampel terhadap

kegiatan-kegiatan dari keseluruhan unit kerja dalam lingkup Setda Provinsi Sulawesi
Selatan, Penentuan sampel kegiatan ini diambil dengan teknik purpose sampling.
Sampel yang diambil masing- masing sebanyak tiga jenis kegiatan dari setiap Biro.
Dasar yang dijadikan kriteria dalam pengambilan sampel kegiatan adalah jenis
kegiatan di masing-masing biro yang memiliki alokasi anggaran tertinggi dari belanja
operasional dan pemeliharaan dalam Belanja Publik. Pengambilan sampel ini
dimaksudkan untuk menggambarkan secara keseluruhan kegiatan instansi Setda

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004,
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72.4.8istematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB 1 : Pendahuluan.

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah , batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
BAB II : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai metode penelitian, jenis
dan sumber data, metode analisis, dan sistematika pembahasan.
BAB III : Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori yang menjadi landasan daldm penelitian ini
serta teori-teori dan pemikiran ahli yang mendukung pembahasan

masalah dalam penelitian.
BAB IV : Tinjauan Umum Objek Penelitian

Bab ini menerangkan informasi mengenai Provinsi Sulsel secara umum
dan Unit Pemerintahan Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
secara khusus yang menyanghkut tentang tempat, tugas, fungsi, dan

struktur organisasinya.
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BAB V ;: Pembahasan

Bab ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan keuangan pada
Instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan serta bagaimana menerapkan
dan mengukur konsep Falue For Money terhadap penggunaan
anggaran operasional dan pemeliharaan dengan menggunakan

perhitungan rasio efesiensi dan rasio efektivitas,
BAB VI : Penutup

Bab ini menerapkan mengenai kesimpulan atas pembahasan masalah
serta saran-saran yang diberikan kepada Instansi Setda Provinsi
Sulawesi Selatan khususnya dan semua unit pemerintahan daerah

umumnya berdasarkan hasil penelitian ini.
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BAB III

LANDASAN TEORI

3.1. Desentralisasi

Sistem dan kebijakan yang sentralistik yang diterapkan oleh pemerintahan Orde
Baru pada saat berkuasa oleh banyak pihak dianggap sebagai salah satu pemicu dari
krisis ekonomi yang berujung pada krisis multidimensional yang dialami bangsa dan
negara kita saat ini. Hal ini mungkin dapat dibenarkan dengan melihat potret
pembangunan daerah-daerah di Indonesia. Dapat kita lihat betapa tidak meratanya
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebagai contoh
daerah-daerah di Provinsi Papua sangat tertinggal, padahal triliyunan dana dihasilkan
dari kekayaan alamnya yang sangat melimpah, Maluku juga demikian adanya padahal
kekayaan lautnya sungguh luar biasa. Daerah-daerah di Pulau Sulawesi dan
ﬁaﬁmanlm mengalami nasib yang sama. Di bagian barat negeri ini terdapat Aceh dan
Riau yang juga menjadi penghasil devisa negara tetapi terabaikan dalam kegiatan
pembangunan. Devisa negara yang dihasilkan dari daerah-daerah tersebut sebagian
besar tersedot untuk kegiatan pembangunan di Pulau Jawa. Melibat situasi seperti di
alas seiring dengan berlangsungnya proses reformasi, protes pun bermunculan dari
daerah-daerah hingga sampai pada upaya melepaskan diri dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Wacana dan tuntutan daerah-daerah untuk menjalankan rumah
mnggmyamdiﬁhardasa:kanpnmdsumherduynyangdimiﬁkinﬂpuﬁmmakh
marak.
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Jika dilihat dari kacamata ketatanegaraan dan pengertian administrasi
pemerintahan memang bisa terjadi kepentingan daerah tidak sepenuhnya terpenuhi
oleh pemerintah pusat. Keadaan demikian biasanya terjadi dalam sistem administrasi
pemerintahan yang terlalu sentralistik di suatu negara besar dalam hal wilayah yang
luas, jumlah penduduk yang besar sehingga timbul banyak permasalahan yang
muncul dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Permasalahan yang selalu
timbul dalam administrasi pemerintahan yang sentralistik adalah tidak efektifinya
pelayanan publik dalam melayani kepentingan lokal. Berikut dapat kita lihat beberapa
kelemahan dari pemerintahan yang terlalu sentralistik :

1. Kebijaksanaan pemerintah lebih banyak diambil oleh pemerintah pusat dan
memperlakukan daerah secara sama tanpa memperhatikan kondisi dan situasi
lokal yang berbeda.

2. Volume dan beban pemerintah pusat secara teknis terlalu besar, berat dan
kompleks, sehingga kurang efektif dan efisien.

3. Kurang melibatkan dan kurang mengembangkan potensi dan kemampuan
lokal, sehingga kirang memuaskan aspirasi dan harga diri masyarakat lokal.

Oleh karena itu, sebuah sistem yang sentralistik harus diimbangi dengan sistem
yang terdesentralisasi dengan memperluas wewenang dan otonomi pemerintah
daerah. Dengan demikian pemerintah daerah dibarapkan lebih kreatif dan produktif
schingga pada akhirnya mampu mengurangi beban pemerintah pusat yang seharusnya
lebih berkonsentasi pada bidang-bidang sl:mtegu

Secara konseptual desentralisasi memiliki tujuan agar kebijakan pemerintah

lebih sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakat setempat. Motivasinya adalah
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pertama, karena kebhinekaan dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pengakuan dan
penghormatan atas sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan,
berbangsa dan bemegara. Kefiga, pendayagunaan pengelolaan potensi daerah.
Keempat, mendidik dan memberdayakan masyarakat dalam segi kehidupan. Kelima,
pemerataan kemampuan daerah dengan memperhatikan kondisi setiap daerah yang
berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan berwawasan nusantara,

Konsep desentralisasi itu sendiri sebenarnya cukup beragam dengan munculnya
berbagai pemikiran. Satu diantaranya dikemukakan oleh DR.Koswara (2001:58) yang
menyatakan desentralisasi dibagi menjadi dua macam yaitu (a) desentralisasi teritorial
(territoriale decentralisatie), yakni pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom), dan (b) desentralisasi
fungsional (functionele decentralisatie), yakni pelimpahan kekuasaan untuk mengatur
dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu. Di dalam desent:alislasi
semacam itu dikehendaki agar kepentingan-kepentingan tertentu ita disalengga:ak.au
oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan sendiri. Kewajiban pemenntah dalam
hubungan ini hanyalah memberikan pengesahan atas segala sesuatu yang telah
-ditetapkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tersebut.

3.2, Otonomi Daerah
Otonomi atau eufonomie berasal dari bahasa yunani yaitu kata aufo yang berarti
sendiri dan nomos yang berarti undang-undang (TB Silalahi, 1996, mengutip kamus
 Petit I;arnma:], jadi otonomi berarti mengatur dengan undang-undang sendiri.
| Dengan demikian yang -dimaksud -dengan -otonomi adalah -pemberian -hak dan
kekuasaan perundang-undangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri kepada
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instansi, perusahaan, dan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 tahun 2004, Otonomi Daerah didefenisikan sebagai hak, kewenangan, kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri wusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan daerah didefenisikan sebagai kesutuan. masyarakat hukom yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendir
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah cukup beragam dengan munculnya pemikiran-
pemikiran tentang pelaksanaan otomomi daerah, antarara lain dari Prof. Dr.
Bhenjamin Hussein (Bhenjamin: 2003:6) mengatakan “bahwa otonomi, melalui
desentralisasi bukan diberikan kepada pemerintah daerah, DPRD, bukan kepada
daerah, tetapi kepada masyarakat setempat’, hal itu merupakan esensi dari otonomi
daerah”. Pendapat lain dikemukakan oleh SMajmg (2003:76) mengatakan bahwa
sebenamya otonomi adalah segala tugas yang ada pada daerah, atau dengan kata lain
apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah.
3.2.1. Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah

Keberadaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memacu pemerataan

pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan
pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi
daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat ~

persatuan dan kesatuan bangsa.
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Otonomi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa
secara  keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan
penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik
(Sarundajang, 1999:31). Adapun tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah:

1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
2. Pengembangan kehidupan berdemokrasi
3. Distrbusi pelayanan publik yang semakin baik, adil dan merata.
4. Penghormatan terhadap budaya lokal
5. Perhatian yang lebih atas potensi dan keanekaragaman daerah.
3.2.2. Prinsip Otonomi Daerah
Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi dacrah adalah sebagai
berikut: |
1. Pf;njlﬂlenggarﬂan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspck-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan
keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daersh didasarkan pada otonomi luas, nyaia, dan
bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah vang luas dan wtuh masih diletakkan pada
daerah kabupaten dan daerah kota, akan tetapi otonomi dacrah yang luas
di daerah tingkat kabupaten dan kota telah mendapat pengawasan dan
pengaturan dari pemerintah provinsi, khususnya dalam rangka sinergisasi
program pembangunan dan penyelesasian konflik antar daerah.
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4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan Konstitusi Nagﬂl\{ L'i

A
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sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antar pusat dan daerah
serta antar daerah.

5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak
ada lagi wilayah administrasi.

6. Kawasan Khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti
Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan
Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisala dan semacamnya
berlaku peraturan daerah otonom.

7. Pelaksanaan otonomi daerah haruos lebih meningkatkan peranan dan
fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi
pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah
daerah.

8. Pelaksanaan atas dekonstrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam
kedudukannya sebagai ‘wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintah tertentu vang dilimpahkan kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat.

3.2.3. Asas-Asas Otonomi Daerah’

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

a3as-asas pelaksanaan otonomi daerah adalah aebagmbenhﬁz

1. Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumiah
urusan pemerintah dari Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang



lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga
menjadi urusan daerah itu,

2. Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang
dari pemerintah pusat atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih
tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab ada di
pemerintah pusat dan dikordinasikan oleh kepala daerah dalam
kedudukannya sebagai walik pemerintah pusat.

3. Asas Tugas Perbantuan adalah asas yang menyatakan tugas furut serta
dalam pelaksanaan wusan pemerintah vyang ditugaskan kepada
pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya
kepada pemberi tugas

| 3.3. Aparatur Pemerintahan Daerah

Melihat aspek kualitas apm pemerintah daerah dalam memainkan

peranannya dalam mengurus nimah tangea daerah, ditemukan berbagai permasalahan

yang menyangkut keterbatasan dan kelemahan yang berakibat pada melemahnya
| aspek pelayanan kepada masyarakat dan tidak optimalnya upaya akselarasi
pembanguan di daerah. Masalah- masalah tersebut seperti terjadinya tumpang tindih

(overlapping), vang mengakibatkan ketidakefisienan dalam pelaksanasn tugas,

pemborosan waktu dan dana. Dari segi visi dan misi, kemampuan aparat pemerintah

daerah masih sangat kurang berkualitas dan terkesan represif dalam menjalankan
tugas pelayanan publik.
Dalam hal rekruitmen pegawai ke dalam jabatan-jabatan tertentu, ternyata

belum selektif dan sistematis schingga tenaga-tenaga professional dan berbakat
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sangat kurang ditemui di kabupaten/kota. Sedangkan tenaga-tenaga yang sudah cukup
matang dan berpengalaman, akhimya ditarik atau terangkat ke daerah provinsi
mengejar jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya
aparat yang berkualitas di daerah kabupaten/kota sekaligus mengakibatkan kurang
mantapnya kinerja personel pegawai di daerah.

Masih lemahnya sistem pengembangan staf mengakibatkan kinerja staf
semakin tidak memadai, sehingga kemampuan aparat pemerintah daerah lemah
dalam menyelesaikan tugas dan kegiatannya. Pemberian kompensasi yang belum
memadai untuk memenuhi kebutuhan pegawai berakibat pada rendahnya motivasi
kerja dan ini berdampak pada pencapaian dan pelaksanaan tujuan. Selanjutnya
banyak pegawai yang meluangkan waktunya untuk mencari tambahan penghasilan di
luar dinas karena merasa gaji yang diterima selama ini sangat tidak mencukupi
kebutuhan hidup sehan-hari. Hal ini secara langsung berdampak pada kurang
maksimalnya pencapaian tarpet kerja pemerintah daerah, karena jeleknya kinerja
aparat pemerintah daerah.

Di sisi lain, perubahan masyarakat, yaitu perubahan dari era industri ke era
pengetahuan  menyebabkan persyaratan-persyaratan kerja berubah, masyarakat
berubah dari pekerja tangan menjadi pekerja pikiran, Pekerjaan tersebut dituntut
untuk selalu memahami hagmmam cara menghadapi kejutan-kejutan dan bekerja
secara spontan, kreatif, berani menempuh resiko dan menciptakan hubungan
kemitraan dengan orang lain. Menghadapi perubahan yang begitu cepat aparatur
manajerial. Beberapa keterampilan yang harus dimilik oleh aparatur pemerintah
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daerah pada era globalisasi ini adalah: (a) keterampilan mengidentifikasi masalah, (b)
keterampilan memecahkan masalah, (c) keterampilan sebagai perantara strategis
(Strategic Broker Skills). Oleh karena itu sudah saatnya untuk diterapkan sistem
- prestasi dalam pemerintahan daerah yang akan mendorong suasana kompetitif yang
' schat pada lingkungan kerja. Menyertai sistem prestasi ini, faktor kesejahteraan
pegawai negeri harus semakin diperhatikan
3.4. Manajemen Birokrasi Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia sebagai salah satu negara yang baru berkembang, di mana
baru beberapa tahun terakhir ini mencoba merubah paradigma dalam sistem
percaturan politik bangsa dengan mencoba menjaga nilai independensinya agar ia
tidak lagi menjadi kendaraan politik dari kepentingan politik suatu golongan atau
kelompok mengingat posisinya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. Sebagai
I aparatur negara Pegawai Nn?.geri Sipil (PNS) yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka. pencapaian fujuan nasional dituntut kesetiaan dan
| ketaatannya pada negara, bekerja secara profesional, memiliki sifat tanggung jawab,
berorientasi pada hasil (outcome), dan bukan pada masukan (input).

Sudah menjadi rahasia wmum kalao kinerja dan pelayanan PNS sebagai
penyelenggara aktivitas pemerintahan mendapat pandangan yang buruk di dalam
lingkungan masyarakat akibat sistem manajemen pemerintahan di’ Indonesia yarg
juga masih buruk. Dalam kondisi seperti ini pelayanan birokrasi akan menjadi baik
jika penyelenggara negara memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.
Sistem manajemen pemerintahan tidak akan baik jika tidak didukung oleh sumber

daya manusia yang berkualitas, sebagaimana pendapat dari Dharma Setyawan Salam
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yang mengatakan: * penyelenggara negara yang baik, dan memiliki pengetahuan dan
keterampilan, yang memadai, jiwa profesionalisme dan kewirausahan tinggi, tidak
akan mampu berbuat banyak manakala sistem manajemen pemerintahannya bobrok™
(D.S. Salam, 2002:7). Jadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan suatu negara dapat
dilihat dari manajemen birokrasinya.

Manajemen kepegawaian di Indonesia, kembali harus dilihat mengingat citra
negatif dari para birokrat dimata masyarakat. Pengertian dari civil servant, yang
dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pelayan publik yang dikenal sebagai
pegawai negeri ternyata dalam kenyataan sehari-hari seringkali pegawai
negeri/birokrasi berbelit-belit sehingga berimplikasi pada inefisiensi dan inefektifitas
dalam melakukan urusan-urusan tertentu yang secara kumulatif akan menghambat
tercapainya tujuan organisasi negara sebagai pelayan masyarakat/warga negaranya.
Karena itu munculah istilah “birokratisme” yang diartikan sebagai prosedur yang
berbelit-belit, memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga mengakibatkan
ckonomi biaya tinggi. Biasanya kebobrokan birokrasi bersumber dari mental para
birokrat (man behind the gun) yang menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga
menimbulkan biaya tinggi dan pemborosan waktu. Hal ini diakibatkan oleh etika
birokrat yang sangat rendsh dan mendahulukan kepentingan pribadi daripada
_ kepentingan umum atau masyarakat yang dilayani. Pada kondisi seperti ini yang
- selalu disalahkan adalah peraturan perundangan-undangan sebagai aturan main dan
. sistem yang berlaku. Banyak peraturan yang harus dilewati sehingga mna.l:nu waktu
dan biaya yang tinggi. Ketidakjelasan aturan membuat birokrasi  sulit

mengembangkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi organisasi pemerintahan
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Mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi di lingkungan kita saat ini,
seperti pengaruh lingkungan global, misalnya AFTA (ASEAN Free Trade Area),
WTO (World Trade Organization) sebagai akibat dari revolusi teknologi dan
informasi, serta perubahan sistem pemerintahan dan politik dalam negeri
mengharuskan Indonesia menyssuaikan birokrasinya dari manajemen tradisional
yang terkesan kaku, birokratis, dan hirarkis menjadi birokrasi dengan manajemen
modern dalam arti cepat (fast), akurat (accurare) dan terpercaya (reliable), fleksibel
dan lebih mengakomodasi pasar yang didukung dengan teknologi informasi yang
maju.

Paradigma baru manajemen pemerntahan yang dapat dijadikan dasar
- pengembangan birokarsi di Indonesia adalah pendekatan New Public Management.
Model New Public Management ini sebenamya suadah dikenal sejak tahun 1980-an,
akan tetapi konsep tersebut baru populer pada awal tahun 1990-an setelah beberapa
kali mangalami modifikasi, misalnya munculnya kensep “managerialism” (Pollit,
1993y, “market-based public administration™ (Lan, Zhiyvong, and Rosenbloom,
1992); “post-bureaucratic paradigm” (Barzelay, 1992); “enterprenurial government”
(Osborne and Geabler,1992). Konsep New Public Management berorientasi pada
manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada
kebijakan. Dengan penggunaan paradigma New Public Management ini,
mengharuskan pemerintah/birokrasi untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya
feost cutting), dan kompetisi tcndcr

Salah satu model pemerintahan yang dibarapkan dapat diadopsi oleh pam
birokrat di Indonesia adalah model yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992)
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yang tertuang dalam pandangannya vang dikenal dengan konsep “reimventing

government ", Perspektif baru pemerintahan menurut Osborme dan Gaebler tersebut

adalah:

Pemerintahan katalis; berfokus pada pemberian pengarahan, bukan pada
produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan pelayanan
publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses
produksinya. Sebaiknay pemerintah memfokuskan diri pada pemberian
arahan, sedangkan produksi pelayanan publik diserahkan pada pihak swasta
dan/atau sector ketiga (lembaga swadaya masyarakat dan nonprofit lainnya)
Pada saat ini, banyak pelayanan publik yang dapat diproduksi oleh sektor
swasta dan sektor ketiga (LSM). Bahkan, pada beberapa negara penagihan
pajak dan retribusi sudah dikelola oleh pihak non-pemerintah.

Pemerintahan milik masyarakat; memberdayakan masyarakat daripada
melayani. Dengan konsep ini pemerintah memberikan wewenang kepada
masyarakat sehingga masyarakat mampu menjadi masyarakat yang dapat
menolong dirinya sendiri (self-help community).

Pemerintahan yang kompetitif; menjadikan iklim kompetisi sebagai
pemicu semangat dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah
salah satu cara untuk menghemat biaya sekaligus untuk meningkatkan
kualitas pelayanan.

Pemerintahan yang digerakkan oleh misi; mengubah organisasi yang
digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
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5. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil; membiayai hasil bukan
masukan. Pada pemerintahan tradisional, besarnya alokasi anggaran pada
suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi.
Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar dana yang
dialokasikan. Pemerintah wirausaha berusaha mengubah bentuk penghargaan
dan insentif diatas dengan membiayai hasil, bukan masukan. Semakin baik
kinerja suatu instansi semakin banyak dana yang dialokasikan untuk
mengganti dana yang telah dikelwarkan oleh unit kerja.

6. Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan; memenuhi kebutuhan
pelanggan, bukan birokrasi. Pemerintahan tradisional seringkali keliru dalam
mengindentifikasi pelanggannya. Penerimaan pajak dan retribusi dari
masyarakat dalam pemanfaatanya harus mendapat persetujuan dari legislatif
(DPR/DPRD). Akibatnya pemenntah seringkali menganggap bahwa
DPR/DPRD dan semua pejabat.}fang ikut dalam pembahasan anggaran
adalah pelanggannya. Bila DPR/DPRD yang ikut dalam pembahasan tidak
menomorsatukan kepentingan kelompoknya, maka hal ini tidak akan
menjadi masalah. Tetapi bila mercka menomorsatukan kepentingan
kelompoknya, maka pelanggan yang sebenamya yaitu masyarakat akan
cenderung untuk dilupakan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan
tradisional akan memenuohi semua kebutuhan dan keinginan birokrasi,
sedangkan kepada masyarakat mereka seringkali menjadi arogan.
Pemerintahan wirausaha tidak akan seperti itu. la akan mengindentifikasi
pelanggan yang sesungguhnya. Dengan cara seperti ini tidak berarti
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pemerintah melupakan legislatif, tetapi sebaliknya ia menciptakan sistem
pertanggungjawaban ganda (dual accauntability): kepada legislatif dan
masyarakat.

. Pemerintahan wirausaha; mampu menciptakan pendapatan dan tidak
sckedar membelanjakan. Pemerintah tradisional cenderung tidak berbicara
tentang upaya uniuk menghasilkan pendapatan dari aktivitasnya. Padahal
banyak yang bisa dilakukan untuk menghasilkan pendapatan dari proses
penyediaan pelayanan publik

. Pemerintahan antisipatif, berupaya mencegah dari pada mengobati.
Pemerintahan tradisional yang birokratis cenderung memusatkan diri pada
produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik. Pemerintah
birokratis cenderung bersifat reaktif, sedangkan pemerintahan wirausaha
1?:r5ifiat proaktif, tidak hanya berusaha mencegaha masalah, tetapi juga
!.;:emsaha keras uniuk mengantisipasi masa depan dengan menggunakan
perencanaan strategis untuk menciptakan visi.

. Pemerintahan desentralisasi; dan hirarki menuju partisipatif dan tim kerja.

Lima puluh tahun lalu pemerintahan yang sentralistik dan hirarkis sangat
diperlukan. Pengambilan keputusan harus berasal dari pusat, mengikuti

rantai komandonya hingga sampai pada staf yang paling berhubungan

dengan masyarakat dan bisnis. Pada saat itu, sistem tersebut sangat cocok

karena teknologi informasi masih sangat primitif, kumunik&siantulnkﬁ

masih lamban, dan aparatur pemerintahan relatif belum terdidik. Tetapi pada

saat ini, keadaan sudah sangat berubah, perkembangan teknologi sudah
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sangat maju, kebutuhan masyarakat dan bisnis sudah semakin kompleks, dan
staf pemerintahan sudah banyak yang berpendidikan tinggi. Sekarang ini
pengambil keputusan sudah harus diberikan lebih banyak pada masyarakat,
asosiasi-asosiasi, pelanggan dan lembaga swadaya masyarakat.

10. Pemerintahan berorientasi pada (mekanisme) pasar; mengadakan
perubahan dengan sistem mekanisme pasar (sistem intensif) dan bukan
dengan mekanisme administrasi (sistem birokrasi dengan prosedur yang
berbelit-belit).

Munculnya konsep New Public Management berpengaruh secara langsung
terthadap konsep menajemen pemerintahan. Salah satu pengaruhnya dari konsep
‘Reinventing Government’' adalah dibarapkannya berubahnya sistem birokrasi
Indonesia sehingga citra birokrasi yang buruk dimata masyarakat dapat diperbaiki
dan wacana ‘Geod Governance' sebagai semangat dari reformasi dan pelaksanaan

otonomi daerah dapat diwujudkan. -

- A5, Good GGovernance

Munculnya paradigma baru’ mengenai tata ekonomi dan politik global berimbas
pads. bentuk pelayanan pemerintahan kepada stakeholdernya. Pemerintah ditantut
untuk selalu memberikan pelayanan. yvang terbaik terhadap aktifitas ekonomi, politik
dan sosial kepada masyarakatnya. Paradigma baru yang muncul terhadap tata
ckonomi merupakan revisi dari paradigma lama yang memandang bahwa arena
global sebagai jalan raya ekonomi, behasdaﬁpengaruhmﬁialdanpnﬁﬁk,amu
dengan kata lain perang institusi pasarlah yang harus dominan dalam kegiatan

ekonomi, jika dibandingkan dengan institusi negara. Akibainya peranan pemerintah
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menjadi tidak nampak, dan dalam rentang waktu tertentu hal demikian ini akan
berimbas pada kinerja pelayanan pemerintah, khususnya pelayanan kepada
masyarakat akan terabaikan dan pemerintah lebih cenderung mengikuti kehendak
pasar. Menghadapi situasi seperti ini tentu diperlukan kembali penataan terhadap
berbagai aspek pemerintahan atau sering disebut dengan istilah good governance agar
tercipta suatu pola hubungan yang harmonis antara pasar, negara dan masyarakat.
Sebab pada kenyataannya di negara-negara yang telah maju, kemampuan dalam
mencapai fujuan pembangunan nasionalnya, ketiga unsur penting di atas tak dapat
dipisahkan (inreriock) antara negara; (stafe), masyarakat madani (civil society) dan
sektor swasta (private sector).
3.5.1. Pengeriian Good Governance

Sejumlah perspektif muncul dari wacana pelaksanaan good governance, dan
hal ini mendorong ramainya diskusi dan perdebatan di arena politik dan akademisi.
Diantara perspektif yang berkaitan dengan struktur pemerintahan yang timbul adalah:
hubungan antara pemerintah dengan pasar; hubungan antara pemerintah dengan
" rakyatnya; hubungan antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat dan
sektor swasta; hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih (politisi) dan pejabat-
pejabat yang diangkat (birokrat); hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan
penduduk perkotaan dan pedesaan; hubungan antara legislatif dan eksekutif: dan
hubungan antara pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional (Miftah
Toha, EWS:EEj.

Pengertian dari good governance itu sendiri saat ini cukup beragam. Sudirman

Said (2002:1) menyebutkan bahwa good governance sebagai pengelolaan
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pemerintahan yang baik. Kata “baik™ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-
kaidah tertentu yang kemudian lebih khusus disebut sebagai Prinsip-Prinsip Dasar
Good Governance. Sedangkan Miftah Toha (2003:63) menyatakan, tata pemerintahan
yang baik itu merupakan sebuah konsep yang dipergunakan dalam ilmu politik,
dimana konsep itu lahir sejalan dengan konsep dan terminologi demokrasi,
masyarakat madani (civil society), partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan
pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian Mardiasmo (2002:17)
mengartikan good governance sebagai pengelolaan urusan-urusan publik.

Pendapat lain tentang good governance dikemukakan oleh Presiden Republik
Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (Kompas, 3 Juli 2005:6) yang mengatakan
“good governance harus ditegakkan apar tercipta keadilan, persamaan hak, dan

i dilaksanakannya sebuah sistem yang transparan dan akuntabel.

' 3.5.2. Prinsip-Prinsip Good Governance |

Penerapan good governance terhadap pn:mt]mtahau akan berjalan dengan baik

- dan berhasil apabila pemerintahan didasarkan pada prinsip-prinsip dard good
governance sebab dapat dikatakan bahwa kunci utama untuk memahami good
governance tergantung dari pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya.
Begitu juga dengan sistem pemerintahan di Indonesia dengan pelaksanaan otonomi
daerahnya yang didasari dengan semangat good governance. Dengan memahami dan
melaksanakan prinsip dari good governance ini, maka kinerja pemerintah dapat
diukur. Adapaun prinsip-prinsip good governance seperti yang diajuakan oleh UNDP
adalah sebagai berikut:
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. Participation, setiap elemen masyarakat diharapkan terlibat dalam
pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung
melani lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
Partisipasi tersebutharus dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan
berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif,

. Rule of Law. Kerangka hukum harus dibangun denpan adil dan
dilaksanakan tanpa pandang bulu.

. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi. Informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik
secara langsung harus dapat diperoleh oleh setiap pihak vang
membutuhkan,

. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap
dalam m::lla}rarﬁ setiap kepentingan stakeholder.

! Cmmm;' orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang
lebih fuas.

. Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

. Efficiency and Effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan
secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

. Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas
yang dilakukan.

. Strategic vision. Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus

memiliki perpektif yang luas dan visi yang jauh kedepan.
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3.5.3. Elemen-Elemen Good Governance

Isu sentral pelaksanaan good governance adalah bagaimana pemerintah dapat
menciptakan dan memperluas kepercayaan (Truss) antarwarga, profesi, dan negara
lain dalam membangun hubungan politik, ekonomi, maupun kemasyarakatan.
Kepercayaan dari setiap elemen erat kaitannya dengan cara birokrasi/pemerintahan
membangun mekanisme distribusi sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya
yang terdapat di dalam setiap elemen masyarakat. Misi utama dari good governance
adalah bagaimana mengubah wajah pemerintahan dari arena penegasan identitas
kelompok menjadi arena demokrasi.

Dalam melaksanakan good governance terdapat tiga elemen yang saling terkait
dan tak dapat dipisahkan dari sebuah sistem kenegaraan ini. Ketiga elemen ini oleh
UNDP (UNDP:2000) dinyatakan sebagai institusi makro yang kedudukannya harus
selalu sejajar, lazim disebut dengan *‘Troika Good Governance”, yakni negara, pasar,
masyarakat. Sedangkan F.A. Alijoyo (2002:3) menyebutkan “negara, pelaku bisnis,
dan masyarakat” scbagai Trilogy of Governance . Substansi dar ketiga elemen
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Elemen Penyelenggaraan Negara (State)

Dari sudut penyelenggaraan negara, governance diartikan sebagai pelaksanaan
kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk mengelola urusan bangsa,
mengelola mekanisme, proses dan hubungan yang kompleks antarwarga negara yang
menjalani kepentingannya. Governance pada penyelenggaraan negara sering disebut

dengan Good Government Governance (GGG)
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2. Elemen Pelaku Bisnis/Pasar (Private Sector)

Dari sudut pandang pelaku bisnis govermance biasa juga disebut sebagai Good
Corporare Governance (GC(G) yang diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses
yang digunakan oleh organisasi perusahaan. GCG dimaksudkan untuk memberi nilai
tambah perusahaan yang berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang
saham, dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya berlandaskan pada peraturan
perundangan dan norma yang berlaku.

3. Elemen Masyarakat (Society)

Dari sudut pandang masyarakat, governance biasa juga disebut dengan Society
Governance, akan tetapi lebih sering disebut dengan istilah society saja. Dalam hal ini
masyarakat yang terdiri atas individu maupun kelompok akan saling berinteraksi
. secara sosial, ekonomi dan politik dengan aturan formal maupun informal. Society ini
meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, dan lainnya.

Kesejajaran tiga elemen di atas mengandung arti akan pentingnya redefinisi
peran dan hubungan ketiga institusi (negara, pasar, dan masyarakat) dalam mengelola
| sumber dayd ekonmomi, politik, dan sosial budaya yang ada dalam masyarakat.
Keterkaitan tiga elemen diharapkan dapat menciptakan hubungan yang harmonis
sehingga terwujud suatu negara yang bersih dan responsif (clean and responsive
stafe), semaraknya masyarakat madani (vibrans civil society), dan kehidupan bisnis
yang bertanggungjawab (goed corporate governance). Untuk terciptanya 3 elemen
ini dipeﬂukmhahadjrminﬁnuimgﬂamghmymg dapat mengembangkan dan
menegakkan rule of law sebagai instrumen untuk mengatur elemen lainnya dari

praktek penyimpangan.
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3.6. Anggaran Kinerja

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New
Public Management telah mendorong upaya untuk mengembangkan pendekatan
anggaran yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran pemerintah. Sistem
anggaran kinerja merupakan salah satu anggaran yang dapat memenuhi tuntutan
perkembangan reformasi pemerintahan yang terdiri atas penyusunan program dan
tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program,

Anggaran dengan pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai
kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang
disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur
kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan pelayanan publik.

Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu,
anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sistem anggaran kinerja
merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur
kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan
anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program
dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.
Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak
ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan,
3.6.1. Pengertian Anggaran kinerja

Secara umum terdapat bebagai definisi tentang anpgaran kinerja. Indra Bastian

(2001:92) mengatakan anggaran kinerja merupakan teknik penyusunan anpgaran
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berdasarkan pertimbangan beban kerja (work load) dan unit cost dari setiap kegiatan
yang terstruktur. Maksud terstruktur di sini dimulai dari pencapaian tujuan, program,
dan didasari pemikiran bahwa penganggaran digunakan sebagai alat manajemen.
Sedangkan menurut Sjahruddin Rasul (2003:49) yang mengutip pandangan dari
Government Performance Result Act (1994) mengatakan:
“Performance budgeting is a systematic approach o help government
become more responsive to the taxpaying public by linking program
Junding to performance and production.
(“Anggaran kinerja adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu
pemerintah menjadi lebih tanggap kepada masyarakat pembayar pajak
dengan mengaitkan pendanaan program pada kinerja dan produksi.”™)
Masih dalam buku yang sama (Sjahruddin Rasul, 2003:49), mengutip pengertian
dari Government of Alberta, Canada sebagai berikut:
"Performance buﬂfgfeﬁug. is a system of planning, budgeting, and
evaluation that empihasizes the relationship betwen money budgeted and
result expected "
(“Anggaran kinerja adalah suatu sistem perencanaan, penganggaran, dan
evaluasi yang menekankan pada hubungan antara vang yang dianggarkan
dengan hasil-hasil yang diharapkan.™) B
Intisari dari berbagai defenisi di atas pada dasarnya merujuk bahwa melalui
penerapan anggaran berbasis kinerja yang menyajikan informasi kinerja secara
bersamaan dengan jumlah dana yang dibutuhkan akan meningkatkan kualitas proses
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pengambilan keputusan (penganggaran). Hal ini disebabkan oleh fokus alokasi
anggaran akan lebih diarahkan pada hasil-hasil yang diinginkan. (GAQ:1999)
3.6.2. Pengukuran Kinerja
1. Pengertian Pengukuran Kinerja

Ukuran kinerja dan indikator kinerja merupakan dua istilah yang berbeda.
- Ukuran kinerja mengacu pada penulaian kinerja secara langsung, sedangkan indikator
kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya
hanya merupakan indikasi-indikasi kinega. Pengukuran kinerja memberikan
penetapan angka untuk pembanding (LAN dan BPKP, 2000:5)
2. Aspek Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan publikasi Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan oleh LAN
Jakarta (LAN dan BPKP, 2000:7), maka pengukuran kinerja sangat terkait dengan
asp-ek-aspck vang dijelaskan sebagai berikut:

| a.  Aspek Finansial, terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan dari
setiap instansi pemerintahan;

b. Aspek Kepuasan Pelanggan (Customer), yaitu bagaimana instansi
pemerintah merespon tuntuian masyarakat akan pelayanan yang
berkualitas dengan memberikan pelayanan yang prima secara terus
menenus;

¢. Aspek Operasi Bisnis Internal, ditujukan untuk informasi bisnis internal
guna memastikan bahwa kegiatan pemerintah sudah in-concert {Hm}
dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang

tercantum dalam rencana strategis;
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d. Aspek Kepuasan Pegawai dalam setiap organisasi, pegawai meru
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aset yang harus dikelola dengan baik, terutama dalam organisasi yang

banyak melakukan inovasi dan peran strategis;

e. Aspek Kepuasan Komunitas dan Stakeholders, Informasi dan pengukuran
kinerja harus didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para
stakeholder;

f. Aspek Waktu, ukuran waktu merupakan variabel penting dalam desain
pengukuran kinerja untuk kebutuhan perputaran informasi yang cepat
untuk membantu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat

3.6.3. Indikator Kinerja

Pengertian indikator kinerja berdasarkan penyampaian LAN dan BPKP (2000:5)
diartikan sebapai uburan kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suafu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian
indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai
dasar unuk menilai kinerja, baik pada tahap perencanaan (ex-anre), tahap pelaksanaan
(om-going), maupun seteldh kegiatan selesai (ex-post). Indikator kinerja juga dapat
digunakan untuk melihat kemajuan dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan oleh organisasi instansi pemeriniahan. Dengan demikian tanpa
indikator kinerja akan menyulitkan pihak yang ingin memberikan penilaian terhadap
akhirnya akan menyulitkan memberi pmﬂmankmeqam‘gmm secara keseluruhan,

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi sebagaimana yang
disampaikan oleh Badrul Munir {2003:61) sebagai berikut:
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a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan;

b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk
menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan termasuk
dalam menilai kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya;

¢. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja
organisasi.

Dalam modul LAN dan BPKP (2000:10) dijelaskan bahwa sebelum menyusun
dan menetapkan indikator kinerja, terlebih dahulu perlu diketahui syarat-syarat dalam
penyusunan indikator kinerja, dimana syarat ini berlaku untuk semua kelompok
kinerja. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Spesifik dan jelas, sehingga mudah dipahami dan meminimalisasi
kemungkinan kesalahan interpretasi;

b. Dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun yang
bersifat kualitatif, yaitn dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja
mempunyai kesimpulan yang sama;

c. Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek objektif yang
relevan;

d. Dapat dicapai dan bermanfaat, untuk menunjukkan keberhasilan masukan,
keluaran, hasil, manfeat, dan dampak;

e. Efektif, data yang digunakan berkaitan dengan indikator kinerja yang

| bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya

yvang tersedia.
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Setelah menetapkan program dan aktivitas dari  organisasi dan

mengidentifikasikan elemen-elemen dari program tersebut, maka data dan informasi

yang tersedia dapat digunakan untuk merancang indikator kinerja guna mengukur,

menganalisa dan melakukan evaluasi kinerja organisasi. Indikator kinerja yang

dimaksud adalah sebagai berikut:

1.

Indikator Masukan (fmput). Indikator masukan mengukur jumlah
sumber daya seperti dana, SDM, peralatan, material, dan masukan lain
yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Indikator Keluaran (Owfpuf). Indikator keluaran merupakan hasil
langsung yang dicapai dari input suatu kegiatan. Dengan
membandingkan keluaran, organisasi dapat menganalisis sejauh mana
kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana.

Indikator Hasil (Chatcome). Imiikatfsr hasil merupakan pencerminan
dari berfungsinya keluaran kegiatan jﬁngka menengah (efek langsung).

Indikator Manfaat (Benefit). Indikator manfaat menggambarkan
manfaat yang diperoleh secara langsung dari indikator hasil. Manfaat
baru tampak setelah beberapa tahun kemudian, khususnya dalam
jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal-hal
yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan
berfungsi dengan optimal.

Indikator Dampak (fmpacf) Indikator dampak memperlihatkan
pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil

kegiatan.



3.6.4. Penetapan Standar Indikator Kinerja

Setelah menetukan semua indikator kinerja vang berkaitan, maka langka
selanjutnya adalah menetapkan standar capaian kinerja untuk setiap indikator yang
telah ditentukan. Cara yang sering digunakan dalam penetapan standar indikator
kinerja adalah dengan menggunakan metode DELPHI, yaitu menanyakan kepada
pihak yang berpengalaman dalam bidang tertentu yang dikuasainya. Dalam penetapan
standar indikator kinerja harus memperhatikn beberapa kriteria. Adapun kriteria
tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Dapat dicapai (atfainable), yakni sesuai dengan usaha-usaha yang
dilakukan pada kondisi yang diharapkan akan dihadapi.

b. Ekonomis, yakni biaya seharusnya rendah dikaitkan dengan kegiatan
yang dicakup.

c. Dﬂlpat diterapkan (aplicable), yakni sesuai dengan kondisi-kondisi
yaﬁg ada. Jika terjadi perubahan kondisi, harus dibangun standar yang
setiap saat dapat disesuaikan dengan kondisi vang ada (buiit-
infleksibility) '

d. Konsisten, vang akan membantu keseragaman komunikasi dan operasi
ke seluruh fungsi organisasi.

e. Menyeluruh (all-inclusive), vang mencakup semua aktivitas yang
saling berkaitan.

f. Dapat dimengerti(Understandable) yang diekpresikan dengan mudah,
jelas, untuk menghindari kesalahan komunikasi atau kekaburan
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g. Dapat diukur (measureable), yakni harus dapat dikemunikasikan
dengan presisi

h. Stabil, yakmi harus memiliki jangka waktu yang cukup untuk dapat
memprediksi dan menyediakan usaha-usaha yang dilakukan.

i. Dapat diadaptasi (adaprable), yakni didesain sedemikian rupa sehingga
elemen-elemen dapat ditambah, diubah, dan dibuat baru tanpa
melakukan perubahan pada seluruh struktur.

j. Legitimasi, maksudnya mendapat pengakuan secara resmi dari
berbagai pihak.

k. Seimbang (equitable), dapat diterima sebagai suatu dasar perbandingan
oleh pihak yang berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan.

l. Fokus pada pelanggan, dimana harus terarah pada hal-hal penting yang
diinginkan pelanggan (infern dan extern) seperti siklus waktu, mutu,
kinerja skedul biaya, dan kepuasan pelanggan.

3.6.5. Penerapan Anggaran Kinerja

Dalam rangka mendukung terwujudnya good govermance dalam
penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara
profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah
ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan pasal 23C Undang-Undang
Dasar 1945, undang-undang tentang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan
pokok yang telah dimmpkmdalamﬂlmwsebmkeﬁﬂlmnwumumymg
meliputi baik asas-asas lama yang sudah dikenal dalam pengelolaan keuangan negara,
seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas maupun



asas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang
baik) dalam pengelolaan keuangan nepara, antara lain: akuntabilitas berorientasi
hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan
negara, pemeriksaan kevangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

Penerapan anggaran kinerja di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang MNo. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara merupakan salah satu landasan konstitusional yang mengharuskan
pengeloaan keuangan negara dan daerah dikelola berdasarkan anggaran kinerja. Akan
tetapi pada tingkat pengelulam; keuvangan daerah (APBD) sebelum dikeluarkannya
UU No. 17 Tahun 2003 sudah diwajibkan untuk menerapkan anggaran berbasis
kinerja seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dapat dilihat dari
Peraturan Pemerintah (PP) 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Kevangan Daerah, PP 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan secara teknis diatur dalam Keputusan
Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Peyusunan
Perhitungan.

Misi utama dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas adalah adanya
keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya
keuangan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat sebagai wujud dari pelaksanaan desentralisasi, demokratisasi,
transparansi, dan akuntabilitas dari diberlakukannya otonomi daerah. Selain itu,
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pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan
memperoleh dana perimbangan dari pemerintah pusat, tetapi harus diimbangi dengan
sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah saat ini dapat lebih
responsif dan akomodatif.,

Otonomi  daerah dengan nuansa manajemen keuangan da.erah harus
memperlihatkan pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, transparan,
partisipatif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
penerapan anggaran kinerja dalam sistem penganggaran daerah dilatarbelakangi oleh
. hal-hal seperti berikut ini:

a. Tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pengelolaan
keuangan daerah yang lebih transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas
publik;

b. Sistem, prosedur, format, dan struktur APBD yang berlaku selama ini tidak
mampu mendukung tuntutan perubahan; dan

c. Terdapat upaya yvang kuat untuk mensinergikan hubungan antara APBD,
sistemn dan prosedur pengeloaan keuangan daerah, lembaga pengelolaan
keuangan daerah dan unit-unit pelayan publik.

Sistemn anggaran dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian
hasil kerja atau owtpuf dari perencanaan alokasi biaya atau impuwt yang ditetapkan.
Untuk itu guna mengukur kinerja kenangan pemerintah daerah maka berdasarkan PP
105 Tahun 2000 Pasal 20 Ayat (1), terlebih dahulu harus dikembangkan (a) Standar
Analisa Belanja, yaitu penilaian beban atas beban kerja dan biaya terhadap satuan
kegiatan; (b) Tolak Ukur Kinerja, adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada
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setiap unit organisasi perangkat daerah; dan (c) Standar Biaya, yaitu harga satuan unit
biaya yang berlaku pada masing-masing daerah kerja

3.7. Penggaran Daerah.

3.7.1. Konsep Anggaran Daerah

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai
selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan
penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.
Dalam organisasi pemerintah daerah, penganggaran merupakan tahapan yang cukup
rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Hal ini tentu berbeda dengan
sektor swasta, di mana pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia
perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada anggaran dacrah
justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi
masukan, Dengan demikian anggaran daerah merupakan instrumen akuntabilitas atas

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program—program yang dibiayai dengan
| uang publik.

Penganggaran daerah terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk
tiap-tiap program dan aktifitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran daerah
dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis (Renstra) telah selesai
dilakukan. Dalam hal ini anggaran merupakan hasil artikulasi dari hasil perumusan-
strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi
sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja
akan dapat menggagalkan rencana yang sudah disusun. Anggaran dalam hal ini
merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan
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organisasi. Aspek- aspek yang harus tercakup dalam anggaran daerah meliputi; Espé'k::: &
perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas. £
Penpertian dari anggaran disampaikan oleh Assegaf Ibrahim Abdulah (Kamus
Alkuntansi, 2001) sebagai “Suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis
tentang perkiraan pendapatan dan biaya. Atau penjabaran rencana kedalam angka
kuantitatif “, Sedangkan menurut Badrul Munir (2003:26) menyebutkan anggaran
daerah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuvangan daerah,
meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran daerah
‘berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah pada masa
vang akan datang schingga setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa
yang hendak dilakukan dalam periode tertentu dan berisi rencana kegiatan yang
dipersentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam
satuan moneter.
Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran daerah merupakan
suatu rencana finansial vang menyatakan:
1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
dan
2. Berapa banyak dan bapaimana caranya memperoleh uang untuk
mendanai rencana tersebut (pendapatan).
Anggaran daerah harus dapat memenuhi kriteria:
1. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan
masyarakat.

50



2. Menentukan pencrimaan dan pengeluaran departemen—departemen

pemerintah, pemerintah provinsi atau daerah .

3.7.2 Pentingnya Anggaran Daerah

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang
 yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan

- rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut.
Pada posisi ini anggaran penting sebagai alat ekonomi yang dimiliki oleh
! pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin
| kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keputusan anggaran
yang dibuat oleh Pemda atau Pemprov seharusnya dapat merefleksikan prioritas
- pemerintah daerah atau pemerintah provinsi dengan baik. Dalam lingkup daerah,
 anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah daerah, dalam hal ini anggaran

daerah menjadi sangat penting karena beberapa alasan, antara lain:

1. Angparan merupakan alat bagi pcmmnm.‘; untuk mengarahkan pembangunan
snsial—eknnmfni, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat

. yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangakan sumber daya yang ada
terbatas., Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber

daya (scarcity of resources), pilihan (choice) dan trade-offs.
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3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung
jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini angparan daerah merupakan instrumen
pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

3.7.3. Fungsi Anggaran Daerah

Anggaran daerah mempunyai beberapa fungsi utama vyang penting untuk
diketahui dan dijadikan acuan dalam penyusunan APBD. Fungsi anggaran daerah
adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan.

Anggaran merupakan alat untuk perencanaan (planning rool) manajemen untuk
mencapai tujuan organisasi. Dari aspek perencanaan, angparan daerah dibuat untuk
merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, berapa
biaya yang dibutuhkan, dan apa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.
Dengan demikian, anggaran sebagai alat perencanaan dapat digunakan untuk:

a. Mermumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi
yang ditetapkan;

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan
organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembivaanya;

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah
disusun, dan

d. Merumuskan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.



2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian.

Sebagai alat pengendalian (confrol fool) anggaran memberikan rencana detail
atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah agar pembelanjaan yang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya
overspending, underspending, dan salah sasaran yang bukan merupakan prioritas.
Anggaran mernpakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan
operasional program atau kegiatan pemerintah. Pengendalian agparan daerah dapat
dilakukan melaui empat cara, yaitu:

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja vang dianggarkan;

b. Menghitung selisih anggaran;

¢. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (conmtrollable) dan tidak

dapat dikendalikan [uucumﬂaba’e}lam suaty varians;

d. Merevisi standar biaya atau target tahun anggaran berikutnya.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal.

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (fiscal fool) pemerintah digunakan untuk
menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuban ekonomi. Melalui anggaran
publik tersebut akan diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat
dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi
4. Anggaran Sebagai Alat Politik.

Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk
komitmen eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik. Oleh karena itu,
pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition building, keahlian
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bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen sektor publik oleh manajer
sektor publik.
5. Angparan Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi.

Setiap unit keja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran,
sehingga anggaran daerah merupakan alat koordinasi dalam pemerintahan. Anggaran
daerah yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi
suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu anggaran daerah
juga berfungsi scbagai alat komunikasi unit-unit kerja dalam lingkup eksekutif.
Anggaran harus dikomunikasikan secara transparan ke seluruh jajaran organisasi
pemerintahan untuk dilaksanakan.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja.

Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target dan realisasi
anggaran -I:Ian efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik akan diukur
berdnsﬂrkﬂn berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah
ditetapkan.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi.

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya
agar bekerja secara efisien, efektif, dan ekonomis dalam mencapai target dan tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik.

Anggaran daersh harus dapat difungsikan sebagai sarana penciptsan ruang
publik (publicsphere) yang sehat dan efektif dengan membuka ruang publik kepada
masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya
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3.7.4. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah

Mengingat ruang lingkupnya yang luas dan terkait dengan kepentingan dasar

publik, maka penyusunan, penetapan, dan pengelolaan anggaran dacrah harus

memperhatikan prinsip-prinsip anggaran, yang meliputi;

1.

Otorisasi  oleh legislatif. Maksudnya adalah anggaran harus
mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif
dapat membelanjakan anggaran tersebut.

Komprehensif. Maksudnya adalah anggaran harus menunjukkan semua
penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu pada dasamya
adanya dana nonbudgetair pada dasamya menyalahi prinsip anggaran
yang komprehensif.

. Keutuhan anggaran. Maksudnya adalah semua penerimaan dan belanja

pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (general fund).

. Nendiscretionary Appropriation. Maksudnya adalah jumlah yang

mendapat persetujuan dari legislatif harus termanfaatkan secara
ekonomis, efisien, dan' efektif.

Periodik. Maksudnya anggaran merupakan suatu proses yang periodik,
dapat bersifat tahunan maupun multitahunan.

Akuriat. Maksudnya adalah setiap estimasi angparan hendaknya tidak
memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat
dijadikan sebagai kantong-kantong pemhmman dan in-efisiensi anggaran
serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan

overesimate pengeluaran.

33



7. Jelas, Maksudnya adalah anggaran hendaknya sederhana, dapat
dipahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan.
8. Diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat
luas, sebagai wujud dari good governance.
Kedelapan prinsip di atas merupakan syarat yang harus dijadikan dasar
pemikiran bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyusunan enggaran
daerahnya. Pada dasamya kedelapan prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang
. tak dapat dipisahkan. Dan apabila terdapat satu prinsip saja yang dilanggar oleh
pemerintah daerah maka akan berdampak pada citra dan pencapaian tujuan organisasi
pemerintahan.
3.8. Keuangan Daerah
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan
- yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang
diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional
vang berkeadialan serta adanya perimbangan keuangan pemerintah pusat dan
‘daerah. Sistem perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah diharapkan
dapat mengurangi kesenjangan kevangan daerah sehingga terjadi pemerataan sumber
daya keuangan dalam rangka membiayal tanggung jawab otonominya.

Abdul Halim (2002:19) mengutip pendapat dari Mamesah (1995) mengartikan
keuangan daerah sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan nang,
demikian plﬂas;:galammhaikbempuumg maupun barang yang dapat dijadikan
kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang

56



lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dari
definisi tersebut terdapat dua hal yang perlu dijelaskan vaitu:

Kevangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah
vang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam
keuangan daerah yang dikelola secara langsung adalah Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah, sedangkan
- keuangan daerah yang dipisahkan adalah meliputi Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)

Peraturan kevangan daerah yang baru membawa konsekuensi berubahnya juga
bentuk APBD. Dalam APBD yang baru elemen-elemennya telah berubah menjadi
tiga bagian yaitu penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan
kategori baru yang belum ada pada APBD sebelumnya. Adanya pembiayaan
dimaksudkan untuk memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai
dengan definisi pendapatan sebagai hak pemerintah dal:rah sedangkan pinjaman
belum tentu menjadi hak pemerintaha daerah. Selain itu dalam APBD yang baru ini
memungkinkan terjadinya surplus atau defisit anggaran,

3.9. Pengukuran Value For Money
3.9.1 Konsep value for money

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen pemerintahan dalam
pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas publik sebagai tuntutan dari penerapan anggaran yang
berbasis kinerja. Hal ini terjadi karena sektor publik di Indonesia baik pada tingkat
pusat ataupun pada tingkat daerah masih sering dinilai sebagai lembaga yang
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inefisien, selalu boros dalam menggunakan dana, terjadi kebocoran anggaran yang
tinggi (korupsi), dan selalu merugi dalam melakukan aktivitasnya. Tuntutan baru
muncul agar pemerintah daerah memperhatikan value for money dalam menjalankan
aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor
publik yang berdasarkan pada tiga elemen utama yaitu: ekonomis, efisien, efektif
dengan cakupan sebagai berikout:

1. Ekomomis: dalam arti kehematan yang mencakup hati-hati dan cermat
(predency) dalam pengadaan alokasi sumber daya, serta pemerolehan
input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.
Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang
dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait pada sejauh mana
organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang
digunakan :,Ifairu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak
produktif. Ekcmmi menggambarkan hubungan antara pasar dan
masukan (cost of inpuf) atau dengan kata lain ekonomi adalah praktek
pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada
harga terbaik yang dimungkinkan (spending less). Suatu kegiatan
operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau
mengurangi biaya yang tidak perlu ada.

2. Efisiensi: berhubungan erat dengan konsep produktivitas dalam arti
berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, dimana penggunaan

sumber daya diminimalkan dan hasilnya yang dimaksimalkan

(maximizing benefits and minimizing cosf). Efisiensi merupakan
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perbandingan output/input (cost of owfpuf) yang digunakan dengan
dikaitkan pada standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Proses
kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil
kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana
vang serendah-rendahnya (spending well).

3. Efektifitas: pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan
sasaran dari target kegiatan (berhasil guna). Efektifitas merupakan
hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus
dicapai. Proses kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses
kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir (spending wisley).

3.9.2 Indikator Value For Money

Peranan indikator kinerja adalah untuk menyediakan informasi sebagai

pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi

i bagian yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi), dan (2)
indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Indikator efisiensi menggambarkan
hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi { seperti staf, upah,
dan biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan indikator efektivitas
menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (owfcome) dan kelvaran (owfpui)
program dalam mencapai tujuan program.

Indikator efisiensi dan efektivitas harus digunakan secara bersama-sama.
Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan mcm-a. ekonomis dan
efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan.
Atau dilain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan
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akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu
program efektif dan efisien maka program yang dijalankan dapat dikatakan cosr-
effectivenees. Indikator efektivitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi
dan efektivitas dan dapat memberikan ukuran kinerja bortom line yang dalam sektor
publik diidentikkan dengan pelayanan publik.
| 393 Pengukuran Value For Money
Hal pertama yang harus diperhatikan dalam pegukuran kinerja value for money
adalah memahami aktivitas operasional organisasi dengan menganalisis program dan
. kepiatan yvang akan dilaksanakan. Secara lebih spesifik dapat dijelaskan dalam uraian
berikut ini:
a. Pengukuran Ekonomis
Pengukuran ekonomis hanva mempertimbangkan masukan (input) yang
dipergunakan. Dalam hal ini ekonomi merupakan ukuran relatif. Berbagai
pertanyaan yang perlu diperhatikan dalam pengukuran ekonomi, antara lain;
(i) Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh
orgamisasi; (ii) Apakah biaya organisasi lebih besar daripada biaya
organisasi sejenis yang dapat diperbandingkan; dan (iii) Apakah organisasi
telah menggunakan sumber daya finansial secara maksimal. Tiga pertanyaan
ini dapat dikatakan sebagai pertanyaan mendasar, dan selanjutnya masih
dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan
dalam rangka meuget;ihui tingkat ekonomisnya.



b. Pengukuran Efisiensi
Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dan input. Semakin besar
rasio berarti semakin tinggi nilai efisiensi. Dalam pegukuran indikator value
for money efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu; efisiensi alokasi dan
efisiensi tekmis atau manajerial. Efisiensi alokasi terkait dengan kenmm].;ruan
untuk mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat kapasitas optimal.
Efisiensi teknmis atauw manajerial terkait dengan kemampuan
mendayagunakan sumberdaya input pada tingkat output tertentu

c. Pengukuran Efektivitas
Berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dapat diukur dengan
tingkat efektivitas dari kegiatan organisasi tersebut. Apabila organisasi
berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka

dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.
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BAB IV N\

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
4.1. Tentang Provinsi Sulawesi Sclatan
4.1.1. Sejarah Singkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada awalnya Sulsel merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Gubernur
Provinsi Sulawesi yang pertama adalah Dr. G.S.5.J. Sam Ratulangi yvang bertugas
dalam menyusun pemerintahan sekalipus mensosialisasikan berita proklamasi
kemerdekaan RI ke seluruh wilayah Provinsi Sulawesi.

Mamun keberadaan Provinsi Sulawesi tidak berlangsung lama sebab
i::mudian tentara sekutu berusaha menyusup ke dalam unsur-unsur pemerintahan
Belanda yang dikenal sebagai Nederlands Indie Civil Adminisiration (NICA) yang
ingin kembali berkuasa setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Ke-Dua.

Pada bulan April tahun 194?5 Belanda berhasil menyelenggarakan suatu
-konferensi di Malino. Konferensi ini MUdim memprakarsai terbentuknya negara
Republik Indonesia Serikat (RIS). Kemudian diadakan konferensi lanjutan di Bali
akhir Desember tahun 1946, dan terbentuklah Negara Indonesia Timur (NIT) sebagai
salah satu bagian dari RIS dalam bentuk satu ikatan dengan Negeri Belanda (Negara
Uni). Dalam pembentukan NIT ini Makassar kemudian ditetapkan sebagai ibukota
NIT, sementara Sulsel menjadi salah satu bagian dan 13 daerah otonom ‘dalam
wilayah NIT. Sulawesi Selatan sendiri membentuk pemerintahan gabungan yang
disebut ikatan Sulawesi Selatan, terdiri dari kerajaan-kerajaan di daerah ini

Pada tahun 1957 Provinsi Sulawesi dipecah menjadi 13 daerah otonom

sctingkat kabupaten dengan Makassar sebagai Kota Praja-nya. Tiga tahun kemudian
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yakni pada tahun 1960 Provinsi Sulawesi resmi dibagi menjadi 2 bagian masing-
masing Sulawesi Selatan Tengpara dengan ibukota Makassar dan Sulawesi Utara
Tengah dengan Manado sebagai ibukotanya.

Sulawesi Selatan resmi mendapatkan status Provinsi pada tahun 1964
melalui penetapan UL No. 13 Tahun 1964 yang semula berupa Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964. Dengan UU ini Provinsi Sulawesi
Selatan Tenggara dipecah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan
Makassar sebagai ibukotanya dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara dengan
Kendari sebagai ibukotanya.

Setelah Provinsi Sulsel bertahan selama kurang lebih 40 tahun, maka pada
pertengahan tahun 2004, Provinsi Sulawesi Selatan kembali dimekarkan menjadi dua
provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat
=Ll.:..“T Keadaan Geografis Provinsi Sulawesi Selatan

| Sulawesi dikenal dengan nama Celebes sebuah pulau yang indah permai
dengan luas tanah 227 ribu kilometer persegi. Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai
kondisi geografis yang berbukit-bukit membentang dari bajgian utara sampai ke
selatan, Antara bentangan tersebut terdapat dataran rendah yang potensial untuk lahan
| pettanian dan pertambakan.
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan ketinggian dari
. permukaan air laut dapat dibagi dalam beberapa bagian wilayah yaitu dengan
ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut (dpl) seluas 1.179.876 he.lmr
atan 18,39% dari luas wilayah Sulsel, antara 100-500 meter dpl seluas 1.012.340

hektar atan 15,75% dari luas wilayah Sulsel, antara 500-1000 meter dpl seluas
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1.684.496 hektar atau 26,24% dari luas wilayah Sulsel, dan di atas 1000 meter dpl
seluas 2.369.592 hektar atau mencapai 36,65% dari luas wilayah Sulsel. Hal ini
berarti sebagian besar luas daerah Sulsel berada pada daerah yang cukup tinggi.

Luas wilayah Provinsi Sulsel yang mencakup wilayah darat dan perairan
pada tahun 2003 yakni sekitar 62.361,71 kilometer persegi. Sementara jumlah
penduduknya pada tahun 2003 jumlah penduduknya sekitar 8.213.864 juta jiwa,
.ﬂmgan laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 1999-2003 sebesar 1,53%.

4.1.3. Kebijakan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan
A. Program Pembangnnan Daerah (PROPEDA) 2000-2005 Sulawesi Selatan

Dinamika lingkungan strategis yang memperlihatkan kecenderungan untuk
berubah dengan laju yang semakin cepat menycbabkan pola perencanaan
pembangunan nasional dan daerah yang mengacu kepada format rencana jungka
panjang (Long Term Planning) menjadi kurang sesuai. Rencana Pembangunan Lima
Tahun (REPELITA) yang dicirikan dengan perumusan rencana pembangunan yang
bersifat rinci yang akan dilakukan oleh setiap sektor dan daerah selama 5 tahun ke
depan, saat ini tidak akan mampu lagi memberikan hasil yang optimal, karena materi
rencana yang disusun pada beberapa tahun sebelumnya sering menjadi tidak relevan
lagi akibat dinamika lingkungan stratepiz yang memperlihatkan kecenderungan
berubah dengan laju yang semakin cepat.

Di samping itu, penyusunan rencana yang dilaksanakan secara terpusat
menyebabkan nuansa-nuansa knhhin:knanl wilayah cenderung terabaikan yang
akhimya bermuara pada proses dan hasil pembangunan yang “asing” bagi masyarakat

lokal. Pola perencansan ini, secara langsung maupun tidak langsung juga



menghambat pengembangan dan penyaluran kreatifitas wilayah dan masyarakat lokal
dalam memprakarsai dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Melihat situasi lingkungan yang semakin cepat berubah dan perubahan
situasi politik dalam negeri, maka pemerintah segera melakukan modifikasi pada pola
perencanaan dan pendekatan pembangunan nasional. Modifikasi yang dimaksud
adalah berupa diadopsinya pola rencana strategis (strategic planning) dalam
penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah sebagai bagian dari
pergeseran pendekatan pembangunan yang berciri sentralistis menuju desentralistis.

Program Pembangunan Daerah (Propeda) adalah perwujudan dari pola
perencanaan  strategis. Olehnya, Propeda hanya memuat program-program
pembangunan yang pokok, mendasar serta mendesak untuk dilaksanakan, sebagai
upaya utama untuk memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Propeda Sulawesi Selatan disusun dengan memperhatikan dua arahan
utama. Pertama adalah Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2001 - 2005, dan
yang kedua adalah Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
tahun 2000 - 2004.

Tidak semua permasalahan di tingkat nasional merupakan permasalahan di
wilayah Sulawesi Selatan dan atau dapat diselesaikan di tingkat Provinsi, sebaliknya
tidak semua permasalahan Provinsi Sulawesi Selatan tercantum pada Propenas. Oleh
sebab itu, substansi Propeda Sulawesi Selatan merupakan kumhm&m dari upaya-
upaya pemecahan permasalahan pembangunan nasional yang dapat dilakukan di
tingkat Provinsi serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya-upaya pembangunan

yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Provinsi Sulawesi
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Selatan sebagaimana yang  diamanahkan pidi Garisoals Bessr Malumn
Pembangunan Daerah (GBHD) Sulawesi Selatan tahun 2000-2004.

Semua upaya pembangunan dimaksud, baik yang dijabarkan dari Propenas
mavpun yang merefleksikan kebutuhan spesifik Sulawesi Selatan, dirumuskan
dengan senantiasa mengacu kepada nilai-nilai serta arahan kebijakan yang
diamanahkan oleh GBHD Sulawesi Selatan, Dengan demikian, pola pemecahan
permasalahan pembangunan nasional di Sulawesi Selatan tidak akan selalu serupa
dengan pola pemecahan masalah yang sama yang dilakukan di wilayah Provinsi yang
lain.

Propeda Sulawesi Selatan bukan hanya merupakan penjabaran program-
program pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi
Selatan saja, tetapi merupakan program pembangunan provinsi yang akan
dilaksanakan oleh setiap unsur dan atan kelompok masyarakat dan pemerintah
sendiri. Propeda merupakan perwujudan komitmen pemerintsh dan masyarakat
Sulawesi Selatan tentang upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan secara
bersama dalam Kurun waktu lima tahun ke depan.

Dengan posisi seperti ini, maka Propeda akan menjadi acuan utama
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap lembaga pemenntahan di
Sulawesi Seldtan. Di samping itu, Propeda ini juga menjadi acuan utama dalam
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) dan APBD Provinsi
w dan kota dalam penyusunan Propedanya

penyusunan
Sulawesi Selatan. Setiap
diharapkan pula senantiasa mengacu kepada Propeda provinsi, agar pembangunan
“ﬁwdmahdapmmlm;mkaﬁdMMmmmjangdumum,w
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tujuan dan sasaran masing-masing dalam kerangka pencapaian visi dan pelaksanaan
misi Provinsi dan nasional,
B. Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Provinsi sulawesi Selatan tahun
2003-2008 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan yang merupakan tindak lanjut dari penjabaran  Program
Pembangunan Daerah (PROPEDA) Sulawesi Selatan, dengan tetap mamperhatikan
tugas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. RENSTRA Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 disusun dengan berdasarkan pada Peraturan
Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai
Daerah Otonom.

Dengan adanya RENSTRA ini diharapkan kinerja organisasi dalam lingkup
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkathkan &&an rangka
menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang snngat dinamis.
Selain itu juga diharapkan dapat menfasilitasi komunikasi dan peran serta pihak
dalam arti dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dan sekaligus
dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengawasan pencapaian kinerja baik terhadap gubemur sclaku Kepala Pk
ngkatlmmﬁapmmpemuimﬂmn?mstﬂﬂapﬂdﬂﬂmu@kup
pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

. Sifat RENSTRA. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini adalah: pertama,

lebih menfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategik dengan sasaran
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yang dinamis (moving targer); kedua, mengikuti kecenderungan baru; ketiga, lebih

berorientasi pada tindakan antisipatif,

Tujuan penyusunan RENSTRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan
pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan yang efisen dan efektif berdasarkan pada
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Sasaran penyusunan RENSTRA Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
adalah:

I. Tersedianya kebijakan dan program strategis dalam skala prioritas yang lebih
tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
pembangunan;

2. Tersedianya rumusan program strategis yang merupakan indikator program
APBD Provinsi Sulawesi Selatan Idan sekaligus sebagai tolak ukur dalam
penilaian kinerja pemerintah pmwn.&u,

3. Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-
program pembangunan daerah yang akan dibiayai melani APBD provinsi.

RENSTRA Provinsi Sulawesi Selatan sebagai suatu perencanaan strategis
pada intinya mmgmupﬂdaﬁﬁ,ﬂﬁiﬂﬂﬁﬂﬂfﬂmwsm analisis lingkungan
strategis. Adapun visi Pemerintah Sulawesi Selatan sebagaimana tertera dalam Ganis-
garis Besar Haluan Pembanguan Daersh (GBHD) dan Program Pembanguan Dacrah
(PROPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan ditegaskan bahwa Visi Sulawesi Selatzn

Tahun 2020 adalah sebagai berikut



“Mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi  wilayah terkemuka di

Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan
keagamaan™
Visi 2020 tersebut selanjumya dijabarkan dalam Visi Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan. Memperhatikan kewenangan otonomi Provinsi Sulawesi Selatan
sesuai denagn UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 serta
memperhatikan analisis perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan Visi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2003-2008 sebagai berikut :
“Sulawesi Selatan menjadi lebih maju dan terkemuka dalam
penerapan otonomi dengan berorintasi pada Kkepemerintahan yang
baik™
Lebih maju dimaksudkan posisi Sulawesi Selatan lebih baik dari kondisi sekarang.
Terutama dikukur dari Indeks Pembanguan Manusia (IPM) dan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB)
Terkemuka dalam penerapan otonomi dimaksudkan bahwa aparat Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan lebih terpercaya, efisen dan efektif dibanding dengan
Provinsi lain dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih
mandiri
Berorientasi pada kepemerintaban yang baik dimaksudkan adalah sexaipan
stonomi berubah karena dinamika perkembangan lingkungan strategis
ip dasar kepemerintahan yang baik (good

pe
namun tefap mengacu pada prinsi ip-prins
governance) dengan memperkuat Sinefgi aniara pem . o



Berdasarkan Visj Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas

sebagai berikut:

. Mendorong peningkatan pendidikan dan pengamatan nilai agama dan budaya
dalam segala aspek kehidupan.

2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan daya saing usaha swasta dan
masyarakat;

3. Menata kelembagaan pemerintah menjadi lebih terpercaya, efisen dan efektif;

4. Mendorong pemerintahan kabupaten/kota dalam memfasilitasi kelembagaan
masyarakat menjadi lebih mandiri;

5. Mendorong pengembangan peran wilayah Sulawesi Selatan secara lebih efektif
sehagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia (KTT)

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya
pada kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, maka harus
dibingkai dengan nilai-nilai agima dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang
dalam budaya masyarakat Sulawesi Selatan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah
sebagai berikut
a. Resopa temmanginggi namalomo naletei pammase dewata. Ini bermakna bahwa

upaya pembangunan daerah akan berhasil mekujakm}rangdiﬁdhninlch
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Sipakatau, menjalin kerjasama dengan prinsip saling menghargal.
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Siri na pacce, menghargai kebhinekaan yakni menghargai keberagaman untuk

kebersamaan dalam bingkai kesetiakawanan sosial dalam masyarakat sebagai

kekayaan budaya yang menjamin terselenggaranya pembangunan yang

berkesinambungan,

d. Kesadaran Kosmologis, menyadari bahwa manusia adalah bagian integral dari
alam semesta, oleh karena itu harus senantiasa menjaga interkoneksitas harmonis
dengan alam ‘semesta berdasarkan kepercayaan dan kecintaan kepada Sang
Pencipia.

e. Keterbukaan dan Akuntabilitas, kehidupan kemasyarakatan dikelola berdasarkan
prinsip transparansi, jujur dan bertanggung jawab,

f. Assamaturuseng (Passamaturukang), merupakan svarat-svarat dalam menata
kehidupan masyarakat yang berbasis pada kesepakatan dan konsensus, dimana
kesepakatan merupakan kiat untuk mempertanggungjawabkan berbagai aspirasi
masyarakat dan sebagai basis dalam menjaga harmoni kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan maka
dirumuskan strategi dasar terhadap kepemerintahan di Sulawesi Sclatan sebagai
berikut:

“Meningkatkan pelayanan yang efisen dan efekiif untuk mendukung

terciptanya kepemerintahan yang baik, mempercepat terwujudnya

Sulawesi Selatan sebagai pusat keunggulan pengembangan “ekonomi

berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang intinya mengembangkan

sumber daya manusia yang Jebih dinamis™
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Sesuai dengan strategi qj atas, dengan tetap mengacu pada agenda
pembangunan yang ditetapkan dalam PROPEDA, maka dirumuskan pokok kebijakan
pemerintah Sulawesi Selatan yang menjadi acuan bagi setiep instansi pemerintahan
dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dalam menetapkan program dan kegiatan
prioritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan pemerintah ini
disusun dengan pendekatan kemandirian lokal, berbasis pada konsep tatanan yang
didefinisikan sebagai perwujudan interkoneksitas antar manusia dan antara manusia
dengan lingkungannya. Keempat pokok kebijakan pembangunan tersebut antara lain
sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia:
2. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Wilayah:
3. Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bemegara; |
4. Pemberdayaan Kelembagaan Peme.rinm-h dan Masyarakat.
4.2. Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Sealatan
Setelah melihat gambaran mengenai Provinsi Sulawesi Selatan baik dari sisi
geografisnya maupun dari sisi kebijakan dan program pemerintahannya, maka secara
khusus akan kita gambarkan instansi Sekretariat Dacrah Provinsi Sulawest Selatan
yang secara langsung dan tidak langsung bertugas menjabarkan kebijakan dan
program pembang di Provinsi Sulawesi Selatan
4.2.1. Gambaran Umum Instansi
Sekretariat Daersh (Setds) Provinsi Sulawesi Sclatan berkedudukan

Kompleks Kantor Gubernuran J1. Urip Sumoharjo Km. 05 No. 269 Makassar.
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Setda Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Perda Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerja Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Kedudukan Setda Provinsi Sulawesi Selatan

demikian, dapat dikatakan bahwa Setda Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah
satu instansi yang sangat berperan penting dalam kegiatan pembangunan daerah
Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dalam era otonomi daerah saat ini, khususnya
membantu kinerja gubernur dalam hal kelancaran administrasi demi memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya
Tugas pokok Setda adalah membantu gubemur dalam penyelengaraan

Pemerintah Provinsi, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan
pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah Provinsi. Untuk
menyelenggarakan tugas tersebut, Setda Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi
sebapai berikut

1. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah provinsi.

2. Menyelenggarakan administarasi kepemerintahan.

3. Pegelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
Melaksanakan tugas-ugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan

: dari Setda Provinsi Sulawesi Selatan ini
Tugas.pﬂkukﬂﬂﬂﬁmﬂs'“mm

selanjutnya menjadi spesiﬁkpadamﬂsiﬂﬂ-mﬂﬂiﬂﬂbimdﬂﬂmhbim}'ﬂﬂﬂﬁmm
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diten dm  operasionalizas Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan.

Terdapat sembilan biro di Setda inj yang mempunyai tugas dan fungsi khusus.
Kesembilan biro tersebut adalah sebagai berikut

4.2.2. Struktur Organisasi

Pada umumnya struktur organisasi adalah suatu gambaran skematis tentang
hubungan kerja, dalam rangka mencapai  tujuan bersama, dengan cara
menghubungkan fungsi dari suatu badan dan menetapkan hubungan antarpegawai
dalam melaksanakan tugasnya. Struktur organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan
memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta
tanggung jawab dalam hubungan kerja sama antara satu dengan yang lainnya (lihat
gambar 1). Susunan organisasi pada Setda Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan
Peraturan Daerah Nomeor | tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 adalah sebagai
berikut:

1. Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah adalah orang  yang
bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah, untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada
gubernur,

2. Asisten Sekretaris Daerah
a. Asisten Ketataprajaan

- Asisten Ketataprajaan mempunyai tugas melaksanakan pembinazn atas
otonomi daerah provinsi dan  kewenangan

penyelenggaraan

dekonsentrasi, serta tugas pem

dan pembinaan organisasi/tatalaksana pemerintah
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e Y

pemerintahan kabupaten/kota

Untuk menjalankan tugas tersebut di atas Asisten Ketataprajaan

mempunyai fungsi sebagai berikut:

Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di
bidang desentralisasi/otonomi daerah dan tugas pembantuan
serta dekonsentrasi pada badan, dinas dan kantor lingkup
pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Perumusan kebijaksanaan, program, pedoman dan petunjuk
teknis penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan
dekonsentrasi.

Perumusan kebijaksanaan pembinaan hukum dan koordinasi
penyusunan produk hukum dacrah.

Perumusan kebijakan Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan
pemerintah provinsi.

Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan pedoman dalam
rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan kabupaten/kota.

Melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang

ketataprajaan.
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b. Asisten Ekonomi,

Asisten Ekonomi,

Pembangunan, dan Keuangan.

Pembangunan, dan Keuangan mempunyai tugas

mengkoordinasikan dan membina perekonomian daerah dan adminstrasi
pembanguan daerah,

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Asisten Ekonomi,

Pembangunan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
ekonomi, pembangunan dan keuangan, serta kesejahieraan sosial
dengan badan, dinas dan kantor lingkup pemerintahan daerah
serta lembaga terkait,

Melaksanakan koordinasi perckonomian daerah, administrasi,
pembangunan daerah dan adinistrasi kevangan daerah.
Melaksanakan perumusan kebijaksanaan peng_emhangan dan
pembinaan perekonomian daerah. |

Melaksanakan perumusan kebijaksanaan dan pembinaan
pelaksanaan  pembangunan  dserah  serta  administrasi
pcmhﬂnglmmmﬂrﬂ“’ﬂﬂ}’ﬂh

Melaksanakan perumusan kebijaksanaan penyusunan anggaran,
pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan daerah.

c. Asisten Administrasi
Asisten Administrasi mempunyai tugas pembinaan pelaksanaan tugas di

bidang perlengkapan, tata usaha dan arsip

urusan rumah tangga serta

kepegawaian lingkup Sekertariat Dacrah.
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Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas Asisten Administrasi
mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
penyusunan program kebutuhan perbekalan dan pengolahan
perlengkapan, serta menyiapkan pembinaan administrasi
perlengkapan,

2. Perumusan kebijakan pembinaan urusan rumsh tangga,
tatausaha, kearsipan, humas dan protokol seria sandi dan
telekomunikasi,

3. Perumusan kebijakan pembinaan kepegawaian dan pengelolaan
keuangan lingkup Sekertariat Daerah,

3. Biro
Terdapat ‘sembilan biro yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-
beda. Kesembilan biro ttrsebut adalah sebagai berikut:
a. Biro Bina Otonomi Dacrah

Tugas Pokok:
Biro Bina Otonomi Daersh mempunyai tugas menyiapkan bahan dan
mengkoordinasiskan  perumusan  kebijakan  pembinsen pelaksanaa
kewenangan otonomi dacrah dan tugas pembantuan, pelayanan administrasi
perangkat dacrah dan legisiativ dserah serta kerjasama antar daerah,
memfasilitasi penyelesaian Wﬁmmﬁmmmm

Fungpsi:



1

Menyi
nylapkan  bahan  dalam rangka kebijaksanaan penataan
kewenangan provinsi,

My taplan 0 pembinaan, pengendalian dan evaluasi

penyelenggaraan kewenangan provinsi.

Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan kewenangan
kabupaten/kota

Menyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi pemekaran,
pembentukan, penggabungan, dan penghapusan daerah otonom.
Menyiapkan bahan dan menfasilitasi proses kerjasama antar daerah.
Menyiapkan bahan dalam rangka pengaturan dan pembinaan
penyelesaian perselisihan antar daerah,

Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penataan daerah.

b. Bire Bina Dekonsentrasi;

Tugas Pokok:

Biro Bina Dekonsentrasi mempunyai tugas melakukan pembinaan,

koordinasi perumusan kebijakan di bidang keivenangan dekonsentrasi,

pemerintahan desa dan administrasi kependudukan.

‘Fungsi:

1.

Melakukan pembinsan penyelenggaraan tata hubungan kewenangan
dekonsentrasi dan kerjasama antarlembaga _
Melakukan pembinanaan dan ‘mengkoordinasikan penyelenggaraan
gan di bidang pemerintahan dan otonomi desa

kewenan
Melakukan pembinaan



€. Biro Hukum dap Organisasi
Tugas Pokok:

Biro Hukum dan Orpanisasi mempunyai tugas menyiapkan bahan

koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan dan telaah hukum,

bantuan

undangan serta menyiapkan

hukum dan dekumentasi, pengkajian peraturan perundang-

bahan  pembinaan  kelembagaan,

ketatalaksanaan dan analiza jabatan,

Fungsi:

Menyiapkan dan merumuskan bahan koordinasi perumusan
peraturan daerah dan keputusan gubemnur.

Menyiapkan dan merumuskan bahan pertimbangan dan bantuan
hukum dan HAM kepada semua unsur pemerintah Provinsi.
Melakukan dokumentasi hukum dan publikasi serta penyuluhan
produk hukum.

Menyiapkan dan merumuskan bahan pembinaan dan petunjuk teknis
penataan ‘produk hukum daerah dan kelembagaan.

Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis evaluasi kinerja

‘perangkat daerah.

Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis ketatalaksanaan,
Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis analisis jabatan,



d. Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan

Tugas Pokok: \_:__:

Biro Bina Perekonomian dap Pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan  koordinasi, konsultasi dan pengkajian dalam rangka
perumusan kebijaksanaan dan pembinaan pengembangan perckonomian
daerah serta melaksanakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka
pengadministrasian  program pembangunan dalam lingkup Sekertariat
Daerah Provinsi dan melaksanakan pengendalian administrasi pembanguan
daerah.

Fungsi:

1. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengkajian kinerja
perckonomian Daerah dalam rangka perumusan kebijaksanaan,
pengembangan perekonomian daerah serta melakukan pembinaan
dan pemantauan.

2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka sinkonisasi
keterpaduan pelaksanaan dan peningkatan kinerja pembangunan dan

ian daerah serta penmingkatan lembaga ekonomi dan
badan-badan usaha.

3. Melaksanakan koordinsi dan konsultasi dalam rangka perumusar,
mmmmmﬁmmmmwmmm

akukan pembinaan dan pemaniauan.



4, inasi
Melaksanakan koordinasi dan  komsultasi dalam rangka

penggalangan dan pelaksanaan kerjasama ekonomi serta melakukan
pembinaan dan pemantauan pelaksanaannya,

3. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan pengkajian perumusan
kebijaksanaan dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah serta
melakukan pembinaan dan pengendalian administrasi pembangunan,

6. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penilaian dan pengelohan
administrasi pembangunan,

7. Menyusun  dan  menyampaikan  laporan  pengembangan
perekonomian daerah dan administrasi pembangunan daerah.

e. Biro Keunangan
Tugas Pokok:
Biro Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan APBD,
perubahan APBD, dan perhitungan EBD, mengelola dan membina
Fungsi:

1. Menyiapkan bahan penyusunan APBD, perubahan APBD, dan
perhitungan APBD.

" . petunjuk/pedoman dalam melaksanakan APBD.

3. Menyiapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).

4. Menyelenggarakan administrasi dan pembulkuan serts penmbinsan

i istrasi keuangan.



5. Melakukan Pengujian kebenaran penagihan dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Uang (SPMU),
6. Menyiapkan penunjukan pejabat dalam pelaksanaan APBD.
f. Melakukan  pemeriksaan  dan  penelitian  terhadap
realisasi/pelaksanaan APBD,
f. Biro Kesejahteraan, Agama dan Pemberdayaan Perempuan
Tugas Pokok:
Biro Kesejahteraan, Apama, dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan koordinasi serta kegiatan bidang
kesejahteraan, agama, dan pemberdayaan perempuan.
Fungsi:
1. Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan pedoman pembinaan
I'bidang keagamaan.
2. .Menyiapl:an bahan dan mengkoordinasikan pedoman pembinaan
«dan peturjuk teknis di bidang kesejahteraan, pendidikan, pemuda,
dan olahraga.
3. Menyiapkan bahan pedoman dan mengkoordinasikan pembinaan
dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan.
g. Biro Perlengkapan - |

Tuogas Pokok:
Biro Perlengkapan mempunyai tugas merumuskan program. standarisasi,

aan pm}rlmpﬁnan, p&ﬂdlﬂ:ﬂb“ﬂﬂﬂ; penghnpusan.

pelelangan, inventarisasi



Fungsi:

Melakukan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan pengadaan
barang,

melakukan pembinaan dan petunjuk teknis penyimpanan dan
pemeliharaan barang,

3. Melakukan pembinasan dan petunjuk teknis pendistribusian barang.
h. Biro Bina Humas dan Protokol

Tugas Pokok:

Biro Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan pembinaan dan
pengembangan  hubungan masyarakat untuk pemantapan kebijakan
pemerintah Provinsi di bidang pemerintahan dan pembangunan serta
‘melaksanakan hubungan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi.

Fungsi:

1. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan hubungan masyarakat.
2. Melakukan penerangan dan pemberitaan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan serta melakukan publikasi dan dokumentasi.
3. Melaksanakan urusan keprotokoleran, sandi dan telekomunikasi.
i. Biro Umum

Tugas Pokok:

Biro Umum mempunyai tugas menyispkan pembinaan ketatausahaan,
kearsipan, kepegawaian, dan melaksanakan urusan rumah tangga, perjalanan
dinas dan tatausaha keuangan Sekertariat Dacrah Provinsi



Fungsi:

4.

Melakukan urusan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan
Melakukan urusan rumah tangga Sekertariat Dacrah,
Mempersiapkan bahan pembinaan dan pengelolaan kearsipan
Melakukan pembinaan kepegawaian di lingkungan Sekertariat
Daerah

5. Melakukan urusan tata usaha keuangan Sekertariat Daerah.
Bagian. Masing-masing biro terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai
tugas dan fungsi yang spesifik berdasarkan bagian dari biro yang
terkait/bersanghutan,
Sub bagian. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub bagian yang
mempunyai tugas dan fungsi yang lebih spesifik berdasarkan sub bagian
dari bagian yang terkait/bersanghkutan,
Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok jabatan funsional mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan
kebutuhan masing-masing. Kelompok jabatan funsional terdiri dari
sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional senior selaku Ketua
Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

Daerah
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BAB YV

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari beberapa  kebijakan dan program

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2004 telah

dilaksanakan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, maka
dibutuhkan evaluasi penilaian kinerja terhadap anggaran yang telah digunakan
sebagai cara pertanggungjawaban terhadap penggumaan uang publik. Evaluasi
pertanggung jawaban dapat menyangkut akuntabilitas dan transparansi penggunaan
anggaran serta sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dapat dicapai.
Dalam hal inilah penilaian atas kinerja organisasi dari instansi Setda Provinsi
Sulawesi Selatan perlu dilakukan, sebagai salah satu cara untuk menilai keberhasilan
kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tEl-ELh ditetapkan dalam
tahun anggaran 2004, .

Semenjak dikeluarkannya PP 105 Tahun 2000, maka seluruh instansi
pemerintahan melakukan penyusunan dan evaluasi anggaran berbasis kinera,
termasuk instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan. Pada instansi Setda Provinsi
Sulawesi Selatan fokus perhatian dalam evaluasi penilaian kinerja adalah bagaimana
mengukur input, output, dan outcome dari setiap pencapaian target dan realisasi
kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilakuia.
skripsi ini di harapkan terdapat metode penilaian lain,
perbandingan atas penilaian

untuk mengukur kinerja instanst Setda sebagai bahan
Tﬂngmlahadamiui,dhnamakmdﬂakukﬁﬂpengukumnmhadﬂpnﬂﬂ:ﬁsimsi
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dan efektivitas :
terhadap beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Setda Provinsi
Sulawesi Selatan dalam tahyn anggaran 2004

5.1. Evaluasi Kinerja Setda Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pendekatan Value

For Money untuk Tahun Anggaran 2004
Penilaian kinerja value for money pada instansi Setda Provinsi Sulawesi
Selatan ini akan mengukur 2 unsur penilaian yakni nilai efisicnsi dan nilai efektivitas.
Sedangkan menyangkut nilai ekonomis diasumsikan telah dipenuhi. Adapun
pengukuran efisiensi dan efektifitas dari masing-masing biro yang ada di instansi
Setda Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita lihat pada pembahasan dalam bab ini.
1. Biro Kesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan (KAPP).
Berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2004,
maka Biro KAPP merencanakan 7 jenis kegiatan. Dari 7 unit kegiatan ini, terdapat 6
kegiatan yang dianggarkan dan Belanja Pelayanan Publik. Enam kegiatan Belanja
Publik ini keseluruhannya ﬁnyanghn Belanja Operasional dan Pemeliharaan,
Dalam pengukuran efisiensi dan efektivitas dari 6 unit kegiatan Biro KAPP ini dipilih
3 jenis kegiatan yang memiliki anggaran terbesar. Berikut ini 3 jenis kegiatan dari
Biro KAPP yang menmiliki anggaran terbesar berdasarkan DASK Tahun Anggaran

2004 adalah sebagai berikut:
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Tabel 5.1

Tiga Jeni i i

Ea Jenis Kegiatan Birg KApp yang Memiliki Anggaran Terbesar

|' y BELANJA PUBLIK
NO| UNIT KERJAJKEGIATAN TARGET REALISASI

(Rp) (Rp)

1|TOT Pembelajaran Al-Quran 600.0:00.000 500.000.000
2|Pembinaan Kesejahteraan Perempuan 132,740,000 110.374.000
dfPemuda, Qlahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni|  115.900.000 115.744.500

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan LPJ Gubermr Sulfel rerhadap APBD  Tahun Anggaran 2004
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

a) Kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur’'an

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta
Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.
500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Dengan demikian seluruh dana yang
dianggarkan dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana
Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). Persentase nilai input dari kegiatar: ini
adalah sebagai berikut :

Nilai Input = Hﬁw 100%
_ 500.000.000
" 500.000.000

= 100%

100%

Sedangkan untuk mengetahui nilai ouput (keluaran) yang dijadikan indikator
untuk mengukur output yakni keadaan/realisasi pencapaian fisik di lapangan.
Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi perscatase nilai output dari kegiatan
M.Bﬁdmkmmymgkamimmmdaﬂﬂhnﬁﬁﬁmakamﬁmiﬁﬁkdaﬁ

Kegiatan tersebut di alas mencapal PerSeniase meln. 1% e

87



T

i T T

1 Elh " " . Eoow
penanggungjawab teknis dari kepiatan Ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi

dan dinilai oleh instansi terkait Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan
bahwa nilai persentase ouipur dari kegiatan TOT Al-Qur’an ini mencapai angka
100%.

Setelah nilai input dan output diketshui maka selanjutnya pengukuran
efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

NialaiEfesiensi = OUPU 1 00%
Input

100
= =——2x ]I}
llIIx %%

= 100%

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari TOT Pembelajaran Al-
Qur’an ini sangat efisien, dimana antara nilai input dengan outputnya berbanding
sanpat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran
nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara owicome (hasil)
dengan output (kehuaran) yang ada. Dalam penilitian ini nilai owtcome terlebih dabulu
harus ditentukan, Pengukuran outcome difokuskan pada kepuasan publik/pelanggan.
Pengukuran ouicome diperoleh berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang
terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari kegiatan TOT Al-Qur'an ini.
WmﬁmiMWmmmmﬂmdﬂikﬂgjﬂmm
Pembelajaran Al-Qur’an:

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan TOT Pembelajaran
Al-Qur'an, dan hasil distribusinya adalah:
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Tabel 5.2
Tanggapan responden atas kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur’an

Skjﬂh PE;iidli ;::g:;:j“ Fﬁ!kl;lehsi Pemen;au (%)
. Kurang mengetahui 5 zu
3 Mengetahui B 50
4 Cukup mengetahy; 5 30
5 Sangat mengetahui i 10
Jumlah T 100

Sumber Daia: Diolah sendirl berdasarian fatil penelifion di lnpangan
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden 5
orang atau mencapai 50 %.
2. Publik/Pelanggan merasakan adanya manfaat dari Kegiatan TOT Pembelajaran
Al-Crar*an, dan hasil distribusinya adalah

Tabel 5.3 .
Tanggapan responden atas kegiatan TOT Pembelajaran AL-Qur’an
Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)

1 Tidak bermanfaat 0 0
2 Kurang bermanfaat 1 10
3 Bermanfaat 5 50
4 Cukup bermanfaat 1 10
5 Sangat bermanfaat 3 30

Jumlah 10 i

Tumber Duta: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan
Dar tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini oleh publik/responden dmﬂal bermanfaat dengan jumlah

responden 5 orang atau mencapai 50 %.
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3. Publik/Pelanggan melihat pelaksanaan berjalan dengan baik dari kegiatan TOT

Pembelajaran Al-Qur*an, dan hasj| distribusinya adalah :

Tanggapan responden atas I-r.;ilaht:‘ns:ff‘ﬂT Pe j
mbelajaran AL-Qur’an
sl.;rla Pmﬂl?l‘ii:;ak R;:;unden Frelt;en:i I‘emn:]aﬂl (%)
2 Kurang baik 2 20
3 Baik 7 70
4 Cukup baik 0 0
5 Sangat baik 1 10
Tumlah 10 100

Sumber Dates: Diolah sendie? berdmsarkan hasil penelitian di lapangan
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelangpan dinilai berjalan baik dengan jumlah
responden sebanyak 7 orang atau mencapai 70 %.
4. Publik/Pelanggan melihat kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an telah sesuai
dengan kebutuhan/harapannya, dan hasil distrbusinya adalah : |
Tabel 5.5

Tanggapan responden atas pencapaian tujuan/sasaran dari kegiatan TOT
Pembelajaran AL-Qur’an

_ - e e T

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak sesuai 3 30
2 Kurang sesuai 2 20
3 Sesuai 4 40
4 Cukup sesuai 0 0
5 Sangat sesuai 1 10
Jumlah 10 100

Sumber Dota Diolah sendird berdasarkan hasil penelitian di lapang




Dari tabel di atas, dapat diketapy; bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelangpan dinijai sesuai dengan kebutuhan/harapan
mereka dengan jumlah responden 4 Orang atau mencapai 40 %

5. Fuh]ikaelﬂngan melihat kepiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an  telah

meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah, dan hasil distrbusinya adalah
Tabel 5.6

Tanggapan responden atas kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur’an

$klnla P;:jl:kﬂ::!ﬁljlﬂiin F rek;mai Pmeni;ﬁe (%)
2 Kurang meningkatkan 6 60
] 3 Meningkatkan 2 20
;; 4 Cukup meningkatkan 2 20
_;1 5 Sangat meningkatkan 0 0
| Jumlah 10 100

Sumber Data: Diplah sendici berdasarkan hasil penelitian dif lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang meningkatkan kinerja dan
pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan jumiah responden 6 orang atan
mencapai 60 %o.
% Analisis Deskriptif mengenai Outcome TOT Pembelajaran Al-Qur’an

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian
diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden.
Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah
kepuasan responden secara

ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat




keseluruhan sebagai Pengukuran Outcome dari Kegiatan TOT Pembelajaran Al-
Qur'an ini. Hasil kumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini ;

. ‘ Tabel 5.7
Distrbusi Akumulatif Peryataan Responden Terhadap Kegiatan TOT
Pembelajaran Al-Qur'an
No Interval skala Jumlah % keterangan
1 0 sd 5 0 0 Tidak Puas
2 6 s/d 10 1 10 Kurang Puas
= 11 s/d 15 ] 60 Puas
4 16 s/d 20 1 10 Cukup Puas
| 5 20 s/d 25 2 20 Sangat Puas

Sumber Data: Diolah sendiri berdazarkan hasil penelition di lapangan
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor
jawaban untuk setiap responden, 6{0% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15.

Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan

T S L e s s TR S

ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (oufcome) untuk kegiatan ini dapat

dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap Kegiatan TOT

Pembelajaran Al-Qur’an ini. Dengan mengambil jumlzh mayoritas responden maka
penilaian ukuran kinerja scbagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari
kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demildan dapat disimpulkan bahwa
nilai putcome dari kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an yaitu 70%.

Setelah nilai ourcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita

e isbem g

peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:




Nialai Efektivitas ~ Ottcome

Ot x100%

= Eﬂ_xlm
10p 0%

= T0%
Angka 70 % ini menunjukkan hahwa kegiatan TOT Pembelajaran Al-Qur'an
imi efektif.
Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan TOT Pembelajaran Al-
Qur’an ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100% atau
sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya
mencapai 70 % atau efektif, artinya kegiatan ini dilaksanakan sangat cfisien dan
efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran, meskipun belum terlalu memuaskan
sebab belum dicapai dengan persentase nilai maksimal 100%.
b} Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan
Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.132.240.000,00 (Seratus Tiga
Puluh Dua Juta, Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dimana dalam proses
pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.110.374.000,00 (Seratus Sepuluh
Juta, Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat dana
sebesar Rp. 21,866,000 (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu
 Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat dircalisasikan. Indikator masukan untuk
kegiatan ini berupa dana Rp 132.240.000,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus
Empat Puluh Ribu Rupiah). Persentase nilai npul dari kegiatan ini adalah sebagai
berikut;



Nilai Input = Realisasi
£ HCaMag

= 110.374.000
132240000 0%
= 83,46%

=]

Sedangkan untuk mengetahui nils; output (keluaran) yang dijadikan indikator
untuk mengukur ouiput yakni keadaan/realigasi pencapaian fisik di lapangan.
Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai output dari kegiatan
ini Berdasarkan data yang kami dapatken dari Biro KAPP maka realisasi fisik dari
kegiatan tersebut di atas mencapai persentase angka 83,25%. Menurut penanggung
jawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh
instansi terkait. Berdasarkan data terscbut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai
perseniase ouwfpul dari kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan
Perempuan ini mencapai angka 83,25%.

Setelah nilal impur dan owpw diketahui maka’ selanjutnya pengukuran
efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Output

Nilai Efesiensi = = »*100%

_ 8325 100%

83,46
= §9.75%
Angka 99,75 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Pembinaan
Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini sangat efisien, dimana antara nilai

input dengan Wﬁmmm



Setelah nilai efisiens; diketahyj maka tahap selanjutnya adalah penguk
adalan pengukuran

nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara outcome (hasil)

dengan output (kel ) yang ada, Dalam penilitian in; pengukuran nilai oufcome

kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan.

1. Publik/Pelanggan  mengetahui kegiatan  Pembinaan Kesejaieraan  dan

Pemberdayaan Perempuan, dan hasil distrbusinya adalah -

Tabel 5.8
Distribusi pernyataan responden atas kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan
Pemberdayaan Perempuan
Skala Penilaian Responden Frekuensi | Persentase (%) |
1 Tidak mengetahu 1 10
2 Kurang mengetahu 5 50
3 Mengetahui 3 30
4 Cukup mengetahui 1 10
5 Sanpat mengetahui 0 0
Jumlah 10 Ll

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian & lapangan
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

baiwa:  Kegiatan ini kurang diketahui oleh publidpelanggan dengan jumlah

responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50%.

mengenai  manfaat kegiatan Pembinaan

usinya adalah

2. Tanggapan Publik/Pelanggan

Kescjateraan dan Pemberdayaan Perempuan, 44 b st
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Distribusi pernyataan responden atas kegi

rﬂrﬁmP“In
Skala Penilaian Respondos
ponden -
1 Tidak bermanfaa; F"k;““ Persentase (%)
2 Kurang bermanfaat 0 =
0

; ; t : 20
4 Cukup bermanfaat 5 58
3 Sangat bermanfaat 4 o

Jumlah T =

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelition & Taparzan
Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini sangat bermanfaat bagi publik/pelanggan dengan jumlah responden 4
orang atau mencapai 40 %,
3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan
Kesejateraan dan Pemberdayaan Perempuan, dan hasil distribusinya adalah :
Tabel 5.10 I

Distribusi pernyataan responden atas kegiatan Pembinaan
Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (Vo)
1 Tidak baik 1 10
2 Kurang baik 3 30
3 Baik 1 10
4 Cukup baik 5 50
5 Sangat baik 0 0
Jumiah 10 i

Somber Do Diclalh sendirt berdasarkan hasil penelitian i lapangat




Dari tabel di atas, dapat diketahyi mayoritas respond
en m

_ enyatakan kegiatan
ini oleh publik/pelanggan dinija; berjalan !

1
. .\"I
b
5

cukup baik dengan jumlah responden {\iﬁi 5
orang Atau mencapai 50%. N

Pemberdayaan Perempuan  dengan
kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :
Tabel 5.11

Distribusi pernyataan responden atas kegiatan Pembinaan Kesejahteraan dan
Pemberdayaan Perempuan

Skala Penila?an Responden Frekuensi Persentase (%)
] Tidak sesuai 2 20
2 Kurang sesuai 3 30
3 Sesuai 4 40
4 Cukup sesuai 1 10
5 Sangat sesuai 0 0
Jumlah 10 100

Sumber Dita: Diolah sendirl berdasarkan hasil penelitian di lapargan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka
dengan jumlah responden 4 orang atau mencapai 40%.

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan
pemerintah dengan adanya kegiatan Pembinaan Kesejateraan dan Pemberdayaan

Perempuan, dan hasil distribusinya adalah :
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_15],;:]; P;;{;;:':Eﬁﬂﬁ%iﬂh__imk&mmi Persentase (%)
2 Kurang meningkatkan 5 5[:]
3 Meningkatkan 4 40
4 Cukup meningkatkan l 10
5 Sangat meningkatkan 0 0
Jumlah 10 109

Sumber Data: Diclah sendiri berdasarkan hawl penelition 3 lapanpan
Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang meningkatkan kinerja dan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengen jumlah responden 5 orang atau
mencapai 30%.
% Analisis Deskriptilf mengenai Oufcome kegiatan Pembinaan Kesejahteraan
dan Pemberdayaan Perempuan
Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian
diskumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden,
Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang felen
ditentukan sebelumnya untuk nutllgﬂﬂh“‘ tingkat kepuasan responden secard

; : +eaiikan dalam tabel berikut

inj ;

98



T
Distribusi Akumulatif Perny abel 5,13

Kesejahteraan da:t;:;sﬂ:::::iﬁpﬁ:;’:ﬂmhmaan

No Interval skala Jumlah % e

| 0 sl 3 ) 0 Tidak Puas

2 6 sid 10 . 33 T
[ 3 11 s/d 15 5 50 Do

4 16 s/d 20 2 30 Crikup Puas

5 20 s/d 25 0 0 ey

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasi penelitian di lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor
jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 11 sid 15.
Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan
ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (outcome) untuk kegiatan ini dapat
dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap Kegiatan Pembinaan
Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan ini. Dengan mengambil jumlah
pendapat majoritas responden, maka penilaian ukuran kinenja sebagaimana standar

yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan

ilai 1 1 Pembi
demikian dapat disimpulkan bahwa nilai  oucOmE dari kegiatan Pembinaan

- Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempusn ini yaitu 70%.
Setelah nilai Quicome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat

kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut



Nilai Efektivitas = Jutcome
Output

o
83,25 1 00%

= §4.08%

= 10004

Angka 54,08 % ini menunjukkan bahwg kegiatan Pembi Kaosjiditoeaan
dan Pemberdayaan Perempuan inj cukup efekiif

Dengan demikian dapat

jumlah persentase mencapai 100% atau sangat efisien. Sedangkan nilai efcktivitasnya
dengan jumlah persentase mencapai 84,08% atau cukup efektif, artinya pelaksanann
kegiatan ini sangat efisien dan juga cukup efektif dan berhasil daj.am mencapai tujuan
dan sasaran dari yang telah direncanakan pemerintah, sebab hampir mencapai
persentase nilai maksimal 100%.
¢) Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.115.900.000,00 (Seratus Lima
Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat
direalisasikan sebesar Rp. 115.774.500,00 (Seratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah). Dengan demikian terdapat dana
sehesar Rp.155.500 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dari yang
ator masukan untuk kegiatan ini berupa
Ratus Ribu Rupiah)

dianggarkan tidak dapat dircalisasikan. Indik
dana Rp.115.900.000,00 (Seratus Lima Belas Jut2 Sembilan

Persentase nilai input dari kegiatan ini adalsh sebagai beriku

100



Realisas
Rencang *100%
_ 115744500

—_-_-_‘—-
115.900.000
= 99 879

Nilai Input =

x100%

Sedangkan untuk mengetahui nilai ougpay (keluaran) yang dijadikan indikator
untuk mengukur output yakni keadaan/realisasi pencapaian fisik di lapangan.
Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai output dari kegiatan
ini. Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro KAPP maka realisasi fisik dari
kegiatan tersebut di atas mencapai persentase angka 100%. Menurut
penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi
dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan
bahwa nilai persentase ofpuf dan kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya,
dan Seni ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai inpwt dan output diketahui maka selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Efesiensi = 22U _100%
Input

100
99,87
=100,13%

= 100%

Angka 100,13 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pembinaan Pemuda,

yis fisien, di mana antara nilai
Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni ini sudah sangat ¢

input dengan outputnya berbanding sangat maksimél
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f (kel it
dengan ouipul (keluaran) yang ada. Dajam penilitian ini nilai outeome terlebih dahuly
harus ditentukan. Pengukuran ourcome diperoleh  berdasarkan langgapan atau

pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang dijadikan sasaran dari kegiatan

Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni ini. Berikuyt ic; disajikan pendapat

Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni, dan hasil distribusinya adalah -
Tabel 5.14

Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olahraga,
Pendidikan, Budaya, dan Seni.

| Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (Vo)
1 Tidak mengetahwi 0 0
2 Kurang mengetahui 6 60
3 Mengetahui 2 20
4 Cukup mengetahui ¥ 10
5 Sangat mengetahui ! 10
Jumlah 1o 190

Sumber Data: Diclah sendiri berdasarkan hasil penelitian di laporgan
Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden
an, dengan jumlah responden

menyatakan bahwa

kegiatan ini kurang diketahui oleh publik/pelangg

sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %.

. faat Kegiatan Pemuda, Olahraga,
2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenat

: il distribusinya adalah
Pendidikan, Budaya, dan Seni, dan hasil distribusiny®
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aya, dan Senj,
:_é_k’ Ia Pen?l.aian Responden Frek

1 Tidak bermanfoat [ g1 —{ Persentase (%)

]

) Kurang bermanfaat 3 i}

3 Bermanfaat 3 30

. Cukup bermanfaat 2 £

; Sangat bermanfaat . :
Jumlah 10 >

Sumber Data: Diciah sendiri berdasarkan hasil penelisiar; di lapangan
Dani tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfaat dengan jumlah
responden sebanyak 3 orang atan mencapai 50 %,
3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan Pemuda,

Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.16
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pembinaan Pemuda, Olabraga,
Pendidikan, Budaya, dan Seni.
Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)

1 Tidak baik 1 10
2 Kurang baik 6 60
3 Baik 1 10
) 10
4 Cukup baik ] B

5 Sangat baik L
10 100

Jumlah

i il
ke Do Tl sendiT berdasarian Nartl pencition il [GpTEZT
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pahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjajan kurang baik dengan jumlah
jumla

responden sebanyak 6 orang atay mencapai 60 o,

4, Tanggapan P“b]imﬂlﬂﬂﬂgﬂ“ mengenai  kesesuaian pelaksanaan  Kegiatan
Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budays dan Seni dengan kebutuhan/harapan
mereka, dan hasil distribusinya adalah -

Tabel 5,17

Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pembinaan Pemuda
Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan Seni. ’

Skala Pmila_ian Re;spl}_ntlen Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak sesuai 2 20
7 Kurang sesuai 4 40
3 Sesual 3 30
4 Cukup sesuai 0 0
5 Sangat sesuai 1 10
Jumiah 10 100

Sumber Data: Diclah sendiri berdasarkan hasit perelitian di lapangan
Dari tabel di atas, dapat deketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan dan
harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.
5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan

pemerintah dengan adanya Kegiatan Pemuda, Olahraga, Pendidikan, Budaya, dan

Seni, dan hasil distribusinya adalah :
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K
Ptnﬂ]ﬂﬂun’ B“‘E;“:‘ﬂzal:]e;:fnan Pemuda, Olahraga,
"Skala Penilaian Responden
en :
1 Mn_uﬁ_gmk;kuﬁf'—'—- Fl'ﬂflﬂeum Persentase (%)
10
2 Kurang meningkatkan | 3
3 Meningkatkan 4 i
5 Sangat meningkatkan 0 0
Jumiah 10 100

Sumber Data: Diolah sendirf berdasarkan hesi penelition di Taparg
Dari tabel di atas. dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau
mencapai 40 %.
% Analisis Deskriptif mengenai Oufcome Kegiatan Pemuda, Olahraga,
Pendidikan, Budaya, dan Seni
Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian

diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk seliap responden.
Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah
ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara
keseluruhan sebagai pengukuran OufCOME dari Kegiatan Pemuda, Olahraga,

: T tabel
Penditikn, Budaya, dan Seai ini. Hasil skumulatif rscbut dssiken celom

berikut inj -
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Distribusi Akumulatif Tabel 5.19

Pernyataan Res
ond .

Pemuda, Olahraga, l“m!nu:liltli]ﬂ:.alm[;I ﬁ:;;;:ﬁ::tl;r el
i Interval skalg | B o i s —
1 erangan

1 0 sfid 5 0 3 Tidak Pos

2 6 s/d 10 7

40 Kurang Puas
as
16
4 s'd 20 3 30 'El.ll'.'l.lp Piie
5 20 s/d 25 0 0 ey

Sumber Daia: Diolah sendiri berdasarkan hasil pensiiian J Tepargan
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jawaban responden
berdasarkan hasil perhitungan skor, 40% dianiaranya berada pada interval 6 s/d 10.
Interval 6 s/d 10 menunjukkan bahwa responden merasa kurang puas dengan
pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (owfcome)
untuk kegiatan 1:11 dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa kurang puas
terhadap pembinaan di dalam bidang Kepemudaan ini. Dengan mengambil jumlah
pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar
yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 60% (lihat tabel 2.1). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa nilai ouicome dari kegiatan Kepemudaan,
Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Sen ini sebesar 60%.
Setelah nilai Outcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat

kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut

" -




Nilai Efektivitas = Juicome
Output
_ 60
100 x 100%;
= mq..la

x100%;

Angka 60% ini menunjukkan bahwa Kegiatan Pembinaan Kepemudaan,
Jlahraga, Pendidikan, Budaya dan Seni ini kurang efeksif

Dengan  demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pembinaan
{epemudaan, Olahraga, Pendidikan, Budaya dan Sen ini meskipun pelaksanaannya
sudah sangat efisien dengan mencapai persentase 100,13% akan tetapi nilai
fektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 60 % atau kurang efektif,
artinya kegiatan ini dilaksanakan sangat efisien tetapi kurang efektif atau kurang
berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran kegiatan, karena masih sangat jauh dari
persentase nilai maksimal 100%

2. Biro Bina Perckonomian dan Pembangunan.

Berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2004,
maka Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan mempunyai 25 jenis kegiatan. Dari
25 kegiatan ini, semuanya dialokasikan dan Belanja Pelayanan Publik. Kegiatan-
kegiatan yang dianggarkan dari Belanja Publik in socara umum menyangkut Belanyz

Operasional dan Pemeliharaan dan hanya schagian kecil untuk kegiatan Belanja

Modal.

Dalam pengukuran cfisiensi

Perekonomian dan Pembangunan ini dipilih 3 jenis

dan efektivitas darl 75 kegiatan Biro Bina
kegiatan yang memiliki anggaran
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Tabel 5,20
Tiga Jenis Kegiatan Birg Bina P
o erckonomian dan pe
Memiliki Kty Tacs mbangunan yang
BELANJA PUBLIK
INO| UNIT KERJAKEGIATAN TARGET REALISASI
_ {Rp) (Rp)

1|Operasional GERBANG EMAS 950.000.000 652.338.900
2|Pengembangan Usaha Baru BUMD 881,323,723 179.315.000
Peningkatan Produksi Daerah 296.600.000 295,523,800

Sumber Data; DNolah sendiri berdasarkan LPJ Guberni SulSel werhadap APBD Tahun Argrgaran J04
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa: -

) Kegiatan Operasional GERBANG EMAS

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 950.000.000,00 (Sembilan Ratus
ima Puluh Juta Rupiah) di mana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan
ehesar Rp. 652.338.900,00 (Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga
‘juh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah). Dengan demikian terdapat dana
ebesar Rp.297.661.100,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam
luh Satu Ribu Seratus Rupiah) dari yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan.

ndikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp. 950.000.000,00 {Sembilan

s . Lot i
iatu_s Lima Puluh Juta Rupiah) Perseniase nilai inpur dari kegiatan 1m ada
Ebﬂga] berikut:

Re alisasi <100%

Rencana

L 652.333.‘9‘301 100%
§50.000.000

= 68,67%

Nilai Input =
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Sﬁjﬂngka‘n 'E]Jfl.tl.lk men I nilaj
getahui njja; Output (kehuaran) Yang dijadikan indikator
tuk mengukur outpur yakni keadaan/realiggs; Peficapaian fisik di |
1 lapangan.

pealisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase pjjaj outpur dari kegi
I Kegiatan
i Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Bina Perckonomian dan

pembangunan maka realisasi fisik darj kegiatan tersebut di atas mencapai persentase
angka 100%. Menurut penanggung jawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik d;
lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di
atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase outpur dari Kegiatan Operasional
GERBANG EMAS ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai input dan owmtpur diketahui maka selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Efesiensi = 3P 100%
Input

100
68,67
= 145,62%

= 100%

Angka 145,62 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Operasional
GERBANG EMAS ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai imput dengan

Oulputnya berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran

nilai efektivitas, Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara oufcome (hasil)
penelitian ini nilai outcome terlebih
perolch berdasarkan tanggapan atau
sasaran dari Kegiatan

dengan outpur (keluaran) yang ada. Dalam

dahuly harus ditentukan. Pengukuran outcome 2
. dijadikan

Pendapat responden yang terkait sebagal pibak yerg &
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 PabEPOLA0GE. Tongetal dan Memperhatikan tentang Kegiatan Operasional
PETASION
GERBANG EMAS, dan hasil distribusinyg a4, ki

— Tabel 5.21
IStribusi pernyataan responden ata Kegia
Operasional GERBANG EM;LS -
Skala Penilaian Responden Frekuensi
£ ollah pond EI.IHIEI Persmzigﬂ (¥a)
2 Kurang mengetahui | 10
3 Mengetahui 2 20
4 Cukup mengetahui 4 40
y Sarigit mengetbii 1 10
Jumlah 19 S

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelition df lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahu mayoritas responden menyatakan bahwa

kegiatan ini oleh publik/pelanggan cukup diketahui dengan jumlah responden

sebanyak 4 orang atau mencapai 40%.

). Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfast Kegiatan ~Operasional

GERBANG EMAS, dan hasil distribusinya adalah:
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Tabel 527

Distribusi pery
Yataan reg i
Operasional GEREZI}::;HEﬂngEIHﬁ“
r-_._._ = - _-_-_-_-_-_-_-
e Penilaian Responden
=5 Tidak bermanfaag Fl'*k;"""ﬂ e
i Kurang bermanfaag z zz
5 Bermanfaat 2 20
4 Cukup bermanfaat : EU
5 Sangat bermanfaat : -
Jumiah
10 100

Sunber Dota: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian i lapargan
Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai tidak bermanfaat dengan jumlah responden
sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %.
3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan Operasional

GERBANG EMAS, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.23
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Operasional GERBANG EMAS
Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak baik 2 20
2 Kurang baik ; 30
3 Baik 4 42
. 1
4 Cukup baik 1 0
5 Sangat baik 0
# 0 100
Jumlah

Sumber Dot Diolah sendivt berdasarkan hasi penelitian di {5pange
. . nd
Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas Te3P0
dinilsi berjalan dengan baik dengan

jumilah
“egistan ini oleh publik/pelanggan
fesponden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.
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Wm&iﬂﬂﬂ GERBANG EMAS dengan |
_ butuhan/barapan mereka, dan hasil
distribusinya adalah

Tabel 5.24
pistribusi pernyataan responden atas Kegiatan Operagional GERBANG EMAS
__5_;.;_1313 Ptnﬁ;;g:k R;:E:indm Frtk;.ltnsi Ptl‘sm]fg.ﬂt (%)

2 Kurang sesuaj 4 40
3 Sesuai 2 20
4 Cukup sesuai 1 10
5 Sangat sesuai 2 20

Jumlah 10 il

Sumber Duta: Diolah sendiri berdasarkan hasil perelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ni oleh pubhk/pelangpan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan mereka
dengan jumlah responden sebanyak 4 orang ataw mencapai 40 %.

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan
pemerintah dengan adanya Kegiatan Operasional GERBANG EMAS, dan hasil

distribusinya adalah :

112



tas K -
CRiatan ﬂpmsmn:l GERBANG EMAS

“Skala Penilaian Respondr
‘_S.;kiﬂla Tiﬁinmﬁfgﬁ%‘hhﬁ%ﬂi Persentase (%e)
2 Kurang meningkatkan : "
3 Meningkatkan 3 jﬂﬂ
4 Cukup meningkatkan | "
5 Sangat meningkatkan 0 0
Jumlah 0 100

Sunber Data: Diolah sendirt berdasarkan hasil perefiian i Tapare
Dari tabel di atas, dapat diketahui tidak terdapat pendapat mayoritas dari
responden. Terlibat bahwa penilaian responden menyebar pada 3 skala, Responden
yang menyatakan bahwa kegiatan ini  meningkatkan kineja dan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat sehanyak 3 orang atau 30 %, yang menyatakan kurang
meningkatkan sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, demikian juga dengan
responden yang menyatakan tidak meningkatkan juga sebanyak 3 orang atau 30 %.
% Amalisis Deskriptif mengenai Oufcome kegiatan Operasional GERBANG
EMAS

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para rtspnndin, maka

masing-masing pendapat responden pada sefiap jawaban diberikan skor, kemudian

diskumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif unfuk setiap responden.
dalam interval skal
Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke = e

. R | ]'E,ﬁjl]jj]{l SECATA
dﬂﬁﬂhﬂ:m sebelumnya untuk mengetahuil tingkat kepuasan
{jpemﬁﬂﬂal GERBANG

yang telah

keseluruhan sebagai pengukuran oufcome dari Kegiatan

i jalam | berikout ini
EMAS ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan tabe

113




._N“ wntcrvst skada Jumlah [ keterangan
1 . T I e e Tidak Puas
2 6 sid 10 ¥ = 5 —
3 11 s/d 15 3 % =
4 16 sid 20 3 T T
5 21 s/d25 i : —

Sumber Data: Diclah serdiri berdararkan hasil penelition df lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bahwa jawaban responden
berdasarkan hasil perhitungan skor, 40% diantaranya berada pada interval 6 sid 10,
Interval 6 s/d 10 menunjukkan bahwa responden merasa kurang puas dengan
pelaksanaan kegiatan ini. Dengan dmuluan pencapatan indikator hasil (owfcome)
untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa kurang puas
terhadap kegiatan Operasional GERBANG EMAS. Dengan mengambil jumiah
pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinega sebagaimana standar

yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 60% (lihat tabel 2.1). Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa nilasi  oufcome dari kegiatan Operasional
GERBANG EMAS scbesar 60%.
Setelah nilai Oufcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat

kita peroleh dengan perhitungan sebagai berikut
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Nilai Efektivitas = —-"The <100%

“10p 10

D'E!Ilgﬂﬂ dﬁmi]“‘m dﬂpﬂt I:iig.ﬂl'.t'lhﬂl kﬂll bﬂh“"ﬂ. I[ﬂgiaim ﬂpﬂl’ﬁsil}nal

GERBANG EMAS memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai
145,62% atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlsh
persentase hanya 60 % atau kurang efektif, artinya pelaksanaan kepiatan ini sudah
sangat efisien akan tetapi kurang efektif atau kurang berhasil dalam mencapai tujuan
dan sasaran dari kegiatan ini karena masih sangat jauh dani persentase nilai maksimal
100%.
b) Pengembangan Usaha Baru BUMD

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 881.323.723,00 (Delapan Ratus

Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujub, Ratus Dua Puluh

Tiga Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaamnya dapat dircalisasikan sebesar Rp.

179.315.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu

i : (008.723.00 (Tujuh Ratus
Rupiah). Dengan demikian terdapat dana sebesar -Rp.702

.ah) dari yang dianggarkan
Dua Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Pulub Tiga Rupiah) dari yang dianggar

jatan ini berupa dana Rp.
tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan int Berips -
#1323723,00 (Delapan Ratus Delapan Pulsh Satu Jua Tiga Ratis D2 M &
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: juh Ratus Dua Puluyh T; :
pibu Tujuh Tiga Rupiah) Persentase pijy; ‘nput dari kegiatan inj
glatan 1

odalah sebagai berikut :

Rencana
——x]00%
calisas)
_179.315.000

e —— |
881.323.723
= 20,35%

Nilai Input =

00%

Sedangkan untuk mengetahui nilai ougpur (keluaran) yang dijadikan indikator
untok mengukur. oufput yakni keadaanirealisasi pencapaian fisik di lspangan.
Realisasi fisik di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai oufpur dari kegiatan
ini Berdasarkan data yang kami dapatkan dari Biro Bina Perekonomian dan
Pembangunan maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut di atas mencapai persentase
mgka 81,67%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di
lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan data tersebut di
#tas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase purput dari Kegiatan Pengembangan
Ussha Baru BUMD ini mencapai angka 81,67%.

Setelah nilai inpur dan owtpur diketahui maka selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Output _ 1 00%
Input
3167 100%
20,35

= 401,33%

Nilai Efesiensi =

Angka 401,33 % ini menunj .
at efisien, dimana antara nilal

Pengembangan Jsaha Baru BUMD ini sudalt S3n8
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pul dengan outputnya telah hﬂbﬂnding sangat make;
Maksimal. Tetapi perly d; ;
- NERE T o €lap perlu diketahui

Setelah nilai efisiensi diketahy; maka tahap selanjutnya adalah
pengukuran
ot ivitas. Efektivitas dihitung dep
pilai efektivi Vitas dihi Ban melihat rasio antarg outcome (hasil)

dengan output (keluaran) yang ada, Dalam penilitian ini nijaj outcome terlebih dahuly

mengenai oufcome dari Kegiatan Pengembangan Ussha Baru BUMD
1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan Pengembangan
Usaha Baru BUMD, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.27
Distribusi pernyataan responden stas Kegiatzn
Pengembangan Usaha Baru BUMD

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase {%)

1 Tidak mengetahui 1 10

2 Kurang mengetahui 1 10

3 Mengetahui 3 30

4 Cukup mengetahui 1 10

5 Sangat mengetahui 2 4

i3 Jumlah 10 L.

Sumber Data: Diclah m‘rrbmﬁ:uﬂr#ﬂﬂhmpammmﬂw

ponden menyatakan bahwa

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas res
s olah Tw sebanyak 5
Kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan enpd

*ring atau mencapai 50%.
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Baru BUMD, dan hasil distrihusinya adalah -

L Tabel 525
Distribusi Permmyatasy Fesponden atyg Kegiata
Pengembangap Usaha Bary BUMD ’
Skala Penilaian Responden
U T e ] Pt 30
2 Kurang bermanfaat 0 0
" Cukup bermanfaat : 0
5 Sangat bermanfaat 0 .
Jumlah 10 s

Sumber Dota; Diolah sendivl berdasarkan hasil penelition dl lnpargan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa

kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfaat dengan jumlsh responden

schanyak 6 orang atau mencapai 60%.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan

Pengembangan Usaha Baru BUMD, dan hasil distribusinya adalah :

_I.—-_-_._-_
Sumber Dara: Diolah sendiri berdasarkan hasil pent
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Tabel 5.29 Keoiots
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Pengembangan Usaha Baru BUMD
Skala Penilzian Responden Frek;msi Pers:m;:se (%a)
1 Tidak baik o
. Kurang baik z "
3 Baik
20
4 Cukup baik ﬁ .
5 Sangat baik = —
Jumlah e




— Tabel 5.30
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Pengembangan Usaha Bary BUMD
| Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)

1 Tidak sesuai 0 0
2 Kurang sesuai I 10
3 Sesuai 2 -
5 Sangat sesuai 3 4

“Jumlah i o

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan
Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/responden dinilai cukup sesuai dengan kebutuhan/harapan
mereka dengan jumlah rcspﬂn;ien sebanyak 4 orang atau mencapai 40%
5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinega dan pelayanan
Pemerintah dengan adanya Kegiatan Pengembangan Usaha Baru BUMD, dan

hasil distribusinya adalah :
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Tabel 537

Dmtnl;::mz:;? J::E:nlg::u a;:[j ;Egi“an
st_lah P%iil%%% Fﬂmn?se (%)
x Kurang meningkatian | i
3 Meningkatkan 6 o
4 Cukup meningkatkan 5 s
5 Sangat meningkatkan i ‘0
= Jumlah T e

Sunber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penefition i lapangan
Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang atau
mencapal 60 %o.
% Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Pengembangan Usaha Baru
BUMD
Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian
diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif unfuk setiap responden.
Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang -

. nden secara
ditentukan sebelumnya untuk - mengetahui- tingkat kepuasan espo

: thut ini :
BUMD. Hasil akumulatif terscbut disajikan dalam $abeh bers
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" No lutma]WT______________H
- 8 Hﬂtmngan
I 0 sid 5 -_-_-ﬁ-_-_l'_'—'—-—-—
. Tidak Puas
% 6sd 10 51— —
. Kﬂmng Puas
3 11 sid 15 -
30 i
4 16 sfd 20 7 - T
p
3 21 s/d 25 ; - e

Sumber Data: Diolah sendiri berdosarkan hasil penciian 3 fapamgen
- Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bahwa jawaban responden
berdasarkan hasil perhitungan skor, 70 % diantaranya berada pada interval 16 s/d 20.
Interval 16 s/d 20 menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas dengan
pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (outcome)
untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/peianggan merasa cukup puas
terhadap kegiatan Pengembanpgan Usaha Bara BUMD ini. Dengan mengambil jumlah
pendapat mayoritas resporden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar
vang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 80% (lihat tabel 2.1). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa nilai outcome dari kegiatan Pengembangan Usaha
* Baru BUMD in sebesar 80%

Setelah nilai Outcome kita ketahui maka selanjutoya nilai efektivias dapat

Kta perolen dengan perhitungan sebagai berikut:
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Nilai Efektivitas = Qutcome
Outpu
L. .
= 'E_l,-ﬁ_?' x 10004
=97,91%

% 100%

Angka 97,91 % ini menuniukkan bahwsg kegiatan Fengembangan Usaha B
Ay

BUMD sangat efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan behwa kegiaton Pengembangan Usaha
Baru BUMD memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 401,33 %
stau bahkan sengat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya juga dengan nilai
persentase mencapai 97,91 % atau sangat efekiif, artinya kegiatan ini telah
dilaksananakan dengan sangat efisien dan juga telah sangat efektif atau sangat
berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dengan jumlah
persentase mendekati nilai maksimal 100%.
) Peningkatan Produksi Daerah |

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 286.600.000,00 (Dua Ratus
Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana dalam proses
Mlksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 295.523.800,00 (Dua Ratus

Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah).
Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp.1.076.200,00 (Satu Juta Tujuh Puluh
Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dari yang dianggarkan

berupa dana Ep. M.Eﬂﬂ.ﬁm,ﬂﬂ {Dua Ratus

dapat direalisasikan.

. 11 Persen ilai i dari
Emnhﬂmh]uhEmm]umEmRamFib“I‘ ] i

kegiatan inj adalah scbagai berikut:

122



Rencana
lai Input = —nr " .,
Ni P Realisas; *100%

_ 295523300
296.600.000 V0%
= 99,64%

Sedanglan untisk mengetzhui il oupus (etusrag yang dijadikan indikator
uik mengUKUr oulput yakni keadaan/realisasi pencapaian fisk i lapangan.
Realisosi fistk di lapangan inilah yang menjadi persentase nilai outpur dari kegiatan
ini Berdasarkan cata yang kami dapatkan dari Biro Bina Perekoomian dag
Pembangunan maka realisasi fisik dari kegiatan tersebut df atas mencapai persentase
wngka 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini, realisasi fisik di
lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terksit. Berdasarkan data tersebut di
afas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase ofpur dari Kegiatan Peningkatan
Produksi Daerah ini mencapai angka 100%.

Setelah nilai input dan owipur diketahni maka selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Efesiensi = 22" . 100%
Input

-ﬂx]m%

99,64
= 100,36%

Peningkatan Produksi
Angka 100,36 % ini menunjukkan bahwa kegiatan
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ini disajikan pendapat responden mengenai
cutcome dari Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah

|, Publik/Pelanggan mengetahui dap memperhatikan  Kepiatan Peningkatan
Produksi Daerah, dan hasil distribusinya adalah, -

Tabel 533
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Peningkatan Produksi Daerah
Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)

1 Thdak mengetahui 0 0
2 Kurang mengetahui 4 40
3 Mengetahui 5 50
4 Cukup mengetahui 0 0
5 Sangat mengetahui L 10

I Jumlah 10 2B

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasit penclition 4i kipangat |
Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan kegiatan

i ; ak 5 orang atau
i diketahui oleh publiki/pelanggan dengan jumleh responden sebany '
Teacapai 50 %,
. aneat dari
L Tanggapan Publik/Pelanggan mengenal M -
Produksi Daerah, dan hasil distribusiny2 adalal

Kegiatan Peningkatan
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Distribusj Pernyataayn r:s.
Peningkatap Pm:::hd‘m s o
Siala Penilaia umﬂhﬁ::ni
o Tidk b L8| Vet
3 Kurang bermanfag 5 .
: ocussns 1 50
y Cukup bermanfaat 2 ;E
" Sanpat bermanfaat I 19
o TH 100

Sumber Data: Diclah sendiri berdararkan hasil penelition di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa

egiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfast dengan jumiah

responden sebanyak 5 orang atan mencapai 50 %.

). Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai pelaksanaan Kegistan Peningkatan

Produksi Daerah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.35
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Peningkatan Produksi Daerah

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)

I Tidak baik 2 A0

2 Kurang baik 3

1 Bail 4 40

10

4 Cukup baik L .

3 baik 0
—— —;a 10 e |
S Jumlah

Somber Data: Diolah serediri berdasarkan hasil penelition dt [oporscs
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Dari tabel di atas, dapat diketahy; MAYOritas responden
Nden menyatakan

" | bahwa
(egiatan ini oleh puhllk.l’pelanggan dinilaj berjalan baik g
: engan

jumlah responden
hanyak 4 Orang atau mencapaj 4¢ o

4, Tanggapan Publik/Pelanggan Mmengenai  kesesuajan pelak Ke
sanaan giatan

Pﬂﬂiﬂgkatﬂn Produksi DEE-THI]. d‘EI'I
2an kebulyhan mereka, dan hasil distribusinya
adalah :

Tabel 5,36
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Peningkatan Produksi Daerah
Qkala Penila_inn Rﬁpu_ndml | Frekuensi Persentase (%)

1 Tidak sesuai 5 50 =
2 Kurang sesuai 0 0
3 Sesuai 2 20
4 Cukup sesuai 2 20
5 Sangat sesuai ! 19

Jumlah 10 s

SGumirer Data; Dislah sendiri berdasarkan hazil penelition df lapangar

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan kegiatan
ini oleh publik/pelanggan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka
dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %.

. . kinerja d layanan
5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan s

pemerintah dengan adanya Kegialan Peningkatan Produksi Daerah, dan hasil

distribusinya adalah
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Tabel 5,37

Distribusi per
- Yataan reg
Peningkatan PrnE::;eﬁ::::hK‘Eiﬂhn
_'E_Tala Pepilaiawﬁ—ﬁ___ :

1 Tidak men.ingkaﬂan ‘—rel""z‘—-—-—-"_:."_.ﬂ___ Persentase !‘!-"'n!

2 Kurang meningkatkap | 2

4 Cukup meningkatkan 7 21

S "
Jumlah

10 100

Sumber Data; Diclah sendiri berdasarkan hasil peneliian af fapargan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan ki el dan palayansn
pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sehanyak 5 orang aten
mencapai 50 %.

# Analisis Deskriptif mengenai Quicome Kegiatan Peningkatan Produksi
Daerah .

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian
diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif unfuk setiap responden.
Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah
ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan Tesbom S
keseluruhan scbagai pengukuran outcome dari Kegiatan Peningkatan Produksi

Daerah in. Hasil akumulafif tersebut disajikan datam tabel beaikut il
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Distribusi Akumulatif Ptr“}“‘:;tt:zﬂﬂ
Sponden T

T No P i erhadap Pe

No Interval gk_,'ﬁ'_"‘—r;ﬂ—-—:‘.;____‘hl:fhe h p Peningkatan
| —_— -ﬂﬁ [ ——

] 0 s/d 5 '_'_'a'—-—-____ﬁ____'_-_ Hﬂarj“gan

2 6 s/d 10 —'—-—-—5-—-—____5_1]___4__ Tidak Puas

3 11 sid 15 T Kurang Puas
=4 16 s/d 20 T 5 Eu]-::s
s =

5 21 s/d 25 1 10 Sangat Puas

Swmber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil peniitior 3 [rv—
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa bahwa jawaban responden
berdasarkan hasil perhitungan skor, 50 % diantaranya berada pada interval 6 /d 10.
Interval 6 s/d 10 menunjukkan bahwa responden merasa kurang puas dengan
pelaksanaan kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (ourcome)
untuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa kurang puas
terhadap ke:g;iatm% Peningkatan Produksi Daerah ini. Dengan mengambil jumlah
pendapat ma;rnrit# responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar
yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 60% (lihat tabel 2.1). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa nilai oufcome dari kegiatan Peningkatai Produksi
Daerah ini sebesar 60%.
Setelah nilai outcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita

Peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Outcome
A ] D
Nilai Efektivitas Output
——-—xlﬂﬂ%
100
= 6%
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60 % atau

jurang efektif. Hal ini mengindikasikan bahws kegiatan ini meskipun sangat efisi
sien

dalam pelaksanaannya akan tetapi kurang efekiif atay kurang berhasil dalam

mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan inj karena masih sangat jauh dari
persentase nilai maksimal 100%.

1, Biro Dekonsentrasi

Berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2004,
maka Biro Dekonsentrasi mempunyai 12 jenis kegiatan yang dananya dialokasikan
dari Belanja Pelayanan Publik. Dua Belas kegiatan yang dianggarkan dari Belanja
Publik ini secara umum menyangkut Belanja Operasional dan Pemeliharaan dan
hanya sebagian kecil untuk kegiatan Belanja Modal.

Dalam pengukuran efisiensi dan efekiivitas dari 12 kegiatan Biro
Dekonsentrasi ini dipilih 3 jenis kegiatan yang memiliki anggaran terbesar. Berikut
i 3 jenis kegiatan dari Biro Dekonsentrasi yang memiliki anggaran terbesar

berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004 :
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B
NO| UNIT KERJAKEGIATAN L TMGE;MMA PUBLIK
T REALISASI
1|Pengadaan Tanah Untuk Pemproy, S - (Rp) (Rp)

2|{Peningkatan Sarana Pemerintap Pemprov Suise 7.0%0,000.000 " £508.268.000

Penyediaan Prasarana Pendukung Pemproy =l 1.060.000.000 | 1.080.000.000

; : 600.000.000 | 507.752.
Sumber Dota: Dicdah sendiri _berdm-m-k,uﬂ LPT Gubernur SulSel terhadap AP iz
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahyy; | ; BI} Talhwn Anggoran 2004

) Kegatin Pengadaan Tansh Uotuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 6:000.000.000,00 (Enam Milyar
Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.
5.808.266.000,00 {Lima Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh
Enam Ribu Rupiah). Dengan demikian terdapat danma sebesar Rp.191.734.000
(Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dari
yang diangparkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini
berupa dana Rp. 6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah). Perscntase nilai input dari
kegiatan ini adalah sebagai berikut:
Realis:asix] 00%
Rencana
_ 5.808.266.000 ;55

"~ 6.000.000.000
= 96,80%

Nilai Input =-

i diiadikan indikator
Sedangkan untuk mengetahui nilai ouput (K¢ il ——
. o fsik di lapangan. Realisasi fisik di

Uituk mengukur putput yakni keadaan penc
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inilah yan iadi
W i yang “H:ruﬂdl pm'm:nms_: Ili]&i
data Yang kami dapatkan

i alas sebesar |
ersebut di @ 00%. Menurut Penanggungiawab teknjs dari kegiatan ini

calisasi fisik di lapangan telah diawasi dap dinilai oleh 1
Instansi terkait. Berdasarkan

Setelah nilai fmpur dan outpu diketahui maka selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut-

Cutput
Input
100

- 100%

9680 "

= 103,30%

Nilai Efesiensi =

=1 00%%

Angka 103,30 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi in sudah sangat efisien, dimana antara nilai

input dengan outputnya berbanding sangat maksimal

Setelah nilai cfisiensi diketahui maka tahap selanjuinya adalah pengukuran
wlai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara outcome (hasil)
Dalam penilitian ini terlebih dahulu nilai owfcome

outcome  adalah  kepuasan

dengan outpur (keluaran) yang ada.
barus  ditentukan, Indikator ~pengukuran
masyarakat/pelanggan. Pengukuran outcome i puakife, 1 RS
| ianggapan sl pendapat Tespouked yang terkait sebagai pihak yang

i . , s Tansh Untuk KwﬁnganP:mﬂiﬂtﬂh
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provins’ PRt Gy Pendapat FCSponden mengenai outcome dar; Kegiatan
€ dan Kep
pengadaan Tasah Untuk Kepentingan Pemeripgg), Provinsj -

. Publil/Pelanggan mengetahui gap Memperhatikan Kegiatan Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasi) b i

Tabel 5.49
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pepi

. .U!ltul: Kepentinpan Pemerintah llfgml::t: Pengadaan Tanah
.-LT la P%gﬁ;i?;:;;m Fﬁk{ltnﬂ Pers]tzse (%)
2 Kurang mengetahui I 10
3 Mengetahui 4 40
4 Cukup mengetahui ] .10
5 Sangat mengetahui 3 10
Jumlah 10 100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan imi diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden scbanyak 4
orang atau mencapai 40 %.

1. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat Kegiatan Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Pemerintah Provi nsi, dan hasil distribusinya adalah
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pistribusi pernyataan respong

2 €n atyy ﬁe iaty
Kepen tingan meer'm?;qh pnr::iﬁ:d“ﬂ Tanah Untuk
—_] Penilaian Respondey T———
Sk bemge | Freluen T penm e
: wdak bermanfaat """—-—r-—-l._._.ﬂﬁm*ﬂ“ (%)
2 K.urang bennanfaat 6 b
3 bermanfaat 2 :E
4 Cukup bermanfaat 1 10
5 Sangat bermanfaat 0 0
2R Jumlah
10 100

Sumber Dala: Diolah sendivi bevdasarkan Fasil peneiitian &

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayonitas responden menyatakan bahwa

kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfast dengan jumlah

responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kepiatan Pengadaan

Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.42

Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Pemerintzh Provinsi

Suntber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil pert
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Skala Penilaian Responden Frekuoensi Pemn?se (%)
1 Tidak baik 0 !
2 Kurang baik 3 3
3 Baik 2 o
4 Cukup baik 4 "
L ] 10
1_5 Sangat baik - -
Jumlah L




dengan
kebutuhan'harapan mereka, dan hasj] distribusinya adalah -
Distribusi p ” Tabel 5.43
ISIripusl pernyataan mpﬂndm atas Kﬁgilhﬂ P d
Kepentingan Pemerintah meh‘,f 30w Tauuk Untak
' Skala Penilaian Responden Preliieas
1 Tidak sesuai o~ "m*ﬂlt;se (%)
.. Kurang sesuai g 80
4 Cukup sesuai 1 10
3 Sangat sesuai 0 0
Jumlah 10 100

Sumber Data: Diclah sendiri berdasarkan kasil penelition di lapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa

kegiatan ini oleh publil/pelanggan dinilai kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan
mereka dengan jumlah responden sebanyak 8 orang atau mencapai 80 .

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kincgja dan pelayanan

pemerintah dengan adanya Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Pemerintah Provinsi, dan hasil distribusinya adalah
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tpen ﬁ“gai‘]f::ftﬁzﬂ;m;;?gadnan Tanah Untuk
__SE'H_TE Pt'?lilﬂ.illﬂ EW Fr ;
: Tidak mmnmﬂ@ﬂ— Persentase (%)
7 Kurang meningkatkan 1 .
3 Meningkatkan 5 )
4 Cukup meningkatkan 4 iz
__5 Sangat meningkatkan 0 0
Jumiah 10
l 100

Sumber Data: Diolah sendi berdasarkan hasl pemeliian & Tapangan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau
mencapai 50 %.
“ Analisis Deskriptif mengenai Ourcome Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Pemerintah Provinsi |

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dan para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian
diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumuldtif untuk seliap responden.
Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah

ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat KepeamEm 160 o

KW&“EHD Pemerintah Provinsi ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel

berikut inj -
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T
pistribusi Akumulatif Pernyagqq, ;r:l f,t]s
Tanah Untyk Kepe Ponden Terhadap K,

fingan Pemerintah, Provinsi ¢glatan Pengadaan
" No Inhwammr?“_
2 6 sid ﬁ'—'--ﬂ—?.______m_ 1:::]: ;:,,5
'_3 11 s/id 15 _'“"‘—'5—-—-__.5.}_ Pugﬂsm
. it WO IR iy 19 Cukup Puas
3 21 s/d 25 1 T e

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan P g

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Sl veondi
berdasarkan hasil perhitungan skor, 50 % diantaranya berada pada interval 11 s/d 15,
Interval 11 s/d 15 menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan pelaksanasn
kepiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi. Dengan
demikisn pencapaian indikator hasil (owtcome) untuk kegiatan ini dapat dikatakan
bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap kegiatan ini. Dengan mengambil
jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana
standar yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1),
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai outcome dari kegiatan Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini sebesar 70%.

Setelah nilai oufcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita

Pervleh dengan perhitungan sebagai berikut:

g . _Dutﬁnmtxlm%
Nilai Efektivitas = Output

'=-EE- xlﬂﬂ%
100

= 70%
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Angka 70 % Ini. menuejokin pgpyg kegiatan Pengag
en
ﬁpm[ingﬂn Pl Pk i aair aan Tanah Untuk
Dengan demikian dapat g
| digambarkan bahyy, kegiatan Pengadaan Tanah
yntuk Kepentingan Pemerintah Provinsi inj e

memiliki nilai efisiensi dengan j
Jumlah

persentase 103,30 % atau bahkan sangat efisien, Sedangkan nilaj efektivitas d
engan

jumlah hanya mencapai persentase 70 % atgy efektif. Hal inj mengindikasikan bahwa
kegiatan ini sudah sangat efisien dajam pelaksanaannya dan juga efektif atau berhasi]
dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun belum terlalu
memuaskan/berhasil sebab belum dicapai dengan persentase nilai maksimal 100%
b) Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.060.000.000,00 (Satu Milyar
Enam Puluh Juta Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan
sehesar Rp. 1.060.000.000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Juia Rupiahj. Dengan
demikian seluruh dana yang dianggarkan dapat direalisasikan. Indikator masukan
ik Kegiatan ini berupa dana Rp. 1060.000000,00 (Satu Milyar Enam Puluh Jua
Rupiah). Persentase nilai input dari kegiatan ini adalah scbagai berikut:

Re alisasi «100%

Eencana

_ 1.060.000.000, ;4004
1.060.000.000

= 100%

Nilai Input =

i output (kelaran) yang dijadikan indikator

Sedangkan untuk mengetahui nil
sik di lapangan. Realisasi fisik di

jan fi
Wik mengukur oufpus yakni keadaan pencapaian
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Selatan mencapai angka 100%,

Setelah nilai input dan owtpwi diketahy; maka selanjutnya pengukuran
efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Output
nput

=E‘Exlﬂﬂ%
100

Nilai Efesiensi =

x100%

=100%
Angka 100 % ini mepunjukkan bahwa kegiatan dari Peningkatan Sarana
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah sangat
efisien, dimana antara nilai input dengan outputnya berbanding sangat maksimal
Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran

nilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara cufcome (Fasil)
Dalam penilitian ini teriebih dahulu nilai owicome
adalah  kepuasan

dengan output (keluaran) yang ada.

brs  ditentukan. Indikator ~pengukuran  OUICOME
outcome  dalam penelitian ini diperoleh
yang terkait sebagai pihak yang
grana Pemerintahan Untuk

Masyarakat/pelanggan. Pengukuran
berdasarkan tanggapan atau pendapat responden
Gjadikan sasaran dari Kegiatan Peningkatan S
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- Tabel 5.46
istribusi pernyataan responden atas Kegiatan Penoads
x Sa
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemwiutal:gn?mﬂn?n:i .

SL:.E; PE%?;ER“::EET Freltll]ansl Ptneult;at (%)
2 Kurang mengetahui 2 20
3 Mengetahui 4 40
4 Cukup mengetahui ! 20
5 Sangat mengetahui : i
Jumlah 10 i

Sumber Data: Dislah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapargan

Dari tabel di atas, dapat diketahui mayoritas responden menyatakan bahwa
kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlsh responden sebanyak 4
orang atau mencapai 40 %.

2 Tangsapan Publik/Pelanggan manfaat dari Kegiatan Peningkatan Sarana
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi , dan hasil distribusinya

adalah -
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B Pemerintahan Ungy), ¢pentingan P“-mﬂ‘ln::muf?“m
Sk:ih Pe;flaw-—-—-ﬁ_____l
idak bermanfag | Frekuensi Persentase (%)
7. Kurang bermanfag 2 e
3 Bermanfaa " -
4 Cukup bermanfaat 0 »
3 Sangat bermanfaat 0
Jumish 10 100

“Sumber Data: Diolah sendirl berdasarion hasil penelirian di lapangan

Dan tabel di atas, dapat diketahu; mayoritas responden menyatakan kegiatan

ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfaa dengan jumlah responden sebanyak 8

orang alau mencapai 80 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan Kegiatan Peningkatan

Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi, dan hasil

distnbusinya adalah :

Tabel 5.48

Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Sarana
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Frovinsi

i el
Sumber Dara: Diolah sendiri berdasarkan hasil et
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Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak baik 0 'i;
2 Kurang baik 2 jﬂ

4
3 Baik
20
4 Cukup baik 2 i
5 Sangat baik
e 10 100
Jumlah et
e ciitian df lapangt




4. Tanggapan

Tabel 5.49

Distribusi pernyataan responden atys K
: egiatan ran
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pamerizrlmnfi. )

Skala Penilaian Rexpu_nﬂen Frekuensi | Persentase (%)
1 Tidak sesuai 1 10
2 Kurang sesuai 4 40
3 Sesuai 3 30
4 Cukup sesuai ] 10
5 Sangat sesuai 0 0
Jumlah 10 100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian df lapangan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

behwa  kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang scsui dengan

kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden scbanyak 4 orang atau

mencapai 40 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peninghstan ki<t
. . arana Pemerintahan Untuk
pemerintah dengan adanya Kegiatan Peningkatan 8
Kepentingan Pemerintah Provinsi , dan hasil distribusinya adalah
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Distribusi

Sala Penilaian Rﬁ_ﬂ_‘hﬁhﬁhﬁ_ﬁ_
1 | Tidak meningkatkan ———reKbensT | Porsentase ()
/) Kurang meningkatian ] 0
] Meningkatkan 5 10
4 Cukup meningkatkan 2 ;:;
5 Sangat meningkatkan 9 20
Jumlah 10 100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penglitian 3 s

Dﬂﬁtﬂbﬂldjﬁlﬂsﬂﬂpﬂidikeﬂhujhahmmmﬁmmmm}rm
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang
atau mencapai 50 %
* Analisis Deskriptif mengenai Oufcome Kegiatan Peningkatan Sarana

Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para respenden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian
diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk sctiap respmle

Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah
tingkat kepuasan responden  secara

giatan Peningkatan Sarana
akumulatif tersebut

ditentukan  sebelumnya untuk ‘mengetahui
tescluruhan sebagai pengukuran outcome dari K¢
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini. Hasll
Usajikan dalam tabel berikut ini :
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Tabel 5,51

. i Akumulatif Pernyat
pistribusi . yataan Respopg,
Sarana Pemerintahan Ungy) Kepm';lnTErhnda]l Kegiatan Peningkatan
- gan Pemerintah Provinsi :
~No | Interval skala m“'&—-—-—-—-—._._
Keterangan
= 0 sd 5 e T
Tidak Puag
=% | 6 sfd 10 1
10 Kurang Puas
3 11 s/d 15 3 0
Puas
s 16 s/d 20 6 i) Cukup Puas
S 21 s/d 25 0 0 Sangat Puas

Sumber Dala: Diolah sendirl berdasarkan hasi peneiitian 9 lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahvi bahwa jawaban responden
berdasarkan hasil perhitungan skor, 60 % diantaranya berada pada interval 16 s/d 20,
Interval 16 s/d 20 menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas dengan
pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan Untuk Kepentingan
Pemerintah Provinsi ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (outcome)
utuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publikipelanggan merasa cukup puas
terhadap kegiatah ini Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas responden,
maka penilaian ukuran kinerja scbagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari
Kegiatan ini adalah 80% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulian e
Wl otcome dari kegiatan Peningkstan Sarana Pemecinaha Untuk Kepentingan
sebesar 80%.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini
Setelah nilai oufcome kita ketshui maka sclar)

Peroleh dengan perhitungan sebagai berikut
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nilai efisiensi dengan jumlah persentase 100% atau sangat efisien. Sedangkan nilai
efektivitas dengan  jumlah persentase 80 % atau cukup efektif. Hal inj
mengindikasikan bahwa kegiatan ini sangat efisien dalam pelaksanaannya dan cukup
cfektif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan ini dengan mendekati
persentase nilai maksimal 100%.
¢) Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta
Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.
97.752.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta, Tujuh Ratus Lima Puluh
Dua Ribu Rupiah), Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 2248.000,00 (Dua

o, Dua Ratus Empat Pulub Delapan Ribu Rupiah) dari yang dianggarkan fidsk
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- _ Realisasj
NilaiInput = ———,x}qqs,

= 297.752.000
600.000.00p * '99%
=099.63%
et mm:lgﬂah"l "l outpu (keloaran yang dijadikan indikator
untuk menguikur output yakni keadaan pencapaian fisk g lapangan. Realisasi fisik di
lpangan In{al yeng menjadi. persentase nilsi oupput dari kogiatan i, Berdasakn
data yang kami dapatkan dari Biro Dekonsentrasi maka realisasi fisik dari kegiatan
tersebut di atas sebesar 100%. Menuryt Penanggungjawab teknis dari kegiatan ini,
realisasi fisik di lapangan telah diawasj dan dinilai cleh instansi terkait. Berdasarkan
data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa njla; persentase output dari Kegiatan
Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintsh Provinsi ini
mencapai angka 100%.
Setelah nilai input dan outpuf diketahui maka selanjutnya pengukuran
efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

t
Input

99,63

=10037%

x 100

Nilai Efesiens) =

ukkan bahwa kegiatan dari Penyediaan Prasarana
sangat Eﬁﬁi':nl dimana antara

Angka 100,37 % ini mepunj

Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini
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Setelah nilai efisiens; diketahuy;
11} mﬂkﬂ taha
p sel

anjutn
silai efektivitas. Efektivitas dihitung o e ¥a adalah pengukuran
at

rasio antara ouicome (hasil
tput (keluaran )
Jengan Oulp [ ) yang ada, Dalam Penilitian in; terlebih dahuly nila; I

i oulcome

parus  ditentukan.  Indikator

1an
berdasarkan 1anggapan atau pendapat responden yang terkait sehagai pihak yang
dijadikan sasaran dari Kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepent;
ingan

Pfﬂ']ﬂiﬂiﬂh PMiMi iﬂi, Bt]'il'nl! in.i liiﬂﬂj]];ﬁn mdm mpnﬂdﬂn men . oulcome

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan  Kegiatan Penyediaan
Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi , dan hasil
distribusinya adalah :

Tabel 5.52
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Peyediaan Prasarana
Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Frovinsi

Skala Penilaian Responden Frekuensi I Persentase (%)
1 Tidak mengetahui 1 10
2 Kurang mengetahui 2 20
3 Mengetahui 2 20
4 Cukup mengetahui 4 40
5 Sangat mengetahui 1 10
- Jumiah 19 L
T Suniber Dora Diolah sendliet berdsarkas hasi penetiian df prat
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i tabel di atag ' i
Dari dapat diketahy; bahwa mayorita responden menyatakan

Wi oleh pul:lik.n’ptlmuggm dengan jumlah
sebanyak 4 orang atay mencapa;j 40 o,

hghwe kegiatan 1 dinilaj E.‘.u.kup diketah

2. Tanggapan Publik/Pelanggan manfag g, Kegiatan Penyedigny p
Pendukung Untuk Kepentingan Pemeriniah proyipg;

Hdﬂ]ﬂh 5

tas Kegiatan Peyediaan Prasarana
Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)
| Tidak bermanfaat 0 0
2 Kurang bermanfaat 4 40
3 Bermanfaat 3 30
4 Cukup bermanfaat 3 30
5 Sangat bermanfaat 0 0
Jumlah 10 s

Sumber Data- Diclah sendiri berdatarkan kasil penelitian i lapangan
Dari tabel di atas dapat diketahui bshwa mayoritas responden menyatakan

o inilai aat dengan jumlah
bahwa kegiatan ini oleh publik/peianggan dinilai kurang bermant; gan )
tesponden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

i iaan

& Tanggapan Publik/Pelanggan mengenal proses pelaksanaan Kegiatan Pm}rﬂ:: .

hmﬁﬂﬂ- -[-"' : 1 Pemerintah Provinsi, dan asil
endukung Untuk Kepentingan

distribusinya adalah :
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d
Pendukung Ungyj Kg;;:,:-m Kegiatay Pey

'0gan Pemerinty ¢diaan Prasarana

h Provinsi

1 Tidak baik -—-—F-I;'-'E.E;'J_gs_l___ Persentase (%)
2 Ku:ang baik 5 i
; Baik 3 20
30
4 Cukup baik : .
4 Sangat baik - .
| Jumlah T =
Sumber [rata: Diolah sendiri berdorark P

Dari tabel di atas dapat diketahy; bahwa mayoritas responden menyatakan

behwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah

responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 % dan cukup baik dengan jumlah

responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan
Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi
dengan kebutuhan/harapan mereka , dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.55 .
Distribusi pernyataan responden atas Keg:iatani Peyediaan I’I_'as:nna
Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Proviosi

Skala Penilaian Responden Frek&]sl P:m?se (%)
1 Tidak sesuai ks
E Kurang sesual 5
3 Sesuai 4 40
4 Cukup sesuai 1 10
G
. 0
5 Sangat mL____ - -
Jumlah L

“Sumber Doia- Diolak sendird berdasarkan hasil
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Kepentingan Pemerintah Provinsi , dan hasi] distribusinya adalah -

DR t Tabel 5.56
stribusi pernyataan responden atys Kegiatan Peyedia
P
Pendukung Untuk Kepentingan Pmaﬁn::h ﬁ:;n;l'mrana

5]‘13'“ P;Ekﬂ:&m?mﬁn Frﬂgwmi I'tr.!ent;ﬂ (%)
2 Kurang meringkatkan 1 10
3 Meningkatkan 5 50
4 Cukup meningkatkan 2 20
5 Sangat meningkatkan 2 20
Jumlah 10 100

Sursber Data: Diolah sendiri berdosarkan hasil penelitian oi lapangan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

behwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang

atan mencapai 50 %
% Analisis Deskriptif mengenai Outcome Kegiatan Penyediaan Prasarana
Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi
Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para
son | diberikan skor, kemudian
masing:masing pendapat responden pada seiap JMEDCT

. gfif untuk setiap responden.
diskumulasikan untuk mendapatkan skor _fumul

responden, maka
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i Tabel 5.57
e P e T K
" No Interval skala Jumiah % Keterangan
1 0 sid 5 0 0 Tidak Puas
) 6 s/d 10 2 20 Kurang Puas
3 11 s/d 15 2 20 Puas
4 16 s/d 20 [ 60 Cukup Puas
21 s/d 25 0 0 Sangal Puas

Swmber Data: Dlolak sendivi berdasarkan hasil penelition df lapargan

Berdasarkan ‘tabel di atas dapat diketabui bahwa jawaban responden
berdasarkan hasil perhitungan skor, 60 % diantaranya berada pada interval 16 s/d 20.
Interval 16 s/d 20 menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas dengan

pelaksanaan kegiatan Penyediaan Prasarana Pendukung Untuk Kepentingan
Pemerintah Provinsi ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (outcome)
intuk kegiatan ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan MErEsa cukup puas
gambil jumiah pendapat mayoritas responden,

dapatdisimpull:an bahwa

Erhadapkegiatan ini, Dengan men
maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana

. demikian
kegiatan inj adalah 80% (lihat tabel 2.1)- Dengat
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ilai dari kegi :
gilai ouicome gistan Penyegipan "

Sarang quk
pemerintah Provinsi yaitu sebesar 80%

Sﬁtﬁlﬂh nilai OMNCome kit.ﬂ .
ketahuj 3
_ maka selanjutnya pjlg efektivitas dapat kita
peroleh dengan perhitungan sebagai herijys-

Nilai Efektivitas = ﬂutmm:}:m%
Output
80
=100 ¥ 100%

= 80%

Angka 80 % ini menunjukkan bahwg Kegiatan Penyediaan Prasarana
Pemerintahan Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi ini cukup efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Penyediaan Prasarana
Pendukung Untuk Kepentingan Pemerintah Provinsi memiliki nilai efisiensi dengan
jumlah persentase 100% atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitas dengan
jumlah persentase 80 % atau cukup efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan
ini dilaksanakan sangat efisien dan cukup efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran
dari kegiatan ini dengan mendekati persentasg nilai maksimal 100%.

4. Biro Otonomi Daerah.

Berdasarkan DASK (Dokumen Anggaran Satuan Kerja) tahun anggaran 2004,

1 6.jeni 1 dialokasikan
maka Biro Otonomi Daerah mempunyai 6 jenis kegiatan yang dananya dialo

dari Belanja Pelayanan Publik. Enam kegiatan YAng dianggarkan dari Belanja Publik
ional dan Pemeliharaan dan hanya

ini secara umum menyangkut Belanja Operasia
sebahagian kecil untuk kegiatan Belanja Modal
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Dalam pengukuran efisiensi dan Efﬂklhrita.-; dart
ar1 6

peerah ini dipilih 3 jenis kegiatay —— kegiatan Biro Otonomi
‘ e miliki anggaran terbesar, Besiliui ii 3

jenis kegiatan dari Biro Otonomi g, b
Yang  memilik; anggaran

" F - T’hﬂl 5153
Tiga Jenis Kegiatan Biro Otonomi ik
aerah Yang Memiliki Anggaran Terbesar
BELANJA PUBLIK

IO UNIT KERJA/KEGIATAN TARGET REALISASI

i (Rp) (Rp)
{|Fasilitasi Penataan Daerah S4T676.000 | 515.945.000
2|pelaks. Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemdal 395.082.000 | 273 300,500
Fasilitasi Penguatan Penyelenggaraan Otoda 320,260.000 315.826.000

Suber Dota: Diolah sendiri berdasarkan LF.J Gubernur SulSel terhadsp APBD Tolum Anggaran 7004
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui babwa:
a) Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah.
Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 547676.000,00 (Lima Ratus
Empat Puluh Tujuh Juta, Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dimana dalam
proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 615.945.000,00 (Lima Ratus
Lima Belas 'Iuta, Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan demikian
terdapat dana sebesar Rp. 31.731.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga
anggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator
ana Rp. 547.676.000,00 (Lima Ratus Empat

Ribu Rupiah). Persentase nilai

~ Puluh Satu Ribu Rupiah) dari yang di
masukan untuk kegiatan ini berupa d
Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Pulub Enam

Mput dari kegiatan ini adalah sebagai berixVt
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Realisasi

Renecang *100%

_ 315.945.000

. mH 100%
= 94,21%

NilaiInput =

Sedangkan untuk mengetahuj pija Output (keluaran) yang dijadikan indikatar
ynituk mengukur output yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan, Realisasi fisik di
Japangan inilah yang menjadi persentase nilaj oulpul dan kegiatan ini. Berdasarkan
data yang kami dapatkan dari Biro Otonomi Dacrah maka realisasi fisik dari kegiatan
tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini,
realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan
data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase oufput dari Kegiatan
Fasilitasi Penataan Daerah ini mencapai angka 100%.

Setclah nilai input dan ourput diketahui maka selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Output 1 005

Nilai Efesiensi =

- 100 w 100%
94,21

= 106,37%

i - Fasilitasi Penataan
Angka 106,37 % ini memmjukkan bahwa kegiatan dari Fasili
i I aptara nilai mpul dengan outputnya

Daerah ini sudah sangat cfisien, dimand

berbandin maksimal.
o aka tabap selanjutnya adalah pengukuran

engan melihat 13S0

o efeiend diketahul ,
Setelah nilai efisi o (hasil)

nilai efektivitas, Efektivitas dihitung 9
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. dah.u_] o
parus  ditentukan.  Indikator Pengukuran u nilai outcome
oulcome  adalah ke
ms?arakﬁﬂpblmggﬂﬂ* Pengukuran e puasan
M penclitian  ini diperoleh

pendapat responden mengenai outcome dag; Kegiatan Fasilitasi Penatagn ‘

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan Kegiatan Yang Menfasilitasi

Penataan Daerah, dan hasil distribusinya adalah -

Tabel 5.59
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah
Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak mengetahui 1 10
2 Kurang mengetahw 4 40
3 mengetahui 2 20
4 Cukup mengetahui 3 30
5 Sangat mengetahui 0 .
Jumlah 10 W

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hyst] penelitian o fapangan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa  kegiatan ini Kurang diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah

responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %
manfaat dari Kegiatan Yang Menfasilitasi Penataan

% Tanggapan Publik mengenai ma8 1% ¢

Daerah, dan hasil distribusinya
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Tabel 5,69

pistribusi pelztg:::n Roonden atas Kepiatap Fagitises
Shala | Peraian Responden |y, oot Penataan Dacrsh
] kb = ﬂl.ll!nil Persentase (%)
5 Kurang bermanfaa; 4 “
3 Bermanfaat 4 o
40
4 Cukup bermanfaat 2 20
5 Sangat bermanfaat 0 0
— Jumlah 10
= 100

Sumber Data: Diolak sendiri E"Eﬂ?'-ﬂ.i‘ﬂ:"h].rrftg,rﬂ WﬂEHﬂ-ﬂﬂcﬁhu Hl

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan mi oleh publik/pelanggan dinilai kurang bermanfaat deogan ol
responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 % serta kegiatan ini bermanfaat
dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

3. Tanggapan Publik mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Yang Menfasilitasi

Penataan Dacrah, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.61
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Fasilitasi Penataan
Dacrah
Skala Penilaian Responden Frekuensi P '-“‘-“ﬂ]t;“ () |
1 Tidak baik k
2 Kurang baik 1 10
3 Baik 5 20
20
4 Cukup baik j =
5 Sangat baik m .
Jumlah L
- sl pemeitian ail iapanget
Sumber Data: Diolah sendiri berdasorkan s e

Dari tabel di atas dapat diketahu!
bahwa kegiatan ini oleh P“bwpdmm
3taumﬂﬂﬁ']ﬂ:‘ 50 %

dinilai berjalan baik dengan jumlah
fesponden sebanyak 5 orang
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. Mengenaj ]'E'EEEEuEiEID pelaksanaan ar;
KEEiEﬂaII 'l’anE

adalah :
Tabel 5.62
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Fasilitasi Penataan Daerah
"Gkala Penilaian Responden :
1 Tidak sesiaj F“k?:ltllsl Pm‘sen;;sc (%)
2 Kurang sesuai 3 i
3 Sesuai 0 i
4 Cukup sesuai i 4
3 Sangat sesuai | 10
Jumlah 10 100

Sumber Daia: Diolah sendiri berdasarkan hasil peneliiian di lapangan
Dari tabel di atas dapat diketshui bahwa tidak terdapat pendapat yang
mayoritas dari responden. Dapat dilihat bahwa pendapat responden menyebar dengan
pendapat bahwa kegiatan ini tidak sesuai dengan kebutuhan'harapan mereka dengan
jumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, dan pendapat bahwa
kegiatan ini kurang sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah

responden sebanyak 3 {:rrang atan mencapai 30 %, serla pendapat yang menyatakann

lah
bahwa kegiatan ini cukup sesuai dengan kebutuhan/harapan mereka dengan jum
’ﬁpﬂﬂdm sehanyak 3 orang atan juga mencapai 30 %.

layanan pemeriniah
). nggap&u Publik mengenai peningkatan kinerja dan pelayan
epfasilitasi Penataan Daerah, dan hasil

dengan adanya Kegiatan Yang Meaf
distribusinya adalah :
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Tabel 5,63
pistribusi pernyataan responden

atasg i i
Kegiatan Fasilitas Penataan Daerah

‘Skala Penilaian Responden .
] Tidak meningkatkan | -——-’—i"il‘!'_"ﬂ_ Persentase (%)
2 Kurang meningkatkan : | ;}
3 Meningkatkan ; .
4 Cukup meningkatkan g =
5 Sangat meningkatkan . ;
i 10 100

Suntber Data: Diolah sendir berdasarkan hasi penelian 3 Taparmgan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas téspomiden Mcirmtakin
bahwa kegiatan ini oleh publiipelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang
atau mencapai 60 %o,
% Analisis Deskriptif mengenai Oufcome Kegiatan Fasilitasi Penataan ]hmh

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian
diskumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif untuk setiap responden.

i telah
Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang

ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden  secara

keseluruhan sebagai penguluran oulcome dari
rsebut disajikan dalam tabel

Kegiatan Yang Menfasilitasi Penatasn

Daerah ini. Hasil akumulatif te
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Nilai Efektivitas < OUcome

_ 70
‘Tﬂ—ﬁh‘lﬂﬂ%

:T[H,-a

Angka 70 % ini menunjukkan bahyg kegiatan Yang Menfasilitasi Penataan

Daerah ini efektif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Yang Menfasilitasi
Penataan Daerah ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlsh persentase mencapai
106,37 % atau bahkan sangat efisien, Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah

persentase hanya mencapai 70% atau efektif, artinya kegiatan ini sangat efisien dalam
pelaksanaanya dan efektif atau berhasil dalam mencapai tujuan dan sasaran dari
kegiatan ini, meskipun belum terlalu memuaskan sebab masih cukup cukup jauh dari
persentaze nilai maksimal 100%.

b) Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah.
Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 395.092.000,00 (Tiga Ratus

Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) dimana dalam proses

pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 273.300.500,00 (Dua Ratus Tujuh
). Dengan demikian terdapat

Puluh Tiga Juta Tiga Ribu Ratus Lima Ratus Rupish

juh Ratus bil
dana sebesar Rp. 121.791.500,00 (Seratus Dua Pulub Satu Juta Tujuh Ratus Seriblian

berupa dana Rp. 395.092.000,00
Dua Juta Rupiah). Persentase

Puluh Sety Ribu Lima Ratus Rupi
direalisas;] st Tkl mswu“mk];cglﬂtﬂﬂll“

. «tan Pulub
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima, Sembilan

hilai impur dari kegiatan ini adalah seb2E®
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ilai Realisas
Milat Input =
p Rﬁ'ﬂcma HIM%
o _-_-_-_-_‘—
395.092.000 < 20%
= 69,17%

Sedangkan untuk mengetahui pjla; ouipu {k:immn] yang dijadikan indikator
untuk mengukur oufput yakni keadaan Pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di
lapangan inilah yang menjadi  persentase nilai outpur dari kegiatan ini. Berdasarkan
data yang kami dapatkan dari Biro Otonomi Daerah maka realisasi fisik dari kegiatan
tersebut di atas sebesar 69,17%. Menurut penanggungiawab teknis dari kegiatan ini,
realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan
data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase oufpur dari Kegiatan
Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelengparaan Pemerintah Daerah ini mencapai
angka 69,17%.

Setelah nilai input dan owfput diketahui maka selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

T .. QOutput
Milai Efesiensi = w 10096
Input

& 69,17 100%
69,17

=100%

Angka 100 % u:u me;nun]ukkan hahwa kegiatan Pelakssnaan Sistem Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini U
input dengan outpinya berbandin ssogat eI

dahsnngaleﬁsien,dimanamtamﬁilaj
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dijadikan sasaran dari kegiatan

Pelaksanaan Sistem Felaporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai ourcome

dari Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Dacrah:

1. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Pelaksanaan

Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya

adalah
Tabel 5.65
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak mengetahui 0 0
2 Kurang mengetahui 4 :2
3 Mengetahui 2
i 3 30
4 Cukup mengetahul iz
i 1
ui
5 Sangat mengetah = -
Jumlah |
Sumber Data: Diolah mwm’wﬂﬁ“‘"’"’““’*m

Dari tabel di atas dapat

fiketabui oleh publik/pelanggan enE e




adalah
] Tabel 5,64
Distrib :
““PILTE:::: responden atas Kegjatan Pelaksanaan Sistem
enyelenggaraan Pemerintah Daerah
[ Skala Penilaian Res

] s IEE:W Frel{]nensi Pcnmll‘;!l‘- (%)
2 Kurang bermanfaat 2 20
3 Bermanfaat 4 40
4 Cukup bermanfaat 2 20
5 Sangat bermanfaat I v

Jumlah 18 i

Sumber Data: Diclah sendiri berdasarkan hasil penelitian df lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfaat dengan jumlzh
responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 % |
3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan hasil

Pelaksanaan Sistem

distribusinya adalah
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ta
Penyelengpnragp F:i‘;ﬁ;:;“]‘hiﬂr::an Sistem Pelaporan
Skala P:nilaifm Responden | T e
Tidak hmf"“‘—'—-—-h-—-—r-i.c‘:__m_l_ Persentase (%)
: 0
4 Cukup baik 4 %0
Jumlah 10 100

— Sumber Data: Diolah sendiri berdeasarkan hasil penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah

responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

4, Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Sistem Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan

kebutuhan/harapan nmka-, dan hasil distribusinya adalah

Takel 5.68 ’
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pelaksanaan Sistem
PI::E]JDI:‘:I! Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Skala Penilaian Responden Fi'f-]'l]“fmﬂ F‘"]t;“ (%)
1 Tidak sesua i
2 Kurang sesuai 3
4 & ot 2 20
; 2 20
4 Cukup sesual . 4
~‘- | -
Jumtal i G Tapegn
Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitiat
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mencapai 50 %

tetribusi Tabel 5.69
Distribusi pernyataan resp
onden atas Kegiatan Pelaksa ;
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah D:uz. r: :ﬂn e

Sklala P‘;;] dﬂ;l:ﬂﬁnﬂgﬂ:;tn Fl‘rlc{;tensi Perﬂnlaaﬁ (%)
2 Kurang meningkatkan 0 0
3 Meningkatkan 6 60
4 Cukup meningkatkan 3 30
5 Sangal meningkatkan l 9
Tumlah 10 .

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan kasil paveliticn di lnpangan
Dari tabel di atas,dapat diketshui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai meningkatkan kinega dan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sehanyak 6 orang

atau mencapai 60 Y%.
* Analisis Deskriptif mengenai OQuicome Kegiatan Pelaksanaan Sistem

n Pemerintah Daerab

Pelaporan Penyelenggaraa
dap tanggapan dari para responden, maka

Setelah melakukan rekapitulasi terh3



abel berikut ini :

) ‘ Tabel 5.70
Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap Kegiatan Pelaksanaan
Sistem Pelaporan Penyelengparaan Pemerintah Daerah

No Interval skala Jumlah Yo Keterangan
1 0 sid 5 0 0 Tidak Puas
2 6 sd 10 0 0 Kurang Puas
3 11 s/d 15 7 70 Puas

4 16 s/d 20 3 30 Cukup Puas
5 21 5/d 25 0 0 Gt Dl

Sumber Data: Diclah sendiri berdasarkan hesil penelition 4 lepangan
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor

jawaban untuk setiap responden, 70% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15.

Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan

I S i kegiatan ini dapat
ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (ourcome) untuk kegia apa

dikatakan bahwa publik/pelanggan merass Puas |
Pemerintah Dacrab. Dengan mengambil jumlah

terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Sistem Pelaporan Penyelenggaraan

Pendapat mayoritas responden, maka
Yang telah disusun oleh LAN dari kegiatan 112

penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar
dalah 70% (lihat tbel 2.1). Dengan
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Setelah nilai outcome kita keqapy:
w : g
_ meka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita
Pﬂnleh dengan perhitungan sebagai berjlyt

Output

70
'—TEEH].W";‘E

= T0%

Angka 70 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pelaksanaan Sistem Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini efektif

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kepiatan Pelaksanaan Sisten
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerzh ini memiliki nilai efisiensi dengan
Jjumlah persentase mencapai 100 % atau sangat efisien. Sedangkan  nilai
efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 70 % atau efektif, artinya
kepiatan ini dilaksanakan sangat efisien dan juga efekiif dalam mencapai tujuan dan
sasaran dari kegiatan ini, meskipun tidak memuaskan sebab belum dicapai dengan
persentase nilai maksimal 100%
) Kegiatan Fasilitasi Penguatan Penyelenggaraan Otonomi Dacrah

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp320.260.000.00 e
Fnam Pulun Ribu Rupiah) dimana dalam proscs
besar Rp.315.826.000,00 (Tiga Ratus Lima

Puluh Juta Dua Ratus
Pelaksanaannya dapat direalisasikan S¢
Dua Puluh Enam Ribu
(Empat Jua Empat Ratus Tiga

Rupiah). Dengan demikian terdapat

Belas Juta Delapan Ratus N—

dana sebesar Rp. 4.434.000,00
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iah) dari di )
Rupiah) yang dangparkan tjdaj, dapat .
kegiatan ini berupa dana Rp 320.260,000.00 v

e Re alisasi
Nilai Input = E:IIIFIEI“‘W’*
_315.826.000

320.260,000 " | 00%
= 98 62%

Sedangkan untuk mengetahui nilai outpur (keluaran) yang dijadikan indikator
untuk mengukur oufput yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di
lapangan inilah yang menjadi persentase nilai outpur dari kegiatan ini, Berdasarkan
data yang kami dapatkan dan Biro Otonomi Daerah maka realisasi fisik dari kegiatan
tersebut di atas sebesar 100%. Menurut penanggung jawab teknis dari kegiatan ini,
realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan’dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan
data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase oufpur dari Kegiatan

Fasilitasi Penguatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah ini mencapai angka 1 0%,

Setelah nilai impur dan oulpul diketahui maka selanjutnya pengukuran
efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:
'ﬂ__u_m-]—tx[[]ﬂ%

Input

_ 100 . 100%
08,62

= 101,40%

Nilai Efesiensi =
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dengan oufputnya berbanding sangat may simal

Setelah nilai efisiensi diketahy;
U maka tahap gelan;
Jutnya adalah pengukuran

nilai efekhivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara owicome (hasil)
€ {nasi
dengan output (keluaran) yang ada. Dalam penclitian in terlebih dahulu nilai

ouicome harus ditentukan. Indikaigr Pengukuran  owrcome adalah kepuasan

masyarakatpelanggan. Pengukuran outcome dalam penelitian i diperoleh
berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait schagai pihak yang
dijadikan sasaran dari Kegiatan Fasilitasi Penguatan Penyelenpgaraan Otonomi
Daerah ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenai owcome dari
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Penvelenggaraan Otonomi Daerah :

L PubE];fPelangg&u mengelahui dan memperhatiakan tentang Kegiatan Yang

Menfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah, dan hasil distribusinya adalah :
Tabel 5.71

Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otonomi Daerah

Skala Penilaian Responden Frekuensi Pmult;se (%)
1 Tidak mengetahui I .
2 Kurang mengetahui 3 _ i
2 Mengetahui 1 %
4 Cukup mengetahui ": N
ui
R e W N B
Jumlah s
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7, Tanggapan Publik/Pelanggan Mengenai manfaat dari Kegiatan Yang Menfasi
ang Menfasilitasi
Penguatan Otonomi Daerah, dan hasi] distribusinya adajal, -
Tabel 5.72

Distribusi pernyataan res
T . “
Kegiatan Fasilitasi Penguatan %utnndn:m? D:L:rai

ﬁkln!a Pﬂ%ﬁ'ﬁ:ﬁ;ﬂ Frel-:;ut-si PE:HH.‘IIII;EE (%)
2 Kurang bermanfaat 1 10
3 Bermanfaat 5 50
4 Cukup bermanfaat 3 30
5 Sangat bermanfaat 0 0
Jumlah 10 b

Sumber Data: Diclah sendiri berdasarkan hasil penelitian of lopangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfast dengan jumlah
responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan Yang

- i1 distribusinya adalah :
Menfasilitasi Penguatan Otonorm Daerah, dan hasil distribusinya
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Tabel 5,73

Distrit
I{,Bgmtl:]:rlli‘]::?;i ::ern}'ataan responden aggg
si Penguagay Otonomi Daergh
Eklﬂl“ Ptni]ai?.n Responden Frek
T_ldak"'—h“'—ajk'_""'"—f_"‘——r ;",mi Persentase (%)
E Kurang baik 3 ;
3 i 4 30
40
d Cukup baik 3 =
5 Sangat bei
J angat baik . i
umlah 10 =

Sumber Data: Diolah sendirl berdmarkan hasil perelitian df lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwg mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah

responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan Yang

Menfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah dengan kebutuhan/harapan mereka, dan

hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.74

Distribusi pernyataan responden atas

Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otonomi Daerah

hﬁﬂﬂmwmmwm

170

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persen;;u (%)

1 Tidak sesuai 3

2 Kurang sesuai 4 40

3 Sesuai 3 30

- 0

4 Cukup sesual 0 5
gesuai 0
J_.—-—-—-—-—'—'_'T,E-?Edﬂdrwuw




Daerah, dan hasil ﬂlS[ﬁhusin}ra adalah -

_ Tabel 5.75
_I}istnhusi pernyataan responden atas
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otonomi Daerah
Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)

1 Tidak meningkatkan 0 0
7 Kurang memngkatkan i 10
3 Meningkatkan 5 20
4 Cukup meningkatkan 4
5 Sangat meningkatkan 0 g

i 10 100

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil penelitian di lapangm
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini oleh publil/pelanggan dinilai meningkatkan kinerja dan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang

8lau mencapai 50 %
ilitasi Penguatan
% Analisis Deskriptif mengenai Jutcome Kegiatan Fasilitasi Bua

Otonomi Daerah
i responden, maka
Setela melakkan rekapitlsitrbodsp Bnggepas (P



gkumulaskan onttk mendapaian gy
< e untuk  setiap responden.
lompokkan e dalam interval skalq telah

ditentukan sebelumnya unpk mengetaly; T yang
. Puasan responden secara

E;I{m]hﬂn S-Ehaﬂnaj
Les ) Pengukuran  ouycome dari Kegiatan Yang Menfasilitasi
tan Otonomi Da ini i

Pengua erah ini. Hasi) akumulatif terseby disajikan dalam tabel

berikut ini :
Tabel 5.76
Distribusi Akumulatif Pery
: latif Pernyataan Responden Terh
Kegiatan Fasilitasi Penguatan ﬂtunnm:;nei];hadap
™ No Interval skala Jumlah % Keterangan
1 0 sd 5 0 0 Tidak Puas
= 6 sd 10 1 10 Kurang Puas
3 11 s/d 15 6 60 Puas
4 16 s/d 20 3 30 Cukup Puas
5 21 s/d 25 0 0 Sabget s

Sawber Data: Diclah sendirt berdasarkan hastl peneliian & Tapangan
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor

jawaban untuk setiap responden, 60% diantaranya berada pada interval 11 m’d_ 15.

Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan

ini. Dengan demikian pencapaiar indikator hasil (outcome) untuk kegiatan ini dapat

merasa puas fterhadap Kegiatan Yang
engambil jumlah pendapat

dikatakan bahwa publik/pelanggan

' = a3 m
Menfasilitasi Penguatan Otonomi Daerah inl- Dengan
o ukurat kinegja sebagaimana standar vang telah

mayoritas responden, maka penil N
(libat tabel 2.1). Dengan demikian

disusun olely LAN dari kegiatan ini adalah 70%
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Setelah nilai oucome kita keapy;
1 ! P
| maka Eﬂlﬂﬂ]uuﬂ"ﬂ nilai efektivitas dapat kita
PEmIEh dengan perhitungan sebagai berikyt:

Nilai Efektivitas = 20

70
ﬁhll}ﬂ%

=T70%

Angka 70 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Yang Menfasilitasi Penguatan
Otonomi Daerah ini efektif,

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Yang Menfasilitasi
Penguatan Otonomi Daerah ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase
mencapai 100 % atau sangat efisien. Sedangkan nilai efektivitasnya dengan jumlah
persentase hanya mencapai 70 % atau efektif, artinya kegiatan ini dilaksanakan
sangat efisien dan juga efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dan kegiatan ini,
meskipun belum memuaskan sebeb belum dicapai dengan persentase nilai maksimal
100%.

% Biro Humas dan Protokoler.

Berdasarkan DASK. tahun anggaran 2004, make Biro Hubungan Masyarakat

1 ialokasikan dari
dan Protokoler hanya mempunyai 2 jenis kegiatan Yang dananya dialo

Belanja Pelayanan Publik. 2 kegiaian Yang
Semuanya menyangkut Belanja

gianggarkan dari Belanja Publik ini

173



Anggaran Kepiat
an Bire Birg Humas
|
Tahun an Protokoler
| BELANJA PUBLIK

INO UNIT KERJA/KEGIATAN TARGET REALISASI

; _ (Rp) (Rp)
1|Penerbilan/percetakan Majalah Sinergi 320,000,000 160.000.000

2|Pengadaan Jari 000,
gadaan Jaringan Wireless Link 311,000,000 311.000.000

Sumber Data: Diolah sendiri berdasorkan LPJ Crberinmr SulSel terhadag APBD Tahun Anggaran 2004

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:
a) Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.320.000.000,00 (Tiga Ratus Dua
Puluh Juta Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar
Rp.160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Dengan demikian terdapat

dana sebesar Rp. 160.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari yang

dianggarkan tidak dapat direalisasikan, Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa

dana Rp 320.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah). Persentase nilai inpuf

" dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Re alisasi <100%

Rencana

s MH 100%
320.000.000

= 50%

Nilai Input =
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4 . ini. Berdasarkan
datn yang kami. dapatkan dari Biro Otonomi Daergh mggs realisasi fisik dari ke
1 piatan

jersebut di atas sebesar 50%. Menurut Penanggungjawab teknis dari kegiatan ini,

realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan ginjjg oleh instansi terkait. Berdasarkan
data tersebut di atas, dapat dinyatakan hakwa nilai persentase output dari Kegiatan
Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi ini mencapai angka 50%.

Setelah nilal inpwt dan owpwr diketahui maka selanjutnya pengukuran
efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Output
Input

=20 100%
50

x100%

Nilai Efesiensi =

= 100%
Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Penerbitan/Percetakan
Majalah Sinergi ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai inpud dengan oufputnya

berbanding sangat maksimal.

' - ah
Setelah nilai efisiensi diketshui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran

nilsi efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melibat rasio antara owicome (hasil)
dengan output (keluaran) yang ada. Dalam penilitian ini terlebih dahulu nilai outcome
utcome ~ adalah  kepuasan

haris  ditentukan. Indikator pengukvrad o
ngukuran outcome  dalam penelitian  ini diperoleh
o
japat mspmdw}rangtﬂrhitﬂbﬂgﬂlplh.ﬂk}mg
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— Tabel 5,78
1stribusi pernyataag responden atas

Kegiatan PEnl:rhihllfPﬂ'-nﬂakln Majalah Simergi
Sk;-h PE% l?;;f:;;;&m Frcl-nlun:i I"erscnlizse (%)
y) Kurang mengetahui 3 30
3 Mengetahui 4 40
4 Cukup mengetahui 0 0
5 Sanpat mengetahui . 1 10
Jumlah 10 o

Stimber Diata: Diolah sendiri berdaserkan kasil pevelinion di lapangan
Dari tabel di atas dapat diketﬁhui balrwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan demgan jumlah responden

sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

2. Tanggapan  Publik/Pelanggan mengenai ~ manfaat  dari  Kegiatan

- i1 distribusinya adalah :
Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi, dan hasil distribusiny3
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Skala Penila wem“ﬁmi;:':‘:‘;i"w
a enilaian Respondes——
: Tiﬁ%qﬁfﬂ%uﬂi Persentase (%)
2 Kurang bermanfaat 3 !
3 Bermanfaat 2 .
4 Cukup bermanfaag 4 j:
5 Sangat bermanfaat | 10
S Jun_nlah 10 100
A sendiri berdavarkan e Pemelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai cukup bermanfaat dengan jumilah

responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan

Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi, dan hasil distribusinya adalah :

Tahbel 5.50

Distribusi pernyataan responden atas

Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak baik 1 10
2 Kurang baik 4 40
3 Baik 4 ‘:z
4 Cukup baik 1. )
5 Sangat baik .
Jumiah i o
I — - ry. Mmﬁfﬁ“ ﬂw :
Sumber Data: Diglah sendiri berdarar L dmp;nﬂapa'l — I
Dari tabel di atas dapat diketahiui balwa ek
kegiatan ini oleh publik/pelanggan

dari responden yaitu yang menyatakan
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encapai 40 %, dan yang 1y i
) & menyatakar, kegiatan ip; berjalan baik juea g j
responden sebanyak 4 orang agay Mmencapai 40 <, B

o Tabel 5.81
_ Anstribusi pernyataan respond
Kegiatan Pen:rhiiuf?erumkamn;:lfrgfmergi

s,l?la Pmi]_;_i:n Rtspu‘ndm Frekuensi Persentase (%)
idak sesuai 2 20
2 Kurang sesuai 1 10
3 Sesuai 4 40
4 Cukup sesuai 3 30
5 Sangat sesuai ¢ ¢
Turmiah 10 s

Sumber Data: Diclah sendiri berdazarkan hosil penelitian dl igpongan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sesual dengan kebutuhan/harapan

mereka dengan jumlah responden sebanyak 4 orang 23l mencapai 40 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan
Pﬁl'l'l.trlntﬂh dengan adanya Kegiatan Pﬂne;rbilan"Pﬂ'kaﬂl'l Majalah Sinergi, dan

hasil distribusinya adalah :
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Skala Pen Haimmh

i Tidak meningkatkan —T—"cku¢8Si | Perventase (%)
2 Kurang meningkatkan 2 0
3 Meningkatkan ) 20
4 Cukup meningkatkan g :z
5 Sangat meningkatkan A )
. ELT:];I” dasarkan hasil penelitian m‘lﬂimgm =
Dari tabel di

atas dapat diketahui bahwe mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilaj meningkstkan kinerja dan
pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 6 orang
atau mencapai 60 %
% Analisis Deskriptif mengenai Owfcome Kegiatan Penerbitan/Percetakan
Majalah Sinergi L
Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian
diskumulasikan untuk mendspatkan skor kumulatif untuk S IO,

Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah

ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat Kepuasaa comondeh. secki
keseluruhan sebagai Pengu}:umn ouleOme dari Kegiatan Penerbitan/Percetakan
Majalah Sinergi ini. Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut i :
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“No Interval skala | T T_ﬁ:’_"-h_]‘imel‘ﬂi
1 0 sfid 5 ‘_-_T]-_-_-_-_-_'{}:'_'_‘—'— K-\-!terlngnn
wl 6 s/d 10 _'_“l'—‘—'z-—-—-—-—.ﬁ___,___ Tidak Puas
3 I K"‘j‘gm
4 65420 | 35 T3 Euk:;m
5 21 s/d25 0 0 2
angat Puas

— Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil perelitian 77

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahu; bahwa dari hasil S ki
jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 16 /d 20, hal
ini menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas terhadap kegiatan ini. Dengan
demikian pencapaian indikator hasil (outcome) untuk kegialan ini dapat dikatakan
bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap kegiatan Penerbitan/Percetakan
Majalah Sinergi. Dengan mengambil jumlah pendepat mayoritas responden, maka
penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dari
kegiztan ini adalah 80% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
nilai outcome dari Kegiatan Penerbitan/Percetakan Majalah Sinergi ini 80%.

Set=lah nilai outcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita
peroleh dengan perhitungan sebagai berikut;

Qutcome _ 1 00%
Output

_ 80 100%
50
= 160%

Nilai Efektivitas =
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Angka 160 % iy e .
A0 wa

‘ kegiatan -
Fﬂﬁbxtﬂﬂ'f'ﬁrﬂﬂtakm Majalah Siﬂﬂrgi i £g Kegiatan
elektif

; DEITE&“ .df'?“han.r?a?nt Aeambarkan bahwa Kegiaar Penerbitan/Percetakan
Majalah Sinergl ini memiliki nilai efisiens; dengan jumlah persentase mencapai 100
% atau sangat efisien. Sedangkan
persentase mencapai
sangat efisien dan juga sangat efekiif dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.
b) Kegiatan Pengembangan Jaringan Siskomdagri Baru (Pengadaan Wirefess Link)

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.311.000.000,00 (Tiga Ratus
Sebelas Juta Rupiah) dimana dalam proses pelaksanaannya dapat direalisasikan
sebesar Rp.311.000.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah). Dengan demikian
seluruh dana yang dianggarkan dapat dircalisasikan. Indikater masukan untuk
kegiatan ini berupa dana Rp 311.000.000,00 (Tiga Ratus Sebelas Juta Rupiah).
Persentase nilai fmpuwf dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

R'Eﬂﬁ“sixjnﬂﬁ

Milan { =
A Rencana

_31 1.000.000 <100%
311.000.000
= 100%
Sedangkan untuk mengetahui nilai putput (keluaran) yang dijadikan indikator
untuk mengukur outpuf yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisasi fisik di
; . 1 eoiatan ini. Berdasarkan
lapangan inilah yang menjadi persentase nilai output dari kegiatan int Ber
dari Biro Humasdmwttrknlermahmaﬁmi fisik dari
ari

data yang kami dapatkan
iawab teknis dari
00%. Menurut pﬁﬂﬂllEEmm

hﬂiﬂ&ntﬂmehmdiumsmbﬁﬁﬂi

181



P 1 : Dutp.ut
Nllﬂ.l Efﬂ:‘:.‘lm =T Niﬂﬂ'}ﬁ
Input

100
= Too < 100%

= 100%

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengadaan Wireless Link ini
sudah sangat efisien, dimana antara nilai inpuf dengan outputnya berbanding sangat
maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjuinya adalah pengukuran

nilai efektivitas, Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara oufcome (hasil)
dengan output (keluaran) yang ada. Dalam penilitian ini terlebih dahulu nilai

outcome harus ditentukan. Indikator, pengukuran ouicome adalah kepuasan

itian ini diperoleh
masyarakat/pelanggan. Pengukuran oulcome dalam peneli ini dipe

berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terkait sebagai pihak yang

dijadikan sasaran dari Kegiatan Pengadaan Wireless Lirtk ini. Berikut ini disajikan
an
pendapat responden mengenai ouicome dari Kegiatan Pengadaan Wireless Link :

i iatan Pengadaan
l. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatiakan tentang Fgatan

-1 Jietribusi dalah
Wireless Link, dan hasil distribusinya &
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Distribusi pernyataap — Tahe) 5.84

den atas koo
E_"-“_': Pen‘ilaim—-—-!_m:_ = P'"fu'“ﬂaa., Wireless Link
1 Tidak mengetahyj '—-—M;-—-__F__ﬂﬂ___ Persentase (%)
: Kurang mengetahuj y 20
3 Mengetahyi » 20
4 Cukup mengetaty; . 40
5 Sangat mengetahu; 5 2[:}
Swmber Data ﬂiﬁm]im e h'mm"l”mﬂﬁw:iu 100
Dari tabel di

atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden

sebanyak 4 orang atan mencapai 40 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Pengadaan
Wireless Link, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.85
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Wireless Link

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)

1 Tidak bermanfaat 2 20

2 Kurang bermanfaat 4 40

3 Bermanfaat 3 30

4 Cukup bermanfaat 1 10

0
5 Sangat bermanfaat U -
— 10
Jumlah L

S T Diotah sendit berdasartan hasd peneiltian df Lporge

Dari tabel di atas dapat diketabui bahw mayoritas responden menyatakan
: oot kurang bermanfaat dengan jumlsh
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelangsa dinilal

esponden Ei.v'.ti':rm1j,ra]r.:4|;|11‘mlgMﬂ'“'-":"‘“1"':"’]:'ﬂi'ImI}|EI
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businya adalah
A Tabe
Distribusi pernyataan responden atafl.f:gimu Pengadaan
. Aan Wireless Link
Skala Pmihia%r—-—ﬂ_______
1 Tidak bail -—-—E—ﬂ".'i-‘.ﬂ_ﬂ_ Persentase (%)
2 Kurang baik 5 ;;
3 Baik 3 3
4 Cukup baik 3 4
5 Sangat baik 2 7%
Jumlah 10 T
Sumber Dava: Diglak sendici berdasartan hasii penelitian df Iapamgan —

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua pendapat mayoritas dari
responden yaitu yang menyatakan bahwa kegiatan inj berjalan baik dengan jumlah
responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %, dan yang berpendapat bahwa
kegiatan ini berjalan cukup baik dengan jumlah responden juga 3 orang atau
mencapai 30 %.

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Wireless Link dengan kebutuhan/harapan merekz, dan hasil

distribusinya adalah :
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Distribusi pernyataan P Tabel 5,37

bahwa

L ©0 atas Kegiatan Pengadaan Wireless Ling
Siala | Ponilain Repaneg———
I o — rehuensi Persentase (Yo)
7 Kurang sesya; : :
1Bl ERE
% Cuktup sesuaj 2 20
§ Sangat sesua ] e
_.]UIIJlﬂh. 10 100
Sumber tata: Diclah sendie berdmsarkan hasl peneiion 3 Tepamgen

Darni tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

kegiatan ini oleh

publik/pelanggan  dinilai kurang sesuai dengan

kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden schanyak 4 orang atau

mencapal 40 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan

pemerintah  dengan adanya, Kegiatan Pengadaan Wireless Link, dan hasil

distribusinya adalah :
Tabel 5.58 :
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Pengadaan Wireless Link
a
Skala Penilaian Responden Frm';lﬂ Pﬂ“ﬂ'ﬁﬂ':]ﬂﬂﬂ (¥o)
1 Tidak meningkatkan :
2 Kurang meningkatkan E: -
3 Meningkatkan 5 “
4 Culup meningkatkan : s
3 Sangat meningkatkan - -
. Jumleh L _——r

e —— !
Sumber Data: Diolah sendiri e
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Dan tabel di atas dapat dikﬂﬂhui

atau mencapai 50 %

& Analisis Deskriptif mengenaj Outecome Kepi
“Elatan Pengadaan Wireless Link

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap
tanggapan dari para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor. kemudian

diakumulasikan untuk mendapatkan skor kumulatif unrk setiap responden.

Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah

ditentukan sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden  secara

keseluruhan sebagai pengukuran oufcome dari Kegiatan Pengadaan Wireless Link ini.

Hasil akumulatif tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

; Tabel 5.839
Distribusi Akumulatif Pernyaiaan Responden Terhadap Kegiatan Pengadaan
Wireless Link
No Interval skala Jumlah % Keterangan
I 0 s/id 5 0 0 Tidak Puas
2 6 s/d 10 1 10 Kurang Puas
P
3 11 s/d 15 3 30 C:.ﬂn::
= uas
4 16 s/d 20 6 60
% 0 Sangat Puas
5 21 «/d 25 0
=y i Inpamgpan

Jawsban untuk setiap responden, 60%
Inferval 16 s/d 20 ini menunjukkan bab¥®
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pengadaan Wireless Link ini, - b ukup puas terhadap Kegiatan
gambj

oleh LAN dari kegiatan ini adalah 80% (jihgt sape; 5 1) Dengan demikian dapat
. =i

disimpulkan bahwa nilai outcome dari Kegiatan Pengadaay Wireless Link ini 80%.
Setelah nilai outcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita
]:Erl:rll'-‘h dengan perhitungan mbagai benkut:

Cuicome
1

Nilai Efektivitas =

x100%

30
=2 % 100%
100

= B0%
Angka 80 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengadaan Wireless Link ini
cukup efelctif.

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pengadaan Wireless

. . : 3 i
Link ini memiliki nilai efisiensi dengan jumlah persentase mencapai 100 % atau

sangat efisien, Sedangkan nilai efektivitesnya dengan jumlah persentase hanya

if, arti jatan ini sanaannya sudah sangat
mencapai 80 % atau cukup efektif, artinya kegiatan i pelak y

. i intzh
efisien dan pencapaian tujuan dan sasaran dari yang telah direncanakan pemerin
cukup berhasil sebab hampir mencapai persentase Pt

6. Biro Hukum dan Organisasi-
_— ; ggammma:mhmwamm:
Berdasarkan D lomen .
. 1& ienis kegistan yang dananya
maka Biro Hukum dan Organisssi mempunyl 12
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p.:;ncliharaan dan hﬂl:l}’ﬂ. Eebﬂhﬂglnn kmi] Gi-"ﬂraﬂmnul dan

(Dua kﬁﬂ’ﬂlﬂl'l} un .
fuk ke .
mModal. glatan Belanja

berdasarkan DASK Tahun Anggaran 2004

Tabel 5.90
Tiga Jenis Kegiatan Biro Hukum dan Organisasi Yang Memiliki Anggaran
Terbesar
BELANJA PUBLIK
UNIT KERJA/KEGIATAN TARGET REALISASI
(Rp) (Rp)
1|Perancangan Perda-Perda Baru 555.200.000 552.748.000
2|Bintek/Kursus PPNS Pemerintahan Daerah 123.550.000 123.550.000
3|Penerbitan Informasi Peraturan Perundangan 58.450.000 98.080.000

Sumber Data: Diolah sendirl berdasarkan LPJ Guberaur SulSel terhadap APBD  Tohwun Anggaran 2004

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

a) Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru

Dalam kegiatan ini dianggarkan sehesar Rp.iﬁﬁ.im.ﬂﬂl},ﬂﬂ (Lima Ratus

o -
Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dimana dalam proses pe sanaannya

i Lima Puluh Dua Juta
dapat dircalisasikan sebesar Rp.552.749.000,00 (Lima Ratus Lima

embilan Ribu Rupiah).
at Ratus Lima Puub St Ribu Rupiak)dar

[ﬂdikamrmusukanunmkktslﬂtﬂﬂlm

Dengan demikian terdapat dana
Tujuh Ratus Empat Puluh S

sebesar Rp. 2.451.000,00 (Dua Juta B
yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan.
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Nilailnput =

Reneang *100%
_ 552.749.000
555.200.00p * 100%
= 99,56%

Sedangkan untuk mengetahui nijaj Ouiput (keluaran) yang dijadikan indikator
untuk mengukur output yakni keadaan Pencapaian fisik di lapangan, Realisasi fisik di
lapangan inilah yang menjadi persentase nilai outpur dari kegiatan i, Berdasarkan
data yang kami dapatkan dari Biro Hukum dan Organisasi maka realisasi fisik dari
kegiatan tersebut di atas sebesar 99,56%. Menurut penanggungjawab teknis dari
kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait.
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase oufpur dari
Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru ini mencapai angka 99,56%.

Setelah nilai imput dan outpur diketahui maka selanjutnya pengukuran
cfisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Qutput «100%
Input
— Mﬁ{ 100%
99,56
= 100%

Nilai Efesiensi =

: dari Perancangan Peraturan
Angka 100 % ini menunjukkan bahwa KegiEn

Daerah lEhm.linisudah*:--&1'153’1"-’11-1*"1"°"'“*"i”:'wmI?‘mmIM1
berbanding sangat maksimal.

input dengan ouipufnya
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ini  diperoleh

sebagai pihak yang

dijadikan sasaran dari Kegiatan Perancangan Peraturan Dycrgt Bary ini. Berikut ini
ni. Benkul 1ng

1. Publik/Pelanggan mengetahui  dan memperhatiakan  tentang  Kepiatan
Perancangan Peraturan Daerah Baru, dan hasil distribusinya adalah :
Tabel 5.91

Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Perancangan Peraturan Daerah Baru

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak mengetahui 1 10
. Kurang mengetahui 1 10
3 Mengetahui 3 30
4 Cukup mengetahui 3 N
5 Sangal mengetahul 0 0
10 100
Jumlah

Sumber Data: m’dﬂMWMW@RﬁW n
1 nyataka
Dari tabel di atas dapat diketahui bahmrmyaniasrwpmdmm

ik/pelanggan dengan jumlah responden
bahwa kegiatan ini cukup diketahui oleh e d

ai"3hl!.1.'1}':a1c_ 5 orang atau mﬂﬂﬂﬂpﬂi 50 %
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adalah:
Tabel 5
Distribusj e
. Pernyataag res
Kegiatan Peranmngan P:ramr:: #:::::EB;m
lﬂh Penilaian Responden :
1 Tidak bermanfags F”"f““ e
5 Kurang bermanfagt 0 p
3 Bermanfaat 3 :ﬂ
4 Cukup bermanfaat 3 ™
5 . - 1 10
Farmiah 10 =

xmagrfumﬂmmwﬁmwhuﬂmmw
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai bermanfast dengan jumlah
responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %
3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengensi proses pelaksanaan dari Kegistan

Perancangan Peraturan Daerah Baru, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.93
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Perancangan Peraturan Daersh Baru
Skala Penilaian Responden Fnl:]nu.ui Persmit;u (%)
! Tidak baik N El
. 4
2 Kurang baik N
3 Baik 2
: 3 20
4 Cukup baik : i
: Sgatbak | @
— an]“ﬂ____-—-—-mﬂwr

Farier Devo- Diolah sendir berdasarka?
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berjalan kurap %
g baik dengan j b
responden sebanyak 4 orang ajqy, Mmencapg 40 o; ng&njgrbn\! Lm;;;”
Bfnal  kesesyajay, pelaksanaan Kegiatan
Perancangan Peraturan Daerghy Bary
d
| engan kebl'tuhﬂn'h:apan mereka, dan hasil
distribusinya adalah
Tabel 5,94
= ‘Bistrihusi Pernyataan responden atas
egiatan Perancangan Peraturap Daerah Barn
Skala Penilaian Responden Frekuensi )]
1 Tidak sesuai . l;ﬂm Pﬂf“ﬂ:]““ =
7 Kurang sesuai b 60
3 Sesuai 2 -
F Cukup sesuai : zu
5 Sangat sesuai 0 g
Jumlah 10 e

Sumber Data: Diolah sendini berdosarkan hasil pemelition dif kapangar
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa  kegiatan ini. oleh publikipelanggan dinilai kurang sesuai dengan
kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 6 orang ata

mencapai 60 %
peningkatan kineja dan pelayanan

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenal
gan Peraturan Daerah Baru, dan

pemerintah dengan adanya Kegiatan Perancas
hasil distribusinya adalah :
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pia Tah
Distribusi pery el 5.95
atan P““'ll‘-lllgan P Tﬂpquﬂm atas

Skala Penﬂ:mwmﬂi
—1 Tidak mw-—ﬁﬂ__ D
¢ Kurang meningkatkan a 20
? Meningkatkan ; 10
! Cukup meningkatkan 1 50
5 Sangat meningkatkan , : E
Jumlah - Z

Sumber Dot Diolah sendirt berdasarkan hasl peseiiian g

Deri tabel di atas dapat diketahui bahwe. mayorits responden meayatakan

bahwa kegiatan ini oleh publikipelanggan dinilaj meningkatkan kinerja dan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 5 orang
atay mencapai 50 %

% Analisis Deskriptif mengenai Owfcome Kegiatan Perancangan Peratyran

Daerah Baru

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka

masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian

" diskumulasikan unfuk mendapatian skor kumulatif untuk sefiap  responden.

Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang telah

.ditgm sebelumnya untuk mengetahui tingkat kepuasan responden secara

keseluruhan sebagai pengukuran putcome dan
i ¥ "kﬂﬂdﬂl:ﬂﬂltﬂbﬂ
Daerah Bary jni, Hasil akumulatif tersebut disa)

Kegiatan Perancangan Peraturan
] berikut ini :
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_f_.}-_ Interval skala e WML
1 0 sd 5 """E-—-—_._._h__________jtfrangln
2 6 s/d 10 '_'_'—]I-—-—-—,_.__m____________rTidak Puag
&3 sdls 5 —at Kurang Puas
4 6520 |3t
5 21 sd 25 : s E"P el
Sumber Data: Diclah sendiri berd——r- gat Puas

jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15,
Iterval 11 /d 15 ini menunjukkan balwa responden merass puas terhadap kegiatan
ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil {outcome) untuk kegiatan ini dapat
diketahui bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap kegiatan Perancangan
Peraturan Daerah Baru ini. Dengan mengambil jumlah pendapat mayoritas
responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah disusun
oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa nilai outcome dari Kegiatan Perancangan Peraturan Bt Do
ini 70%,

Setelah nilai outcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efeltivitas dapat kita

peroleh dengan perhitungan sebagai beri
Outcome
L oo SO L 100%
Nilai Efektivitas Dutput

__10 L 100%
99,30
=70,30%
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paerah Baru ini memiliki njjg efisiens;

mencapai 70,30 % atau efektif art: ,
ﬁkhﬂmﬂn}'akeg]mﬁsmﬂhbujﬂm i
| : sanpat efisien, dan
juga efektif dalam mencapai tujuan dan e
5 an dari kegiatan inj, meskipun belum
memuaskan, sebab masih kurang dar ;
& dari Jumlah persentase nilai maksimal 100%,
b) Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNg Pemerintah Daerah
D keat Mo
alam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.123.550.000,00 (Seratus Dua
Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dimana dalam proses
pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp. 123.550.000,00 (Seratus Dua Puluh
Tiga Juta, I..i:ma Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan demikian seluruh dana
yang dianggarkan dapat direalisasikan, Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa
dana Rp 123.550.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta, Lima Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah). Persentase nilai inpur dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Nilai Input = il x100%
Re ncanda
z 123‘550‘@::1111‘?5
123,550,000
= 100%

(keluaran) yang dijadikan indikator

Sedangkan untuk mengetahui nilai 044

. ik di |
mmkmmgukurﬂugmwalmikﬂﬂmwauﬁﬂk
Jai output dari kegiatan inl.
lapangan inilah yang menjadi pmentascmlm
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Setelah nilai input dap output diketahui makg selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

OQutput
100%
ot *

100
=—x10
700 100%

= 100%

Milai Efesiensi =

Angka 100 % ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Bimbingan
Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah ini sudah sangat efisien, dimana antara nilai

input dengan outputnya berbanding sangat maksimal.
Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjuinya adalah pengukuran

nilai efektivitas. Efektivitas dibitung dengan melihat rasio antara outcome (hasil)

dengan outpur (keluaran) yang ada. Dalam penilitian ini terlebih dahuly nilai owlcome
adalah  kepuasan

harus  ditentukan, . Indikator pengukuran  oulcOme P

m“FHﬁkﬂﬁwlaﬂggan, Pengnkmﬂﬂ orifcome dalam Pcneﬁﬂall i di]!ﬂl'ﬂ]l:]]
berdasarkan tang S—— Im@mymgmﬁﬂtsﬂm&mﬁﬂkms

: PPNS Pemerintah Daerah
dijadikan sasaran dari Kegiatan Bimbing®® Teknis/Rorsts
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1. Publik/Pelanggan mengetahy; g, mampﬂ::]: '
w — an tentang Kegjatan Bimbingan
s/Kursus tah Daerah, gay hasi] distribusinya adalah
- ~ Tabel 597
Kegiatan Bm::g::s{‘ml:gtmﬁd;’:;iﬁnmh Daerah
Skia]a Pe'll'liidl:r;] :lne;;-;;en Fret;ensi Pm“zt;“ (%)
B Kurang mengetahui 1 10
. Mengetahui 1 10
4 Cukup mengetahui 0 g
s Sangat mengetahui 6 .
Jumlah 0 L

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarkan hasil peneiition di lapangan

Dan tabel di atas dapat diketahn bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini sangat diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden
sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %
2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfaat dari Kegiatan Bimbingan

e )
Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah, dan hasil distribusinya adal
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..o Tabg
Kegiatan Eii};?;.;:fi‘xnmdr{t:?:;mﬂ?ﬂm atas
Skala Penghiawmj o
: Tidak bermanfaar ———Frektens] T Foreniase 9
7 Kurang bermanfyy ? =
" Bermanfaat 0 A
4 Cukup bermanfaat z u
5 Sangat bermanfaag 5 :E
n: .J umliah 10
mm:ﬂmmmﬁmmmﬂ% =

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dini

responden sebanyak 5 orang atau mencapai 50 %

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan

lai sangat bermanfaat dengan jumlah

Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daersh, dan hasil distribusinya

adalah :

Tabel 5.99
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah

198

Skala Penilaian Responden Frekuensi Fﬁnmgtum {a)
1 Tidak baik 2 B
2 Kurang baik :
3 Baik ! i
50
4 Cukup baik j g
3 Sangat baik [/, =
= ] 10
o _J““’I el 8 TP




Dari tabel di atas dangy +
Wa

1 atakan
hehwa kegiatan ini oleh ]:rublakf'pelanggan dinilai berjglan ’
cukup baik ;
responden sebanyak 5 orang gt Mmencapai 50 o; dengan jumlah
4. Tanggapan Publik/Pelanggyy, g
Benai  kesesy:

r ! Pelaksanaan  Kegiatan
Bimbingan Teknis/Kursus ppyg’ Pemerintah Daeray 4
iC

T ngan kebutuhan/harapan
mereka, dan hasil distribusinya adalgh -
Disisic Tabel 5.100
_ istribusi pernyataan respong
Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursys Plﬁfns mnmn Daerah
Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%) |
1 Tidak sesuai 1 10
2 Kurang sesuai 3 30
3 Sesuai 3 30
4 Cukup sesuai 3 30
5 Sangat sesuai 0 0
’ Jumiah : 10 100

Sumber Data: Diolah sendivi berdasarian hasil peredition o lapangon
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat pendapat yang

mayoritas dari responden. Dapat dilihat bahwa pendapat responden menycbar dengan

; o . d
pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan ini kurang sesuai dengan

kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 3 orang atau

mencapai 30 %, dan pendapat
orang atau mencapai 30 %, serla

3
mereka dengan jumlah responden sebanyak
atakann bahwa kegiafan
ymlah responden sebanyak 3

ini cukup sesual  dengan
Pendapat yang meny

kd?u‘lllham’hampﬂn mereka dengan i
mencapai 30 %,

orang atau juga
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Tabel 5,101
Kegiatan Bimbingay, T:E“ Yataan responden atas

is/Kursus ppyg Pemerintah Daerah
S Pﬁii’ﬁﬁm*%
2 Kurang meningkatkan 2 20
3 Meningkatkan 2 2
4 Cukup meningkatkan I 10
g Sangat meningkatkan 3 )
Jumlah 10 s

Sumber Diata: Diclah sendiri berdararken hasil penelitian di laparpan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sangat meningkatkan kinerja dan
pelayanan pemeriniah kepada masyarakat dengan jumiah responden sebanyak 3 orang
atau mencapai 30 %

< Analisis Deskriptif mengenai Oufcome Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus

PPNS Pemerintah Daerah

i dari Ie
Setelah melakukan rekapitulast terhadap tanggapan dan para |
pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian

sponden, maka

masing-masing pendapat responden
diskumulasikan untuk mendapatkan skor

; ke dalam
Pemberian skor inj kemudian dikelompokkan X8
engetahi tinghat Kepuesat

dari Kegiat Rimbingan Teknis/Kursus

Jumulatif untuk setiap responden.
interval skala yang telah



pPNS Pemerintah Daerah jp; Hasi

i
L T
I?l&Mhu;Si A._kumulalit‘ P:E:I 5.;:,“1
Kegiatan Bimbingan T. mml"“ a0 Responden Terhada
UISUS PPN Penyors P
| tmerintah Daerah
" No Interval skala WT'—'—
=1 0 sd 5 T s
= Al 10 Tidak Puas
._3 6 s/d 10 ] 10 Py
] 11 s/d 15 7 | 20 :
e Puas
4 16 s/d 20 ! 10 Cukup Fuas
5 21 s/d 25 5 50
Sangat Puas

Sumber Deta: Emahmﬂﬁmmhgmﬂw
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor
jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 21 s/d 25.
Interval 21 s/d 25 ini menunjukkan bahwa responden merasa sangat puas terhadap
kegiatan ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (ouwtcome) untuk kegiatan
ini dapat dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa sangat puas terhadap kegiatan
Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah ini. Dengan
mengambil jumiah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kineja

schagaimana standar yang telah disusun oleh LAN dar kegiatan ini adalah 100%

(lihat tabel 2.1). Dengan demikian dapat di

Kegiatan Bimbingan Teknis/Kursus PPNS Pemerintah |
ketahni maka selanjutnya nilai efektivitas dapat kita

simpulkan bahwa nilai ourcome dan
Daerah ini 100%.

Setelah nilai oufcome kita
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Nilai Efektivitas = QUtcome
Outpuy *100%

100

_ﬁ”mﬂ%

= 100%;

Aigex lm%hﬁmm““j”kkaﬂbﬂh%kegiﬂmnﬁeﬁiahnke' o

Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daergp, ini e
sangat efektif

pengan demilian dapat digambarkan batw kegiatan Kegiatan Bimbingan
Teknis/Kursus PPNS Pemerintah Daerah jpn; memiliki nilai efisiensi dengan jumlah
persentase mencapai 100 % atau sangat efisien, Sedangkan nilai efektivitasnya
dengan jumlah persentase juga mencapai 100 % atay sangat efektif, artinya kegiatan
ini sudah berjalan sangat efisien, dan juga sangat efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran dari kegiatan ini yang dicapai dengan sangat memuaskan.
¢) Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.98.480.000,00 (Sembilan Puluh
Delapan Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dimana dalam proses
pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar ﬁp?ﬂ.ﬁaﬂ.ﬂfﬂ},ﬂﬂ (Sembilan Puluh

Delapan Juta, Delapan Puluh ribu Rupish). Dengan demikian terdapat dana sebesar
dianggarkan tidak dapat
£.480.000,00

Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) dari yang
direalisasikan, Indikator masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp 3
(Sembilan Puluh Delapan Juta, Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Persen

hilai inpur dari kegiatan ini adalah sebagal berikut:
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- Realisac;
| - Isas
N = R neamg X100%
_ 98.080.000
98,480,000 * 100%

= 9’9,59%

aran) yang dijadikan indikator
Yakni keadaan ] 1

s Pencapajan fisik g lapangan, Realisasi fisik di
lapangan inilah yang menjadi pers

untuk mengukur output
nilai outpur dari kegiatan ini. Berdasarkan
data. yang kami dapatkan dari Biro Hukum dan Organisas; maka realisasi fisik dari
kegiatan tersebut di atas scbesar 100%, Memurgt penanggungjawab teknis dari
kegiatan ini, realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinlai oleh instansi terkait.
Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase output dari
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan 100%.

Setelah nilai inpwt dan owtpwt diketahui maka selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Efesiensi =0 P2 x100%
Inpu

100
99.59
=100,41%

» 100%

94 ini menunjukkan bahwa kegiatan dari Penerbitan Informasi

Angka 100,41 _
dah sangat efisien, dimana aniara nilai input

Peraturan Perundang-Undangan ini SU

dengan outputnya berbanding sangat maksimal.. o
diketahui maka t2hap selanjuinya pengukuran

oo oficiensi L
e e e dengan melibat rasio antara outcome (hasil)

nilai efektivitas. Efektivitas dibitung
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. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Penerbitan
Informasi Peraturan Perundang-Undangan, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.103

Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan

Skala Penilaian Responden Frekuensi Perscntase (%)
1 Tidak mengetahui 3 30
2 Kurang mengetahui 0 0
3 Mengetahui 2 20
4 Cukup mengetahui 4 40
5 Sangat mengetahui ‘ e
Jumlah 19 o

Sumber Diala; Mﬂmmwﬂﬂmﬂw ;
Dari tabel di atas dapat diketaln bahwa mayoritas responden menyatakan

) /nelanggan dengan jumlah responden
bahwa kegiatan ini cukup diketahui oleh publ = :

scbanyak 4 orang atau mencapai o fuat dari Kegiatan Penerbitan
2. Tanggapan Publik/Pelanggan meagedi .
ang-Undangan, dan hasil dstribts
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g Tabe)
ﬂlsl:nhug' 5.104
Kegiatan Penerhiian Ill Pernyataay Fesponden atas

formag; p
Eraturag Pﬂ"l]l!ldan
= = - Und
Skala Pmllﬂ%a'————._ i o
= Tidak lmmmnj‘aa; “"Fm;"-—-—;—“ii____Enmhs: (%)
2 Kurang bermanfag | N
3 Bermanfagy 3 &
4 Cukup bermanfuat 4 =
- Sangat bermanfuat 0 X
Jumlah :
: _ 10 100

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai cukup bermanfaat dengan jumlah
responden sebanyak 4 orang atan mencapai 40 %
J. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai proses pelaksanaan dari Kegiatan

Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan, dan hasil distribusinya

adalah :
Tabel 5.105
Distribusi pernyataan responden atas
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Pm?dang_-_l.fndangan

Skala|  Penilaian Responden Frekuensi Perunt;se (%)

1 Tidak baik 1 1

2 Kurang baik : ;E

3 Baik 3 _ 0

4 Cukup baik 13 5

ik
___5 Sangat bai . =
Jumlah g

T Sumber Dt Diolah sendiri berazsarkam et mayoritas
Dadmhaldimdapatdikﬂﬂh"i“"“““wmpmdmmg -
publik/pelanggan dinilai

.Iliniu{eh
yakni responden menyatakan bah¥a &
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mereka, dan hasil distribusinya adaap, :
Distribusi pe;r:yllii‘ll ?f:spunden atas
Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturan Perundang-Undangan
Skala Penila?an Rmpn:ndm Frekuensi Persentase (%)
1 Tidak sesuaj 2 20
. Kurang sesuai 4 40
3 Sesuai 3 30
4 Cukup sesuai 1 o
5 Sangat sesuai g :
Jumlah o o

Sumber Dita: Diclah sendiri berdasarkan hasil peneliian di lapangon
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa  kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai kurang sesuai  dengan
kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden scbanyak 4 orang atau
mencapai 40 %
5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai  peningkatan kinerja dan pelayanan

: i Peraturan Perundang-
pemerintah dengan adanya Kegiatan Penerbitan Informas!

Undangan, dan hasil distribusinya adalah
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Skala Penilajan Bo———_ e Pm"dnuﬂ-ﬂndaugau
[Skala | Penilaian Respunggg —1——_
idak meningkatkan = m
: Kurang meningkagay * 20
3 Meningkatkan ? 30
4 El.lkup mﬁmﬂgkau:m : 30
5 Sangat meningkatkan i 20
Juml] i 0
e 10 100

yakni - responden menyatakan bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai
kurang meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan
iumlah responden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 % dan juga pendapat yang
mengatakan bahwa kegiatan ini meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah
kepada mﬁsyamkat dengan jumlah respenden sebanyak 3 orang atau mencapai 30 %o

% Analisis Deskriptif mengenai Ouicome Kegiatan Penerbitan Informasi

Peraturan Perundang-Undangan

Setelah melakukan rekapitulasi terhadap tanggapan dari para responden, maka
masing-masing pendapat responden pada setiap jawaban diberikan skor, kemudian
diakumulasikan untuk mendapatkan skor jumulatif untuk setiap responden.
Pemberian skor ini kemudian dikelompokkan ke dalam interval skala yang iclah
MmmlmwMMmmﬂ“mmﬁ‘“wmm

: 3 bitan Informasi
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peraturan Pmdﬂ“ﬂ-ﬂn&anm ini. Hag
o akumulaif tersebut disajikan
berikut I : Jikan dalam tabel

L Tabei 5,
Pmtnhusi Akumulagig Pem],r“:m
Kegiatan Penerbitan Jyf, a0 Responden Terhadap

- Fmasj PEI'alurln I’trundang-l..lnd:ngal
No Interval shrmT

- e NN S iLsz

— 6sd 10 | 10 g Fuss
: 11 d 15 5 [ Fies

— 16 s/ 20 3 o i ok
5 21 s/d 25 0 0 e

Sumber Data: Diolah sendirs berdasarkan hasl peneian 3 pomamn
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitumgan skor
jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 11 s/d 15,
Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan
ini. Dengan demikian pencapaian indikator hasil (putcome) untuk kegiatan ini dapat
dikatakan bahwa publik/pelanggan merasa puas terhadap Kegiatan Penerbitan
Informasi Peraturan Perundang-Undangan ini. Dengan mengambil jumlah pendapat

mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana standar yang telah

disusun oleh LAN dari kegiatan ini adalah 70% (ihat tabel 2.1). Dengan demikian

g -atan Perancangan Peraturan Daerah
dapat disimpulkan bahwa nilai oufcome dan Kegialdn

EiE = m T[IE E
m

Peroleh dmganperhlhmgﬂﬂﬂ"hagm bertku;




ilai ivi Quteom
Nilai Efektivitag = @
“Outpyr ¥100%

70
ﬁ"}‘xlﬂﬂ%

= Tﬂ'ﬁp

perundang-Undangan ini efekiif

Dengan demikian dapat digambarken bahwa kegiatan Penerbitan Informasi
Peraturan Perundang-Undangan ini memiliki nilaj efisien; dengan jumlah persentase
mencapai 100,41 % atau bahkan sangat efisien sebab terdapat penghematan anggaran
sebesar 0,41%. Sedangkan nilaj efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya
mencapai 70 % atau efektif, artinya kegiatan ini dilaksanakan sangat efisien dan
efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun belum terlalu
memuaskan sebab belum dicapai dengan persentase nilai maksimal 100%.

i engkapan.
T' mmﬂ:::SﬂI:P DASK tahun anggaran 2004, maka Biro Perlengkapan

i i i Belanja Pelayanan
mempunyai 9 jenis kegiatan yang dananya dialokasikan dari j

: dari Belanja Publik ini secara umum
Publik. Kesembilan kegiatan yang dianggarkan

: i Pemeliharaan
menyangkut Belanja Operasional dan

i ja Modal, | |
kegiatan Juntuk kegiatan Belanja TR ——
dan efeki

dan hanya sebahagian kecil (Tiga

Dalam pengukuran efisiensi

. —— i 'Eﬂiﬂ
Perlengkapan ini dipilih tiga J -
dari Biro Perlengha

kegiatan yang memiliki 20EEITE

memiliki anggaran terbesar
Berikut ini 3 jenis kegiatan o
berdasarkan DASK Tahun Anggart
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UM [
iNO| T '{EHJN“EG!ATAH BELANJA PUBLIK
TARGET REA
LISAS]
—i|Pengadaan Kendaraan Apara; (Rp)
2linventarisasi, Penertiban o Ur Pempray Sulsel 8.072.600.000 | 78g oo
T T TR gan Pembendayaan aseer zﬂﬁ.?.u-n.-ﬂm zlmc‘nI:::f;g

Pemetaan dan Persertikatan Tanah Pemprov Suisel|
Sumber Data: Dislah sendiri

pelaksanaannya dapat direalisasikan sebesar Rp.7.681.644.500,00 (Tujub Milyar
Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima
Ratus). Dengan demikian terdapat dana sebesar Rp. 390.955.500,00 (Tiga Ratus
Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dari
yang dianggarkan tidak dapat direalisasikan. Indikator masukan untuk kegiatan ini
berupa dana'Rp. 8.072.600.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Pulub Dua Juta Enam
Ratus Ribu Rupiah ) Persentase nilai input dari kegiatan in adalah scbagai berikut:
Realisasi «100%

Rencana

I‘Mﬂﬂ}%

= 8.072.600.000
— 95.16%

Nilai Input =

Sedangkan mﬁgikdilﬂ]:ﬂﬂEmRmhmﬁﬂd*

untuk mengukur oufpul yakni keadaan pencape
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Setelah nilai inpur dap Output diketahui maky selanjutnya pengukuran

efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikyt.

Nilai Efesiensi = 2% 100%
Input

00
I
9516 | 00%

=105,09%

Angka 105,09 % ini menunjukkan bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan
Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah sangat efisien, dimana
antara nilai input dengan outputnya berbanding sangat maksimal.

Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah pengukuran
uilai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan melihat rasio antara oufcome (hasil)

ilitian ini ih dahulu nila oufconme
dengan output (keluaran) yang ada. Dalam penilitian ini terlebih

adalah - -kepuasan
harus  djtentukan. Indikator ~penguiuwan  OMICOTE

bﬁﬁlﬁl‘kﬂ]tanggapﬂ.natau
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distribusinya adalah -
Tabel 5,119
Distribusi pe :
yataan responden sigs Kegiat
Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi SuII:wm Selat
an

Skala Penilaian Kesponden

1 Tidak mengetahy; ];?Hh:]m“jll | Pﬂm"?“ =

2 Kurang mengetahuj 0 ﬂ

3 Mengetahui 2 20

4 Cukup mengetahui : e

g Sangat mengetahui 6 o0

Jumlah i i

Sumber Data: Diolah sendiri berdasarion il penelitian di lapangan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa kegiatan ini sangat diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumish responden
sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai manfast dari Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Gulawesi Selatan, dan hasil

distribusinya adalah :

212



Distribusi pernyataay rﬂip-uu\"]r;h::ﬂilu
Aparatur I‘tmtrint.h 5 Kegiatap P

: engady
,.— Provinsj S“Eﬂwﬁigsila::xﬂdnmu
[ Skala p.,%hh
I idak bermantaay ——ekuensi T Persentase (%)
2 Kurang bermanfyg , 10
3 Bermanfaat ) 19
40
4 Cukup bermanfaa 5 :
3 Sangat bermanfagg 1 ia
—
Jumlah. 0 =

yakni responden menyatakan bahwa Kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai

kurang bermanfaat dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %,

dan responden yang menyatakan bahwa kegistan ini bermanfaat dengan jumlah

responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 %.

3. Tanggapan Publik/Pelanggan mengensi proses pelaksansan dari Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil

distribusinya adalah
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Distribusi pernyataan Pespa Tahej 5112
Aparatur Pey, ﬂ_l_"d’ﬂ a3 Kepiatap Pengad
utah Proyipg Sl.lh“’tsig;ﬂ n:.';xlndar““
e —— .
Skala | Penilaian Respongey ———
1 Tidak baik %M
4 Kurang baik , 0
Y Baik i 20
1 Cukup baik 60
2 20
5 Sangat baik .
0
Jumlah . =
Sumber Dala: Diolah 3endit berdasarkan gl eaiies

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilaj berjalan baik dengan jumlah

responden sebanyak 6 orang atau mencapai 60 %

4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian pelaksanaan Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan
kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.113

i i daan Kendaraan
Distribusi pernyataan responden atas Heg_mt:n I’m!ga
PAparntur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Skala Penilaian Responden Frekuensi Pemn::;u (%) |
] Tidak sesuai 2 y
i 2
2 Kurang sesual
Sesuai 2 -
: - 10
: 1
4 Cukup sesuai : i
s | s | o
[ e S
- MHMWMWWW o
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pahwa  kegiatan

mencapai 30 %

pemerintah dengan adanya Kegiatan Pengagaan Kend -
Provinsi Sulawesi Selatan, dan hasil distrihee: R
istribusinya adalah -
_ Tabel 5.114

T e i T et
s;;;h P;:: dﬁ?ﬁéﬁ? Fralr&:mi I’tmn:;lse (%)

2 Kurang meningkatkan 2 20

3 Meningkatkan 6 60

4 Cukup meningkatkan 1 10

5 Sangat meningkatkan 1 10

ooy 10 100

Swmber Deta; Diolah sendiri berdosoran hasil penelition di Iapangan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai sangat meningkatkan kinerja
i banyak & orang
pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sebany

atau mencapai 60 %

i Kendaraan
% Analisis Deskriptif mengenai Ouicome Kegiatan Pengadaan

rovinsi Gulawesi Selatan
had fanggapan dari para responden, maka
jawaban diberikan skor, kemudian

Aparatur Pemerintah P
Setelah melakukan rekapitulasi
setiap

Masing-masing pendapat responde? pods
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Tabel 5.115

Distribusi Akumula had
Kegiatan Pen S Stponden T rig
gadaan Kendaraan Aparatur Pemerintah
Provinsi Sulawes; Selatan

No Interval skala Jumlah % Keterangan
1 0 sd 5 1 10 Tidak Puas
2 6 s/d 10 2 20 Kurang Puas

3 11 s/d 15 5 S0 Puas
4 16 s/d 20 2 20 Cokup Pras
5 71 sid 25 0 0 St Fuss

Sumber Data; Diojah sendiri berdasirtan hasdl pemelitiar i lapargon
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor

jawaban untuk setiap responden, 50% diantarariva berada pada interval 11 s/d 15.

Interval 11 s/d 15 ini menunjukkan bahwa responden merasa puas terhadap kegiatan

ini, Dengan demikian pencapaian indikator hasil (outcome) untuk kegiatan ini dapat

dikatakan bahwa publik/pelanggan merast
Kendaraan Aparatur Pemerintah Provinsi gylawesi Selatan inl. Den
: MR .
jumlah pendapat mayoritas responden, maka penilaian ukuran kinerja sebagaimana
eh LAN darl kegiatan ini odalah 70% (lihat tabel 2.1).

ol

puaﬁ terhadap kegiatan Pengadaan
gan mengambil

Slandar yang telah disusun
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_—

peroleh dengan perhitungan b

Nilai Efektivitas = Ottcome
Output *100%

100 V0%

Angka 70 % ini menunjukkan bahwg kegiatan Pengadaan Kendaraan i —
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini efekif

Dengan demikian dapat digambarkan bahwa kegiatan Pengadaan Kendaraan
Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki nilai efisiensi dengan
jumlah persentase mencapai 105,09 % atau bahkan sangat efisien. Sedangkan nilai
efektivitasnya dengan jumlah persentase hanya mencapai 70 % atau efektif, artinya
kegiatan ini sudah berjalan sangat efisien, dan juga efektif dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah direncanakan meskipun belum terlalu memuaskan sebab masih
kurang dari jumlah persentase maksimal 100%.

i Asset,
b) Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengaman dan Pemberdayaan
<chesar Rp.2.166.200.000,00 (Dua Milyar,

Dalam kegiatan ini dianggarkan
ibu Rupish ) dimana dalam proses



201037150
2.166.200.00p < 00%
= 97,84%

Sedangkan untuk mengetahui nilai oupus (keluaran) yang dijadikan indikator
untuk mengukur output yakni keadaan pencapaian fisik di lapangan. Realisai fisk di
lapangan inilah yang menjadi persentase nilai ousput dar kegiatan ini. Berdasarkan
data yang kami dapatkan dari Biro Perlengkapan maka realisasi fisik dari kegiatan
tersebut di atas sebesar 97,84%. Menurut penanggungjawab teknis dari kegiatan ini,
realisasi fisik di lapangan telah diawasi dan dinilai oleh instansi terkait. Berdasarkan
data tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa nilai persentase output dari Kegiatan
Inventarisasi, Penertiban/Pengaman dan Pemberdayaan Asset ini scbesar 97,84%.

Setolah nilai input dan oulput dikctabui meka selanjuimya pengulairan
efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut

Output
Nilai Efesiensi =Tn-w—fp“;ﬂ““%

=?..;r_-'-3ix]m%
97,84
=100% .
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nilai efektivitas. Efekiivitag dihitung
tput (kel
dengan output (keluaran) yang ada. yg1a, Penilitian ini terlebih dahulu nilaj puteom
| g
harus dltﬁltukﬂ.'ﬂ. Il'ld.ikﬂlﬂl'
Pengukuran  oypeome

berdasarkan tanggapan atau pendapat responden yang terka sebagai pihak yang
dijadikan sasaran dari Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan  dan
Pemberdayaan Asset ini. Berikut ini disajikan pendapat responden mengenal outfcome
dan Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset :
l. Publik/Pelanggan mengetahui dan memperhatikan tentang Kegiatan Inventarisasi,
Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset, dan hasil distribusinya adalah :
Tabel 5.116

Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
Pcnﬂpi;haﬂmgmam dan Pemberdayaan Asset

Inventarisasi,
1 @
Skala Penilaian Rﬂpﬂnﬂ.ﬂ Frel'l;lensl Persu}t;u (%)
1 Tidak mengetabui -
2 Kurang mengetahui 1 5
3 Mengetahui ; .
4 Cukup mengetahui : D
5 Sangal mengetahul 3 =
e i s A T
Jumlah i B
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ritas dari responden, Dapat dilihgy bahwy - E
Jay0 | PaL responden me bar dengan

p.mdapat bahwa kegiatap Ini tidak diketahy; _ = )
ui oleh Publik/pelanggan dengan jumlah

diketahut oleh publikipelanggan dengan juzjg esponden sebanyak 3 orang atau

juga mencapai 30 %.
2. Tanggapan Publik/Pelanggan mengensi manfaat dari Kegiatan Inventarisasi,
Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset, dan hasil distribusinya adalah:
Tabel 5.117

Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan Inventarisasi,
Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset

Skala Penilaian Responden Frekuensi Persentase (%)
1 - Tidak bermanfaat 2 20
2 Kurang bermanfaat 2 20
3 Bermanfaat 5 50
4 Cukup bermanfeat 0 “'
E Sangat bermanfaat ' ]";']
Jumlzh WM:L

Sumber Daia: Diolah serdiri berdasartan hasil pe responde menyatakan
" i n
Dari tabel di atas dapat diketahu! balrwa. mé)
. i permanfaat dengan jumlah
bahwa kegiatan ini oleb publik/ .

Wﬁpundmsebanfakiumngﬂm"mmmpﬂiﬂ%



3, Tanggapan Publikﬂ:'ttlanggan _

PIU'EEE FEI - .
mventarisasj, Pﬂnenjbmﬁn akﬁnaan dari Kegiatan
i Fembentaytan s, gan hasil
distribusinya adalah:

_ Tabe) 5,
Distribusi Pernyataan FeSponden T:E

Penertiham'hn man Kegiatan Inventarisasi,
Pmilaianﬁ'_'_gl“‘—'j-g-‘—]-“ Pemberdy Aan Asseq

jl;lnla Tidakﬁ:ﬂiﬂﬁ_‘ Frtk;:tual m? (%)
. Kurang baik 2 20
3 Baik 5 50
4 Cukup baik 2 20
5 Sangat baik 0 0
Jumiah 10 s

Sumber Data: Diolah sendiri terdasarkan hasi! penelitian of lgparigan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

bahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah
responden sebanyak 5 orang atan mencapai 50 %
i i aksanaan Kegiatan
4. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai kesesuaian  pel
Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset  dengan
ventarisasi,

kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah:
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e : anan dap emberdaygap P
el Reponden
p= i — Persentase (%)

2 Kurang sesys; . 40
3 Sesuaj I 50
4 Cukup sesuaj - 1ﬂu
3 Eﬂngat S-EE'llﬂi :

Sumber Data; p:h“ﬁnﬂ i . 10 100

E sendiri berdasarkan hasil penelition di RS

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
bahwa  kegiatan ini oleh publikipelanggan dinilai kurang sesuai dengan
kebutuhan/harapan mereka dengan jumlah responden sebanyak 5 orang atau
mencapai 30 %

5. Tanggapan Publik/Pelanggan mengenai peningkatan kinerja dan pelayanan
pemerintah dengan ad.lin}ra Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan
Pemberdayaan Asset, dan hasil distribusinya adalsh:

Tabel 5.120

i i iatan Inventarisasi,
Distribusi pernyataan responden atas Kegiatan
= Penefﬁhuﬁmgsmanan dan Pemberdayaan Asset

Skala Penilaian Responden Fre:ll:;nenﬂ Peman:;:l]se (%)

1 Tidak meningkatkan e

2 Kurang meningkatkan 5 .

3 Meningkatkan : .

4 Cukup meningkatkan ;

5 Sangat meningkatkan -

. . . e
Sober MMW* lapermgre



Jtan mencapai 50 % imlah responden sebapyay s orang

Wicome Kep:
Eglatan

Penertiban/Pengamanay g
an P“"htrda
yaan Asget

responden  secara

kescluruhan  sebagai  pengukuran  outcome  dari Kegiatan  Inventarisasi,
Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset ini. Hasil akumulatif tersebut
disajikan dalam tabel berikut ini ;

Tabel 5,121

Distribusi Akumulatif Pernyataan Responden Terhadap
Kegiatan Inventarisasi, Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan Asset

[N n
No Interval skala Jumlsh | % Keferangan
1 0 sd 5 1 10 Tidak Puas

P ' ' E_FT Kurang Puas
2 6 s/d 10 A —

ki 11 vd 15 5 2

——

KB 5 20 ——5—1 & | 2=

16
i . R s
LA 71 s/d 25 [ ]

%mfmmmmﬂwﬂ“ﬂw



Berdasarkan tahe] g;

(lihat tabel 2.1). Dengan

demildan dapat disimpulkan behwa nilei outcome dasi Kogiaan Perancangan

Peraturan Daerah Baru ini vaitu 70%,
Setelah nilai outcome kita ketahui maka selanjutnya nilai efekiivitas dapat kita
peroleh dengan perhitungan sebagai berikut:

Outcome

Nilai Efektivitas = = x100%

70
97,84
= 71,55%

» 1007%

Angka 71,55 % ini menunjukkan bahwa Kegiatan Inventansasi,

i if.

Penertiban/Pengamanan dan Pemberdayaan At LA \
| Inventarisasi,
Dengan demikian dapat digambarkan bt Kegiain

Asset ini memmil
i dan Pemberdayaan .
Penertiban/Pengamanan icn Sodanglan il

i nilai efisiensi dengan

“hktivitasnya dengan jumlab PSP

. efisiet,
Wtinya kegiatan ini sudah berjalat sanget
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masukan untuk kegiatan ini berupa dana Rp., 173.100.600,00 {Seratus Tujuh Puluh

Tiga Juta, Seratus Ribu Rupiah) Persentase nilai input dari kegiatan ini adalah

sebagai berikut:
Nilai Input = ~o2ms85L 15004
Rencana
_ 60.995.650 000,
173.100.000
= 35,00%

Sedangkan untuk mengetahui nilai oupt (keluaran) yang dijadiken indikator
an fisik di lapangan. Realisasi fisik di
oufpu dari kegiatan ini Berdasarkan
realisasi fisik dari kegiatan

ntuk mengukur oufput yakni keadaan peacap!
lapangan inilah yang menjadi persentase o
(ata yang kami dapatkan dari Biro
“rsebut di atas sebesar lm'mmmmww

Talisasi fisik di lapangan telah diawasi 020



© Setclah nilai input dan gupy o
Jisiensi dapat dinyatakan sebagai berijy i

Nilai Efesiensi = Q!J__Ipu_ %100%

mu

T Tk

= 285,71%

Angka 28571 % ini menunjukkan bahwa Kegiatan dari Pemetaan dan
persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah sangat
«fisien, dirmana antara nilai input dengan oufpumya berbanding sangat maksimal.
Setelah nilai efisiensi diketahui maka tahap selanjutnya adalah penguluran
nlai efektivitas. Efektivitas dihitung dengan n:nehlwl rasio antara ouicome (hasil)
d,mgaﬂ output (keluaran) yang ada. Dalarm penilitian ini terlebih dahulu nilai outcome
baus  ditentukan.  Indikator ~ pengukuran  OufcOME adalah  kepuasan

oo pr HinelEon
masyarakat/pelanggan. Pengukuran putcome dalam penehitian 1 dipero

responden yang terkait sebagai pihak Yang

berdasarkan tanggapan atau pendapat

Pemerintah Provinsi Sulawes Gelatan ini. Berikut
Mengenai outcome dari Kegiatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selaif



i publik/Pelanggan mengetahy; dan Memper,
| Atikan

dan Persertifikatan Tanah Milik Pﬁrﬂ&ﬂm "4ng Kegiatan Pemetaan
istribusinya adalah : "rovinsi Sulawes; Selatan, dan hagj]
distribusinya ah :
ribusi pernyataan respopg, Tabel 51
L ik N atas K-egial
Tanah Milik Pemerinty}, Pl'ﬂvim': ;:E:;nsg;n “I::mniﬁh e
Qkala Penilaian m;—-—-—-,________________ﬁ______-___-_
] Tidak mnﬁﬁ'—'—-—-— F"Ek;““l Pemn:lﬂu (%)
2 Kurang mengetahyj R :
3 Mengetahui . N
4 Cukup mengetahui 4 w“
5 Sangat mengetahui 1 i
Jumlah T ] 50

Sumber Data; Diolah sendiri berdasarkan hasil penelition & lapangan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan
hahwa kegiatan ini cukup diketahui oleh publik/pelanggan dengan jumlah responden

sehanyak 4 orang atau mencapai 40 %
i { Kepiatan Pemetaan dan
1 Tanggapan Publik/Pelanggail mengenal manfaat dari Kegi |
nsi Sulawesi Selatan, dan hasil

Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinst

distribusinya adalah :



nislﬂ'h“ﬂ‘ pernyataan responde

T il 2185 Kegi
anah Milik Pmeﬁnhhliegm:it“! PE]]'IEI;u‘ dap Persert:
e nsj E“I"'l}ﬁ Sﬂa rtlﬁkl‘ﬁﬂ
b Pemlmm_mhh -
=" 1 ]
1 Tidak bermanfya %w (%)
9 Kurang bermanfag; 0 8
3 Bermanfaat 4 4
4 Cukup bermanfagy 4 3
Jumlah 10 100
~— Sumber Data: Diclah sendiri berdasarkon s penelitian di Topamgan

Tabe) 5123

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwg terdapat dua pendapat mayoritas

rsponden, yakni yang menyatakan bahwa kegiatan inj bermanfuat dengan jumlah

responden sebanyak 4 orang atau mencapai 40 % serta yang menyatakan bahwa

kegiatan ini cukup bermanfaat juga dengan jumlah responden sebanyak 4 orang atau

mencapai 40%.

¥

. 1 : i ramn
1 Tanggapan Publik/Pelanggan mengenal proses pelaksanaan dari Kegi

Pemetaan dan Pmn:;ﬁfmatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,

dan hasil distribusinya adalah :
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pistribusi pernyataan rtspnnden?hq S.124

Tanah Milik Ptmerh}'t:::];eghfa'f Pemetaan gqq p
M Pmi]ai?% 51 Sulaw ey sﬂah:ﬂﬂﬂﬁkﬂ:“
I e ke e
: Rurang baik 10
3 Baik 0 i
” Culkup baik ; 70
3 Sangat baik i 20
. Jumiah et 0
— Sumber Data: Diolah sendivi hmﬂh"“‘“ﬁm 100

Dari tabel di atas dapat diketahui babwa mayoritas responden menyatakan
hahwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan dinilai berjalan baik dengan jumlah
responden sebanyak 7 orang atan mencapai 70 %

4, Tangpapan Publik/Pelanggan mengenal kesesuaian pelaksanaan Kegiatan
Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dengan kebutuhan/harapan mereka, dan hasil distribusinya adalah :

Tabel 5.125

1 tan
Distribusi pernyataan responden atas Htglt_t:lllf Pfeha*n&drlﬁmerﬂﬁh
Tanah Milik Pemerintah Proviosi Sulawesi

i Perscntase |%_|}
Skala Penilaian Rﬁp_-g‘nden ___F_T."i‘;i'ﬁi'."i-— 0
1 Tidak sesuai o
. 2
2 Kurang sesual : . -
3 Qesual - . i
4 Cukup sesuai . )
) (..
X Sangat sesud! et 100
Jumlah — ﬂw
Sumber Data; Diolah sendiri herdzsarka®



diketah:
1
pahwa kegiatan ini oleh puh]ik{lmanggmbﬂh‘ﬁ’& Maypriae it
s men
pereka dengan jumlah responden dinilgj Sesuai % yatakan
MeNcapai 4) v

_.Siila Penilaian Responden oo -
1 Tidak meningkatkan 3 m;u (%)
2 Kurang meningkatkan ; :
3 Meningkatkan i 5
4 Cukup meningkatkan 9 "
5 Sangat meningkatkan 0 "
Jumlah 10 T

Sumber Data: Diclah sendiri berdasarkan haril peneiitian di lapangan
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas responden menyatakan

Miwa kegiatan ini oleh publik/pelanggan diniai mepingkalkan kinerja_dan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat dengan jumlah responden sehanyak 0 orang

tlau mencapai 60 %
Kegiatan Pemetaan

* Analisis  Deskriptif mengenai  Ouicome

Pemarim‘ah Provinsi Gulawesi Selatan

Persertifikatan Tanah Milik



perian skor ini kemudia, 4
e "Mpokkay, ke dalay, :
el skaly yan
g telah
Ngkat k

Kegiatan

gentukan  SebClumnya unyy Mengetahy;
ti

i =
wescluruthan sebagai pengukyray OUlcome gors PASIN responden secare

; ? B |
ransh Milik Pemerintah Proying; Sulawesi. Sejgiq A dan Persetifikaan
jissjikan dalam tabel berikut in; il akumulatif ergeyyg
T
pistribusi Akumulatif Pernya abel 5,127

; n Rey :
dan Persertifikatan Tanah M) Ptﬁﬁrehnrhﬂnswi gﬂﬁm: ; Tﬂ“n
€51 belatan

o Interval skala Jumlah | % Keterangan
— 0 sd 5 ] T Tidak Puas
— 6 s/d 10 1 10 Kurang Puas
3 11 s/d 15 3 30 i
— 16 s/d 20 ¢ [ 4 sl i
> 21 s/d25 0 0 g ow

i
Svmber Datar Diolah sendiri berdasarkan hasil penslitian 85 kapangan
' Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari hasil perhitungan skor
jawaban untuk setiap responden, 50% diantaranya berada pada interval 16 sid 20.

terhadap
terval 16 s/d 20 ini menunjukkan bahwa responden merasa cukup puas

a ‘ﬂlﬂﬂ
kegiatan ini, Dengan demikian pencapaian indikator hasil (outcame) untuk kEEJ_
cukup puas terhadap Kegiatan

kieria scbagaimana standar yang telat G055
e disimpulkan
%4 (lihat tabe 2.1), Dengan demikion %
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gelatan ini yaitu 80%. 1k Milik pepy, -
Setelah nilai outeq me kita ke i
tahy; Malky
i Selanjutyy, oo .
Pgrﬂlell dengan perhitunpap sebagaj ]Jtﬂ'ikm; Wya njlg; efekivitag —

Nilai Efektivitas = _':_:'_Hi‘ﬂﬂ____ff

Outpys x 1009

Persertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki nilaj
disiensi dengan jumlah persentase mencapai 28571 %. Sedangkan  nilaj
efektivitasnya dengan jumlah persentase mencapai 80 % atau cukup efektif, artinya
kegiatan ini sangat efisien dalam pelaksanaanya dan juga cukup efektif dalam
rencapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan ini, meskipun masih dapat ditingkatkan,
#bab belum mencapai persentase nilai maksimal 100%.
5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Data.
Mengenai validitas —
Mayebaran kuisioner untuk mengetahui o¥COME s Tj:s
Wi £
% dan uji refiabilitas data dengan MEPEEE P wﬁg ;:;: dots el
d“‘ﬁﬂlm:ngslmﬂigaﬂ teknik Alpha Cronback's BT

"ujian data kuisioner yans digunakan 02
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A. Uji Validitas

,, Koefisien r hitung (koefisien Korelasi) haryg
posit ;
(Product Moment Person). BT dan ebih besat dari r abe]

 Nilai r hitung untuk mas; ,
b Tasing-masing butir e i 1
e Pertany %4 dilihat langsun
output vji reliabilitas dan validitas - g pada
; P O correct item-total correlation yang
diperoleh dani hasil ji dua arah dengan alphg ik
8 g i (interval kepercayaan 95%).
¢. Besarnya nilai r tabel diperoleh dari tabel .
Dafitar nilai Kritis Pearson Produk
Momen dengan menentukan ;
Df (degree of Freedom)=n-2=15-1=13
Sehingga pada alpha sebesar 0,05 diperoleh r tabel sebesar 0,44,
ﬁdapunr perhitungan r hitung tiagp pertanyaan untuk tiap pertanyaan
perkegiatan dapat dilihat pada lampiran 4 dan disimpulkan dalam tabel-tabel bawah
ini:
2 Kegiatan Pembelajaran TOT Al-Qur'an
Tabel 5.128

Nilai r hitung tiap pertanyaan mengend’
Al-Qur’an

kegiatan Pembelajaran TOT

-F.grh.ﬂ'jﬂlrl
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, 0
ahrapy Ftndld:lm’ Budays, dan's
Nilai r hitung tiap Pertanyagy m'::he] 5.129 eni
Dlahr‘-'tgi; Peudiﬂgﬂ: ;’E:;i: Pembingyg i
dan Sen: Udaan,
P Senj
1 ———
l_-_-_'_'—'—-—-
.
e
TN S
5 |

- ‘ Tabel 5,130
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Pem
binaan Kesejaht
dan Pemberdayaan Perempuan e
nomor r
pertanyaan | hitung kevalidan
1 0.8202 valid
2 0.1944 |  valid
5 0.0546 | valid
4 0.6426 | vahd
5 08775 | vaiid

Sumber : diolah sendin
i Kegiatan Operasional Gerbang Emas.

i

: Tabel 5.131

Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Operasional Gerbang Emas

nomor 2t kevalidan
pertanyaan | hitung e
(o095 | vd_|
[ostes | vald
| 0.8609 | Y=—
04573 | Ve

ooz [ v —

slm]bﬂ,f i I:"ﬂlﬂh ﬁdﬁ‘i

T
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r
hit kevali
Ty | T
_-_{]-aT‘_-_-_-_'_‘—-—-—I
.
5 T valid
5 -_‘GE-TE':_'—-—-_____

. . mmh—-—
f Kegiatan Peningkatan Produksi Daergl,

o ) Tabel 5.133
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenaj kegiatan Peningkatan Produksi Daerah
nomor r
pertanyaan | hitung | ¥eValidan
1 0.4487 valid
2 0.2726 valid
3 0.9959 valid
4 03243 | vaid
5 05228 | vabd

“Sumber : diolah sendiri
¢ Kegiatan Pengadaan Tanah Pemprov Selsel

Tl 5J34_ Tanah Pemprov
Nilai r hitezng tiap pertanyaan mmggmlai:cgumn Pengadaan Tan p
uls

nomor . kevalidan
pertanyaan hitung
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i g 7 Tabel 5.136
Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenaj

hﬁlﬁn Pen daan
Peﬂlﬂ'inhh.an ga Pl'ﬂﬂ:l'nu.a
nomor r
pertanyaan | hitung kevalidan
1 04730 valid
2 0.8468 valid
3 0.7877 valid
4 06183 valid
5 0.5040 valid

Sumber : diolah sendiri
j. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otoda.

’ Tabel 5.137

"t siatan Fasilitasi Penguatan Otoda
Nilzi r hitung tiap pertanyaan mengenal keajatan Fasilitasi Pengnatan

nomor r kevalidan
pertanyaan hitung :
1 02195 | velid |
P%QTE valid
~0.1615 | vald
| 018

Torsn | vald—

Samber ; diolah sendir

3

W
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-—_._________.
kevalidan
--—-_-__-_-
-_._."'El_!é___
‘—I—-Iﬂil-l'd_-_‘
_—
07116 | valig |
‘ _ Sumber: diolah sendiy
, Kegiatan Fasilitasi Penataan Daersh,
. ) Tabel 5,139
Nilai r hitung fiap pertanyaan mengenai kegiatan Fasilitasi Penataan Daerak
NOmMor r
pertanyaan | hitung kavalidan
1 0.5430 valid
2 0, 7556 valid
3 05718 | valid
4 0.3634 valid
5 ‘04788 | vakd

Sumber : dh:ﬂa!'l sendirt
m. Kepiatan Penerbitan majalah Sinerg.

Tabel 5.140

Nilai r hitung tiap pertanyaan mengenai kegiatan Penerbitan Majalah Sinergi

nomaor
pertanyaan
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i Kegiatan Pengadaan Jaringq, Wirelegg Lk

valid
"_"_32:,"—'—- 06342 | \aig
____:1_-—-_ 0.7289 | vaid |
0.5437
[ o ) yalid
9 0.8880 | yaig

T .
Sumber : diolah sendiy
o, Kegiatan Perancangan Perda-Perda Bar,

_ ) Tabel 5.142
Nilai r hifung nap pertanyaan m"‘!l’;“i kegiatan Perancangan Perda-Perda
ar
nomor r
pertanyaan | hitung kevalidan

1 0.4583 valid

2 0.4264 vakd

3 0.3852 valid |

4 01657 valid

5 0.3144 valid

Sumber : diolzh _s.mdiri
p. Kegiatan Bintek/Kursus PPNS Pemerintah Daerah.

Tabel 5.143

Eha pek/Kursus PPNS
e - aan mengenai kegiatan Bin
Nilai r hitung tiap lwﬂﬂ'“hm rintah Daerah

omor r kevalidan

ftung

rtanyaan | FTES 4 ——
P e | vald
L —T a6 walid
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¢ Kegiatan Penerbitan Informag; -

Nilai r hitung tiap Pertanyay Tahe 5.144

hmm )
Peraturay Pmlﬁ;ﬂ Kegiatan
——— ng'uﬂﬂl“
nomor "“;—-
Pertanyaan m
T
l_-_-‘_'-_-_-_'
~—g=—""5‘.§.'f'_. valig
'—-—'B-ia"'—-_ valid
0.2935 H‘:“Td_-_
. 0.7664 | vazg—
Sumber : diglah sndin

r. Kegiatan Pengadaan Kendaraan A

E:':utrhitan Informasi

11

e, - Tabel 5.145
i g Nap pertanyaan mengenai kegiatan Penpadasn Kendaraan
Aparatur
nomor r
pertanyaan | hitung kevaildan
i 02987 valid
2 0,5051 valid
3 0.6163 valid
4 0.1688 | - valid
g 0.8674 valid

Sumber : diolah sendiri
5. Kegiatan Inventarisasi dan Pemberdayaan Assct Pemprov

Tabel 5.146

Nilai r hitung tiap pertanyaal mengenai kegiatan
Pemberdayaan Asset

Inventasasi dan

—

kevalidan

| s
nyaan
ﬂy"' 2440 | velE
— [ oes0 | ¥l
—3 “peare | vald
o666 | Ve

Smber : diolsh 514
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0.88 -
Sumber : diolah g,mz:.l -

B. Uji Reliabilitas
Dari hasil perhitungan validitas jawaban
gelanjutmya dilakukan i S i
jutny perhitungan reliabilitas dari tiap kegiatan,
reliable diambili 1 i s
ili dari tiap-tiap kegiatan sehi data di

| o ngga dikatakan reliable jika
koefisien reliabilitasnya (koefisien alpha pada oupur reliabilitas masing-masi

-Masing

kegiatan) sebesar 0,05 atau lebih. Pada lampiran 4 dapat dilihat koefisien reliabilitas

masing-masing kegiatan, dan berikut ini merupakan kesimpulannya -

¢ Kepiatan Pelatihan TOT Al-Qur'an memiliki alpha sebesar 0.7929 yang lebih

besar dari 0.05 sehingga data didnggap reliable uofuk mepgungkapkan masalah

yang diajukan.
b. Kegiatan Pembinaan K epemudaan, Olahraga, Pendidikar, Budaya dan sen

yang lebih besar a0 .05 schingga data Jianggap

memiliki alpha sebesar 0.9232
reliable untuk mengungkapkad masalah
ghteraan dan
sar dari 0.05 5¢

‘ 1 pemberdayaan Percmpuan memiliki
t Kegiatan Pembinaan Kese)

hinged damdimggaprﬂ!ﬂﬂf
alphg sebesar 0.3846 yang lebih be

untuk mengungkapkan masalah Y478 diajokt
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Kegiatan Operasiana] Gtrhang B
%S Mmem]jy;
; ; alphg
hesar dari 0.05 S-Ehl_l‘jgga datg o Sebesar 0.6374 yang lebik

BLap rej;
yang diajukan. e vt Tengungkapkan masalah

le
masalah yang diajukan. ek mengungkapkan

- Kegiatan Peningkatan Produks;

yang diajukan.

Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Pemerintah Propinsi memiliki
alpha sebesar 0.4684 yang lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap reliable
untuk mengungkapkan masalah yang diajukan.

Kegiatan Peningkatan Sarana Pemerintahan memiliki aipha sebesar 0.9232 yang
lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggep reliable untuk mengungkapkan

masalah yang diajukan.
alpha sebesar 0.8194 yang

mengungkapkan

i Kesi P A \a Pemerintahan memiliki
: 3 jable untuk

lebih besar dari 0.05 schingea data dianggep relic

masalah yang diajukan.

_ 07632 yang lebib
. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Otod2 el Aphe 5

i qungkapkan masalah
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 Kegiatan Sistem Pelg

il L : , memilik;

yang lebih besar dari 0,05 sehingey gy - i alpha sepesy 0.7889
masalah yang diajukan, SBp reliable uniuk Mengunpkapkan

yang diajukan.

. Kegiatan Pengadaan Jaringan Wireless Link memiliki alpha sebesar 0.8449 yang
lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap reliable untuk mengungkapkan
masalah yang diajukan.

. Kegiatan Perancangan Perda-Perda Baru memiliki alpha sebesar 0.5699 yang

lebih besar dari 0.05 sehingga data dianggap relioble untuk mengunghkapkan

masalah yang diajukan.

Kegiatan Bintek PPNS Pemda memiliki aipha sebesar 0.4286 yang lebih besar

dari 0.05 sehingga data dianggap refiable unfuk mengungkapkan masalah Yang

diajukan, . -
e ; memi

. Kegiatan Penerbitan Informasi Peraturet S liahle untuk
) <chingga data dianggap re

schesar 0.7787 yang lebih besar dari 0.05 ¢

mengungkapkan masalah yans diajukar-
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53, Analisis Deskriktif Kinerja Keuangan Belanjs Publik Setda

Provinsi
Sulawesi Selatan Dengan Pendekatan Value For Money.

Tardapat 2 (Dua) unsur penilaian dalam pengukuran kinena Kevangan
Belanja Publik dari instansi Sektertariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat
dianilasa dalam pengukuran Value For Money ini, yakni Pengukuarn Efisiensi dan
Pengukuran Efektivitas. Berikut kita lihat data yang diperoleh berdasarkan hasil

penelitian;



pengukuran Value For Mg, Tabe) 5.148 i"

Pemeliharaan ggy; ;{t::;lla:ap kegia tan By
e UBIK Tahup 4, u’“,fu";;‘]ﬂ:ﬂm dan |
Biro/Kegiat s e, il
. Cglatan Nilaj Eﬁaimi mﬁ“ |
Tgiro KAPP em——— (%) %)
pembelajaran TOT Al-Qur’an SE——
pembinaan kesejahteraan dap Pemberdayaay 100 0 i
Pmnfpm ‘ 99,75 34.08
pembinaan pemuda, olahraga, pendidiken,
budaya, dan seni. | 100,13 s
Biro Bina Perekonomian dan Pembangunan
Operasional GERBANG EMAS 145,62 60
Pengembangan Usaha Baru BUMD 401,33 97.91
Peningkatan Produksi Daerah 100,36 60
Biro Dekonsentrasi
' | Pengadaan Tanah w' Pemprov. Sulsel 103,30 70
| | Peningkatan Sarana Pemerintahan Prov. Sulsel 100 80
| | Pengadaan Prasarana u/ Pemprov. Sulsel 100,37 80
Biro Otonomi Daerah .
0| Fasilitasi Penguatan Otonomi Daerah 106,37 :E ;
|| Sistem Pelaporan Pemerintahan Daerah ];fﬂm < !
U| Fasilitasi Penataan Daerah y 3!
Biro Humas dan Protokeler w0 160
5 Penerbitan Majalah Sinergi i 80 .
* | Pengadaan Jaringan Wireless Link ,'
Biro Hukum dan Organisasi 100 0o II !
% | Perancangan Peraturan Daerah Bard 100 i
6 Bintek/Kyursus PPNS Pemerintah Daerah 100,41 _______E_-—-—-
U rerctitan Enformas perundang Un7E%_L——""
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“‘h__—

Wﬂgkﬂpﬂn _H_H““—-—h.,
| SN
I pengadaan Kendaraan Aparatyr e
IF paventarisasi, dan Pemberdayaay Asset 105,09 -
Iﬂ pemetaar Tanah Milik Pemproy. Sulse] !Emu i
Tumber Data Diglah EEMI%EL -

B tabel hasil penehii
an di atas, dapat gj
Jelaskan bahwa program

program kerja yang dilaksanakan oleh instas; Sekretariat Daerah Proving Sula
Ll wes]

latan dapat dievaluasi nilai efisiens ivi

Gelatan dapa efisiensi dan efektivitasnya (Vafue For Money) melalui
herbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh biro-bio pemerintahan dalam lingkup
instasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini dapat dilihat hasil
evaluasi Value For Money-nya per biro dan kegiatannya,

Biro Kesejahteraan, Agama, dan Pemberdayaan Perempuan (KAPP) dengan
kegiatan TOT pembelajaran Al-Qur'an memiliki nilai efisiensi sebesar 100% atau

sangat efisien, dan nilai efektivitas sebesar 70 % atau efektif Selanjutnya kegiatan

i efisiensi

Pembinaan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan memiliki nilai e

99,75% atau sangat efisien dan nilai efekiivitas 70% atau ciektif. Sclanjutnya

idi - i memiliki nilai
kegistan Pembinaan Pemuda, Olahrag, Pendidikan, Bacays dan Seni memi
et dan nilai efekifitzs 60

dengan kegiala? ‘3‘1-""11*'5“":"’ij Qb FOE
sebesar 60%

04, atau kurang efektif
efisiensi 100,13% atan sangat

Biro Ekonomi dan Pembangunan

 memiliki nilai efisiensi 145.62% o pangan Usaba Bar Baden Usah

yegiatan Penger

il 1%
Milik Dacrah (BUMD) memili 5 <55 4017

2 kurang efektif. Selanjutny? o st eiin dan il

“fektivitasnya sebesar 97,
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"'—--.~_~____

60% “hsiensi 10,5
tivitasnya ata y Aay
efek o atau kurang efektif gt efisien dan nilai

Biro Bina

efisiensi Tﬂﬂ,ﬂ% d&n nilai efektivitasnya §0% atau cukup efekiif,

) Bu‘u Bina Otonomi Daerah dengan kegiatan yang menfasilitasi Penguatan
onomi Daerah memiliki nilai efisiensi 10637% atau sangat efisien dan nilai

efektivitasnya 70% atau efektif. Selanjuinya kegiatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Pemerintah Daerah memiliki nilai efiziensi 106)% atau sangat efisien dan

il efektivitasnya 70% atau efektif. Selanjutnye kegiatan yang memfasilitasi

tau sangat efisien dan nilai

Penataan Daerah memiliki nilai efesiesi 101,40% a

efektivitasnya 70% atau efektif
zan kegiatan Penerbitan/Pencetakan Majalah

sangat efisien dan nilai efektivitasnya

Biro Humas dan Protokoler den
Sinergi memiliki nilai efisiensi 100% &1
utnya kegiatan
oy sangat cfisien dan

, Jaringan Wireless
160% atau sangat efektif. Selat Pengembengan 12055 7

Link memiliki nilai efisiensi 100%

8lau cukup efektif.
egiatad perancangan Peratitran-

“fektivitasnya 70,30% atav efektif. 5¢
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Kursus PPNS memilik; nilsj op

lsiﬂ'ﬂgi 1 Dﬂ!“a =
dll

stau efektif. Selanjutnya kepiatan Inventarisasi gy Pemberd
ayaan Asset memiliki
1] P
7% atau sangat efisin dan il efektivitasnya 71,550
s atau efektif

Selanjutnya kegiatan Pemetaan dan Persertifikatan Tanah Milik Pery
DROY

nilai efisiensi 100
memiliki
nilai efisiensi 285,71% dan nilaj efektivitasnya 80% atay, cukup efektf
Berdasarkan hasil gambaran penelitian dj atas ini, maka secara umum dapat
dikatakan bahwa pelaksanaan program kegiatan di bawah tanggung jawab instansi
Sckretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang sumber alokasinya dari Belanja
Publik, khususnya dari alokasi Belanja Operasional dan Pemeliharaan dapat
dikatakan sudah sangat efisien dimana persentase rasio efisiensi rata-rata mencapai

100% bahkan banyak yang melampau rasio di atas 100%. Hal ini mengidikasi
dimaksimalkan untuk

bahwa Penggunaan anggaran pada setiap kegiatan ML
h terdapat

"emenubi rencana pencapaian fisik (output) di I8pangit Sy
o jumlah
berapa Yepiatan tidak dapat memenubi realisasi fisk (up) CEnE )
tase maksimal 100%. o dari sefiap kegiatan ini
Sedangkan untuk pencapaia e .pﬂwmszmﬂkﬁmd oo
mencapal
“ibat behwa rasio efektivitas ata-mt2 D17

efektif)
/d 100% (sang%t






transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau pengukuran kinerja
keuangan daerah.
61 Kesimpulan

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi dan efektivitas (pengukuran value for
money), dapat djambil kesimpulan bahwa:
L. Berdasarkan hasil pengukuran pada indikator masukan (fnput)

2 - a.kirelariat Daerah Provinsi Sulawesi
bahwa biro-biro yang terdapat pada mstanst Sek 4
2004 tidak menggunakan scm
untuk setiap kegiatan,

dapat dilihat

Selatan  unfuk tahun anggaran
danalanggaran dari yang telah dianggarkan/

. jikator keluaran (Ouput) daped cilfnt
Sedangkan jika dilihat dari pengukura"

. ﬁ :
IJIEII’r""“5"=|Jélg4*ﬁ=am bﬁﬂw@ﬁwmapﬂ:dﬁwmﬂsﬂﬂwﬂiﬂdmnbemﬁﬂl
S5

“pat mengindikasikan bahwa i



s i B i jtﬁsiemi. dapat dikatakan Bﬂhw?
i ; egatan yang s | tanggung jawab
dari instansi Setda Provins Sulawesi Selatan sudah singat efisiensi, Hal ini
terlthat dari persentase rasip efisiensi yang rata-rats melebihi 100%. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa Penggunasn anggaran untuk setiap kegistan
sudah sangat maksimal dalam merealisasikan keluaran {outpur) kegiatan,

. Dengan mengacu pada pcggukmn rasio efetivitas, dapat dikatkan bahwa
kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Setda Provinsi Sulawesi Selatan belum
dapat m:zncapaj tujuan dan sasaran perkegiatan yang diherapkan secara maksimal.
Hal ini terlihat dari persentase rasio efektivitas yang raa-rata hanya mencapai
70%. (persentase ideal adalah antara 90% s/d 100%).

'Deﬂg&nmeng&cupadakﬂﬂﬂﬂFmeWﬁFw raran Secara
mldmmﬂﬂﬂmﬁmww

ek Kegiatan yaag feklh HloeS  dalom mencapai vis, mish

dapat disimpulkan

sangat cfisiensi akan tetapi belum terlel
. s, dalam
Wjuan, dan sasaran kegiatan pere -
i insi Sulawes!
bm'"-ﬂh tanggung ja'l.lu"ab instanst Setda i

-



besar sekali untuk setiap program kegiatan tetapi dalum pencapaian realisasi fisik
(oudpus) di lapangan ternyata alokasi anggaran ini tidak digunaken semua untuk
mencapal oufput 100%. Walaupun kita ketahui bahwa bahasa anggaran adalah
perencanaan dimana mark up anggaran dimungkinkan tetapi hendaknya mark up
anggaran jangan terlalu besar, bisanya dalam keadaan pertumbuhan e¢konomi
yang stabil, mark up dimungkinkan sampai schesar 5%. Logika pembenaran
untuk perencanaan anggaran pada kejadian seperti ini bahwa sisa anggaran dapat
dijadikan Sisa Perhitungan APBD (Anggaran) otk di jadias .
pend pada tahun berikutays gdalah tidak dapat dibenarkan, sebab

33 ; y kemudian mendapatkan
PErencanaan anggaran yang terlalu besar jumlahny3 tha
lebih meringankan beban

%4 anggaran dalam jumlsh yang J'6* an item Pembiyazn
tahun berjalan. DePEx® e
ggaran jika digunakan pada

lidak terlaly ditekan(defisit angears”



berpengaruh pada tingkat F'E]E}'Hna];

. Proporsi dan sinergi dalam seliap komponen Belanja hendaknya lebih
diperhatikan dan dipahami oleh pemerintah, sebab dalam beberapa tahun terakhir
ini, khususnya setelah penggunaan anggaran berbasis kinerja temyata persentase
antara alokasi Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasionsl dan
Pemeliharaan, dan Belanja Modal dalam komponen Belanja Aparatur dan Belanja

Publik telah terjadi ketimpangan jumlah alokesi anggaran. Belanja Modal
(khususnya dalam komponen belanja publik) yang terkait langsung dengan

kegiatan pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat N
ecil. Begitupun dengan sinergi keterkaitan

o daknya belanja yang beful-betul
anggaran dalam setiap item Belanja PubIik 1% |
ancaran proses pelayasan pobtk Kepecs
salin : ukung K :
g terkait dan mend —_— Operasional

masih memilki

Jumiah alokasi anggaran yang

Masyarakat. Seperti misalnya dalam
dan Pemejiharaan yang memiliki jumled



dapat dikaji secara mengd
alam hﬂﬂhﬂ: F

, Bl
anggaran Belanja Modg) Yang adq Yang terbangyy, - i
7 I

persoalan yang dihadapi oleh masyarakat,

4. Evaluesi atau Pengukuran kinerja instansi pemerintahan tetap harus diperhatikan.
Evaluasi yang ada hendaknya lebih akurat lagi mengingat dari hasil evaluasi
tersebut dapat dijadikan data untuk mendeteksi kelemahan atan kekurangan dari
program kegiatan yang ada, dan juga sebagai data untuk perencanaan anggaran
dan kebijakan pada tahun berikutnya Mengingat perkembangan akuntans
Keuangan daerah dan peraturan pemeritah teradap pelsksanan, Otonor

Daerah yang cepat berubah, setiap instansi pidin L

Sulsel hendaknya mengamhﬂﬁgk&“ echagal alat cvalus s Pr wﬂ

. kegiatan yang lebib

keuangan agar didapatkan indikator kebedasile e

Valid dan akurat, R

3 teoritis;
i Bﬂrdasmkm hasil kajian dan Pwd‘*km“" . culawesi Selatan
dari Setda Provinsi

Penelitian inj ferhadap beberapa KeB™

Setda Pemrov
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itemukan b
AlemUKER Deberapa program kegigen yang g
kelompok belanja pybjix € tidak tepgy o
- Kegiatgy, WOtk g
tersepyy kan dalapy

untuk kepentingan Pemerintah,, Provipg; i etitan Pengadaan tapg,
"5t Sulawesi gejqrg,

. - ke

1051 Sulayeg; g

. Kelemahan dalam Penelitian i adalah | e

ndaraan : :
RO RO Datacsingdpig, Batan pengaduay

. Agar dapat dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang kesimpulan pada
point pertama dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah benar-benar efisicnsi
yang terjadi di instansi Setda Provinsi Sulawesi Selatan itu dari hasil pengetatan
anggaran atau kerena perencanaan anggaran perkepiatan yang terlalu besar (dalam
konsep value for money akan melihat nilai ekonomisnya)

- Adanya laporan ini, mudsh-mudshan dapat dijadikan refleksi dan behan
Pertimbangan bagi semua pihak dalam lembaga pemeringhin decrah agar
dan analisis value for money terhadap
perhatikan dan dipahami secara
qalah satu referensi

kedepan  perencanaan, perhitungan,

ggaran pemerintahan (DASK/APBD) dapat &
menjadi
"Mendalam, Laporan ini juga mudah-modaban d2P4

: j wacana pen
 Ygi pihak lain yang tertarik untuk Ieb1 mendalac

RIOREY-
Yerbasis kinerja khususnya tentang konseP v f

erapan angaarat
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